
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerab, perlu
Peraturan Bupati Cirebon tentang Petunjuk
Pemungutan Pajak Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 14Tabun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 1950)
sebagaimana telab diubab dengan Undang-Undang Nomor 4
Tabun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubab Undang-Undang
Nomor 14 Tabun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia

menetapkan
Pelaksanaan

babwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5),
Pasal 76 ayat (5), Pasal 117 ayat (3), Pasal 119 ayat (4),
Pasal 120 ayat (11), Pasal 123 ayat (3), Pasal 124 ayat (2),
Pasal 130 ayat (2) Peraturan Daerab Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 54, Pasal 69
ayat (5), Pasal 90 ayat (6) dan Pasal 104 ayat (7) Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ten tang Ketentuan Umum

PERATURANBUPATICIREBON

NOMOR 1 TAHUN2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAANPEMUNGUTANPAJAKDAERAH

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATICIREBON,

Mengingat

Menimbang

NOMOR 1TAHUN2024

BERITADAERAHKABUPATENCIREBON



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana te1ah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penye1enggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6400);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 ten tang
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga
Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6848);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);
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Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapenda,

adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut

Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Cirebon.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 1

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTANPAJAKDAERAH

MEMUTUSKAN:

11. Peraturan MenteriKeuangan Nomor207/PMK.07/2018 tentang
Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018
tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1853);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 /PMK.03/2021 tentang
Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, Dan Pendataan Objek Pajak
Pajak Bumi Dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor519);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Berita
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68);
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8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak kepada WajibPajak serta pengawasan penyetorannya.

9. Petugas Pemungut (Kolektor) adalah orang pribadi yang
ditugaskan untuk melakukan suatu rangkaian kegiatan
pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, mendistribusikan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang kepada masing-masing Wajib
Pajak, dan pemungutan pajak daerah kepada masyarakat.

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenai Pajak.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil
yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib
Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

13. Bank adalah bank penerima pembayaran pajak daerah yang
ditunjukj ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon
dengan Keputusan Bupati.

14. Badan adalah sekumpulan orang danjatau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha MilikNegara (BUMN)atau Badan Usaha MilikDaerah
(BUMD)atau badan usaha milik desa, dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpu Ian, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak
investasi koleksi dan bentuk usaha tetap.

15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang
selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi
danj atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, danj atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

16. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP,
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksijual beli
yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.
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17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman.

18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di
bawah permukaan Bumi.

19. Hak atas Tanah danj'atau Bangunan adalah hak atas tanah,
termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya,
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang
pertanahan dan bangunan.

20. Perolehan Hak atas Tanah darr/atau Bangunan adalah
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan Iatau Bangunan oleh orang
pribadi atau Badan.

21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang
selanjutnya disingkat BPHTB, adalah pajak atas perolehan
hak atas tanah darr/atau bangunan.

22. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disingkat PPAT,
adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk
membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun.

23. PPATSementara yang selanjutnya disingkat PPATSadalah
Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk
melaksanakan tugas PPATdengan membuat akta PPATdi
daerah yang belum cukup terdapat PPAT.

24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu
yang dijual darr/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang selanjutnya disingkat
PBJT, adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir
atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.

26. Makanan dan Zatau Minuman adalah makanan dan Zatau
minuman yang disediakan, dijual dan Iatau diserahkan, baik
secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui
pesanan oleh restoran.

27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan
darr/ atau minuman dengan dipungut bayaran.

28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan
oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan
untuk bermacam peralatan listrik.

29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang
dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum,
kegiatan hiburan, dan/ atau fasilitas lainnya.
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30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan
tempat parkir di luar badan jalan dan Iatau pelayanan
memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir,
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau
penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan,
permainan, ketangkasan, rekreasi, dan Iatau keramaian
untuk dinikmati.

32. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau
menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

34. Reklame permanen adalah reklame yang penyelenggaraannya
dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dan memenuhi kriteria
luas, sisi, ketinggian, atau menggunakan sarana penerangan
listrik serta bahan atau material yang digunakan dengan
memperhatikan aspek estetika.

35. Reklame Insidental adalah penye1enggaraan reklame yang
bersifat sementara dan tidak tetap serta bahan baku yang
digunakan tidak dapat bertahan lama dengan jangka waktu
penyelenggaraan harian, mingguan dan bulanan atau
kurang dari satu tahun.

36. Pajak Air Tanah, yang selanjutnya disingkat PAT, adalah
pajak atas pengambilan darr/atau pemanfaatan air tanah.

37. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah
atau batuan di bawah permukaan tanah.

38. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya
disebut Pajak MBLB, adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber
alam di dalam darr/atau di permukaan bumi untuk
dimanfaatkan.

39. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya
disingkat MBLBadalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang­
undangan di bidang mineral dan batu bara.

40. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan
pengambilan darr/ atau pengusahaan sarang burung walet.
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41. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalta,
yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia marina, collocalia
esculanta, Clancollocalialinchi.

42. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB
adalah Pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan
kendaraan bermotor.

43. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya
disingkat BBNKB,adalah Pajak atas penyerahan hak milik
kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak
atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karen a
jual beli, tukar-rnenukar, hibah, warisan, atau pemasukan
kedalam badan usaha.

44. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut
persentase tertentu.

45. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut
opsen PKB, adalah opsen yang dikenakan oleh
kabupaterr/ kota atas pokok BBNKB sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

46. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang
selanjutnya disebut opsen BBNKB, adalah opsen yang
dikenakan oleh kabupaten Zkota atas pokok BBNKBsesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

47. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati
paling lama 3 (tiga)bulan kalender yang menjadi dasar Wajib
Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak
yang terutang.

48. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender.

49. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

50. Nomor Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
NOPD, adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

51. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPOPD,adalah formulir yang digunakan olehWajib
Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak
Reklame dan Pajak Air Tanah.
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52. Formulir pendaftaran Wajib Pajak adalah formulir yang
digunakan olehWajib Pajak untuk mendaftarkan subjek dan
objek Pajak kepada Badan Pendapatan Daerah untuk Jenis
Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh
Wajib Pajak.

53. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya
disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
perpajakan daerah.

54. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang
selanjutnya disingkat LSPOP, adalah lampiran surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek
dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak
terpisahkan dari bagian SPOP.

55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang se1anjutnya
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan danj atau
pembayaran pajak, objek Pajak danj atau bukan objek Pajak,
danjatau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

56. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besamya PBB-P2 yang terutang kepada
Wajib Pajak.

57. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

58. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau te1ah
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

59. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan
atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran­
lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran
penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara
surat pemberitahuan dengan SSPD.
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60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, danj atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak danj atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

61. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2
adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam
rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
danjatau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

62. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan
di kantor Bapenda.

63. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah
surat panggilan yang disampaikan kepada Wajib Pajak untuk
menghadiri Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan danj atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

64. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan
di temp at tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, temp at
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, danjatau
tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak.

65. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat
pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan
Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan danj atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang­
undangan perpajakan.

66. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Bapenda yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab
untuk melaksanakan Pemeriksaan.

67. Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan
sejumlah pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak yang
terkait dengan pelaksanaan Pemeriksaan.

68. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP
adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh
Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh,
data, keterangan, danj atau bukti yang dikumpulkan,
pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil
sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
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bukti yang dengan
pidana di bidang
serta menemukan

mengumpulkan
terang tindak
yang terjadi

untuk mencari serta
bukti itu membuat
perpajakan daerah
tersangkanya.

69. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara
terhadap Wajib Pajak darr/ntau Penanggung Pajak tertentu
untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

70. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang se1anjutnya
disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan
Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai
koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah
pokok Pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi
administrasi.

71. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya
disingkat PAHP.adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan
Pemeriksa atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya
dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
dan berisi koreksi pokok Pajak terutang baik yang disetujui
maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi
administrasi.

72. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP
adalah laporan yang berisi tentang pe1aksanaan dan hasil
Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas
dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan
Pemeriksaan.

73. Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk
menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko
menimbulkan hilangnya potensi penerimaan pajak.

74. Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada
tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak
dan Zatau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga
digunakan sebagai ~empat atau alat untuk menyimpan buku
atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara
elektronik dan benda-benda lain.

75. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
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76. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB,adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih
harus dibayar.

77. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan tarnbahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

78. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sarna besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit Pajak.

79. Surat Ketetapan Pajak Daerah LebihBayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karen a
jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.

80. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
danjatau sanksi administratifberupa bunga danjatau denda.

81. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugi untuk periode Tahun Pajak.

82. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung
Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak
dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan
Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat
paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,
melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang
telah disita.

83. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda,
danj atau kenaikan yang tercantum dalarn surat ketetapan
Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
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84. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai
barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk
melunasi utang pajak menurut peraturan perundang­
undangan di bidang perpajakan daerah.

85. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat
perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan
penyitaan.

86. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum
dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis,
darr/atau media dalamjaringan melalui usaha pengumpulan
peminat atau calon pembeli.

87. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan Lelang yang
dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang
ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan
lelang.

88. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat
Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan
biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan.

89. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat
untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.

90. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak
dan biaya Penagihan Pajak.

91. Objek Sita adalah Barang Wajib Pajak dan/ atau Penanggung
Pajak yang dapat dijadikanjaminan Utang Pajak.

92. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak
yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus,
pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

93. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan
penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak
kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh
tempo pembayaran yang meliputi seluruh Utang Pajak dari
semua jenis pajak, mas a pajak, dan Tahun Pajak.

94. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

95. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SPPTPBB-P2,SKPD,SKPDKB,SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan olehWajibPajak.
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96. Surat Keputusan Pemberian Insentif Fiskal surat yang
menyatakan penerimaan permohonan pemberian insentif
fiskal bagi Wajib Pajak disertai dengan jenis dan periode
pemberian insentif.

97. Surat Keputusan Penolakan Pemberian Insentif Fiskal
adalah surat yang menyatakan penolakan Bupati melalui
Kepala Bapenda terhadap permohonan insentif fiskal oleh
Wajib Pajak disertai dengan alasan penolakannya.

98. Surat Keputusan Pemberian Keringanan Pajak adalah surat
yang diterbitkan dalam rangka keringanan, atas pokok pajak
terutang dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak
dan/ atau objek Pajak.

99. Surat Keputusan Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran
atau Pelaporan Pajak adalah surat yang digunakan untuk
memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak berupa
perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak.

100. Surat Keputusan Pemberian Fasilitas Angsuran atau
Penundaan Pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak
adalah surat yang digunakan untuk memberikan kemudahan
bagi Wajib Pajak berupa angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak yang terutang atau Utang Pajak.

101. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam SPPT , SKPD, SKPDKB,SKPDKBT,SKPDN,
SKPDLB,STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

102. Sistem Informasi adalah sistem yang terintegrasi untuk
mengolah informasi/ data Pajak Daerah dengan bantuan
komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendataan
dan pendaftaran), pemberian NPWPD, perekaman data,
pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran,
pembayaran pajak, pemantauan penerimaan, pelaksanaan
penagihan, sampai pelayanan kepada Wajib Pajak melalui
Tempat Pelayanan Pajak Daerah maupun secara elektronik.

103.Kode Bayar adalah kode unik yang dikeluarkan oleh Sistem
Informasi dalam hal pembayaran Pajak Daerah yang
digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran di
Bank/Non Bank Penerima.

104.Bank Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut
Bank RKUDadalah bank yang ditunjuk sebagai bank tempat
pembukaan.
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(1) Saat terutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasa12
ayat (I) huruf a, ditetapkan pada saat terjadinya
kepemilikan, penguasaan, dan Iatau pemanfaatan bumi
dan Zatau bangunan.

(2) Tahun Pajak adalahjangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

(3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan
keadaan objek PBB-P2 pada tanggal1 Januari.

Pasal3

Bagian Kedua
Saat Terutang Pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak

b. PBJT atas:

1. Makanan dan Iatau Minuman;
2. Tenaga Listrik;

3. Jasa Perhotelan;
4. Jasa Parkir; dan

5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

c. Pajak MBLB;dan

d. Pajak Sarang Burung Walet.

a. PBB-P2;

b. Pajak Reklame;

c. PAT;

d. Opsen PKB;dan

e. Opsen BBNKB.
(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri

oleh Wajib Pajak terdiri atas:

a. BPHTB;

(1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati
terdiri atas:

Pasal2

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

JENIS PAJAK,SAATTERUTANGPAJAK,MASAPAJAKDAN
TAHUNPAJAK

BABII
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(1) Saat terutangnya BPHTB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf a, ditetapkan pada saat terjadinya
perolehan tanah danj'atau Bangunan dengan ketentuan:
a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian

pengikatan jual beli untuk jual beli;

b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk
tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam
perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak
yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha,
peleburan usaha, pemekaran usaha, dan./atau hadiah;

c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh
penenma wans mendaftarkan peralihan haknya
ke kantor bidang pertanahan untuk waris;

d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian
hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai
kelanjutan dari pelepasan hak;

Pasal 6

(1) Saat terutangnya PATsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1)huruf c, ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan
dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Masa PATadalahjangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
kalender.

Pasa15

(1) Saat terutangnya pajak reklame sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, ditetapkan pada saat
terjadinya penyelenggaraan reklame.

(2) Tahun Pajak reklame permanen adalah 1 (satu) tahun
kalender.

(3) Masa pajak reklame insidental ditetapkan berdasarkan
jangka waktu lamanya penyelenggaraan yaitu harian,
mingguan dan bulanan.

Pasal4

(4) Dalam hal terjadi perubahan subjek darr/atau objek PBB-P2,
setelah saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2
yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan pada Tahun Pajak berjalan.
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(1) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, ditetapkan pada
saat terjadinya pengambilan danjatau pengusahaan Sarang
Burung Walet.

(2) Tahun Pajak sarang burung walet adalah 1 (satu) tahun
kalender.

Pasal9

(1) Saat terutangnya Pajak MBLBsebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf c, adalah pada saat terjadinya
pengambilan MBLBdi lokasi atau mulut tambang.

(2) Masa pajak MBLB adalah jangka waktu yang lamanya
1 (satu) bulan kalender.

Pasal8

b. konsumsijpembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT
atas Tenaga Listrik;

c. pembayaranjpenyerahan atas jasa perhotelan untuk
PBJT atas Jasa Perhotelan;

d. pembayaranjpenyerahan atas jasa penyedia tempat
parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

e. pembayaranjpenyerahan atasjasa kesenian dan hiburan
untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(2) Masa PBJT sebagaimana dimaksud adalah jangka waktu
yang lamanyal (satu) bulan kalender.

(1) Saat terutang PBJT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2)huruf b, ditetapkan pada saat:

a. pembayaranjpenyerahan atas makanan danjatau
mmuman untuk PBJT atas makanan danjatau
rrunuman;

Pasal 7

g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah danj atau
Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual
beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat
terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat
ditandatanganinya akta jual beli.

f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian
hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak;
atau
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(1) Setiap Wajib Pajak wajib memiliki NPWPD

(2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
belum memiliki NPWPD, wajib mendaftarkan diri kepada
Kepala Bapenda untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak guna
mendapatkan NPWPDserta NOPD dengan menggunakan:
a. SPOPD untuk Pajak Reklame dan PAT,yang bentuknya

sebagaimana terdapat pada LAMPlRAN I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

b. SPOP untuk PBB-P2, yang bentuknya terdapat pada
LAMPlRANII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini serta apabila objek Pajak
meliputi tanah dan bangunan maka dilengkapi dengan
LSPOP, yang bentuknya sebagaimana terdapat pada
LAMPlRANIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

c. formulir pendaftaran Wajib Pajak untuk jenis PBJT,
Pajak MBLB,dan Pajak Sarang Burung Walet.

(3) Wajib Pajak mengisi dan menandatangani surat/formulir
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
lengkap dan benar dengan melampirkan dokumen
persyaratan administrasi sebagai berikut:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya;
b. Fotokopi akta pendirian bagi Wajib Pajak yang berbentuk

badarr/bukti kepemilikan objek Pajak yang sah;

c. Fotokopi surat izin apabila mempunyai;

d. Surat kuasa apabila dikuasakan;
e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa apabila

dikuasakan;

f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; danyatau
g. Fotoj garnbar objek Pajak yang dapat dilengkapi titik

kordinat.

Pasal 10

Paragraf 1
Pendaftaran Wajib Pajak

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak

BAB III
TATACARAPEMUNGUTANPAJAK
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(1) NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
berbentuk kartu identitas Wajib Pajak yang dibuat dalam
bentuk fisik danjatau digital sebagaimana terdapat pada
LAMPIRANVyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(4) Persyaratan tambahan untuk pendaftaran NOPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Wajib
Pajak dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. Fotokopi Bukti kepemilikan j penguasaanj pemanfaatan
tanah berupa sertifikatj akta jual belij girikj dokumen
lain yang sejenis;

b. Fotokopi Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
bagi yang memiliki bangunan;

c. SPPTPBB-P2 asli tahun berjalan;

d. Bukti lunas PBB-P2;

e. Fotokopi SSBj SSPDBPHTB;

f. Surat keterangan tanah danj atau surat keterangan
riwayat tanah dari LurahjKuwu yang diketahui oleh
Camat setempat untuk tanah yang belum bersertifikat.

(5) Apabila dalam proses pendaftaran Wajib Pajak belum
memiliki izin atas usaha yang dikelola, maka harus mengisi
surat pemyataan kesediaan mengurus izin sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Apabila Wajib Pajak menolak mengisi surat pernyataan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), petugas membuat
berita acara penolakan tersebut.

(7) Pengisian dan penandatanganan suratjformulir pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menjadi dasar penerbitan
NPWPD,NOPDdanj atau penetapan pajak terutang.

(8) Kewajiban mendaftarkan diri danjatau objek Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk
penyedia Tenaga Listrik yang berstatus Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha MilikDaerah.

(9) Bentuk suratjformulir pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada pada ayat (5) dan surat pernyataan kesediaan
mengurus izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada
LAMPIRANIVyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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(1) NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk
Kependudukan.

(2) NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.

(3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati melalui Kepala
Bapenda, secara jabatan menerbitkan NPWPDberdasarkan
data yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda.

(4) Dalam hal melakukan Penerbitan NPWPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Bapenda melakukan verifikasi
lapangan berdasarkan data yang dimiliki oleh Daerah.

Pasal13

(1) Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik atau
tertulis.

(2) Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2)dilakukan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dengan
lengkap;

b. Wajib Pajak menyerahkan formulir pendaftaran kepada
petugas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3)dan ayat (4);

c. Petugas meneliti formulir pendaftaran yang telah diisi
beserta kelengkapan berkas persyaratannya.

(3) Berdasarkan hasil Penelitian formulir pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf c, maka petugas:

a. mengembalikan berkas atau meminta kepada Wajib
Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan apabila
tidak lengkap; atau

b. memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib
Pajak dan mencatat pendaftaran dalam Daftar Induk
Wajib Pajak apabila permohonan telah lengkap.

(4) Setelah permohonan pendaftaran diri Wajib Pajak
dinyatakan lengkap Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD.

Pasal12

(2) NPWPDdan NOPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) merupakan identitas Wajib Pajak, subjek pajak
dan/ atau objek Pajak dalam sistem perpajakan daerah.
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(1) Bupati melalui Kepala Bapenda dapat melakukan
penonaktifan atau penghapusan NPWPD,nomor registrasi,
NOPD,dan/ ataujenis penomoran lain yang dipersamakan atas
dasar permohonan WajibPajak atau secarajabatan apabila:

a. Wajib Pajak darr/atau ahli warisnya mengajukan
permohonan pembatalan sebagai Wajib Pajak karena

Pasal15

(1) NPWPDyang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (3) dapat diambil oleh Wajib Pajak atau
dikirimkan kepada Wajib Pajak.

(2) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan
secara:

a. langsung;
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;

c. melalui perusahaanjasa ekspedisi ataujasa kurir dengan
bukti pengiriman surat; atau

d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat
elektronik Wajib Pajak

Pasal14

(5) Dalam hal hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dinyatakan sesuai antara Data yang dimiliki
Daerah dengan kondisi sebenarnya, petugas menerbitkan
NPWPD.

(6) Dalam hal hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) terdapat ketidakkesesuaian antara data yang
dimiliki oleh daerah dengan kondisi sebenarnya, Bapenda
melakukan penyesuaian terhadap data yang dimiliki oleh
Daerah.

(7) Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (6),Bapenda menerbitkan NPWPD.

(8) NPWPDyang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (7) diberikan kepada Wajib Pajak disertai
pemberitahuan terkait kewajiban Perpajakan yang dimiliki
oleh Wajib Pajak.

(9) Dalam pelaksanaan penerbitan NPWPD secara jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan
pemeriksaan untuk tujuan lain.

(10) Apabila terdapat perubahan data subjek darr/atau objek
Pajak dalam NPWPD,maka Wajib Pajak yang bersangkutan
harus melaporkan ke Bapenda untuk dilakukan penyesuaian.
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sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk pengajuan atas permohonan WajibPajak.

b. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan
usahanya;danjatau

c. Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjek pajak
danj atau objek Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Penghapusan NPWPDdimaksud pada ayat (1), dilakukan
berdasarkan hasil penelitian atau verifikasi yang dituangkan
dalam Berita Acara Penelitian.

(3) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD,nomor registrasi,
NOPD, danj atau jenis penomoran lain atas dasar
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda
dalam jangka waktu 3 (tiga)bulan sejak tanggal permohonan
diterima secara lengkap.

(4) Persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c yaitu:

a. orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas bumi danj atau memperoleh manfaat atas
bumi, danjatau memiliki, menguasai, danjatau
memperoleh manfaat atas bangunan.

b. orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

c. orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan
danjatau pemanfaatan AirTanah.

d. orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas
tanah danj atau bangunan.

e. konsumen barang dan jasa tertentu.

f. orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

g. orang pribadi atau Badan yang me1akukan pengambilan
danj atau mengusahakan sarang burung walet.

(5) Persyaratanyang sesuai dengan ketentuan mengenai objek
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c yaitu:
a. Bumi danjatau bangunan yang dimiliki, dikuasai,

danj atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

b. semua penyelenggaraan reklame.

c. pengambilan danj atau pemanfaatan air tanah.
d. Perolehan hak atas tanah danj atau bangunan.
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(1) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD,nomor registrasi,
NOPD, darr/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan
yang dilakukan atas dasar permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilakukan
dengan syarat:
a. Surat permohonan penonaktifan atau penghapusan

NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/ atau jenis
penomoran lain yang dipersamakan;

b. Melampirkan kartu NPWPD, nomor registrasi, NOPD,
dan/ atau jenis penomoran lain yang dipersamakan yang
diajukan penonaktifan atau penghapusan;

c. Surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari
instansi yang berwenang untuk Wajib Pajak yang
meninggal dunia;

d. Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah
meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;

e. Surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD
dan/ atau NOPDganda, untuk Wajib Pajak yang memiliki
lebih dari satu NPWPDdan/ atau NOPD;atau

f. Dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak badan
telah dibubarkan, untuk Wajib Pajak Badan.

g. Surat keterangan penghentian usahaj'pailit yang
ditandatangani oleh Desa setempat.

(2) Dalam hal permohonan penghapusan atau penonaktifan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi
persyaratan, Petugas dapat meminta Wajib

Pasal 16

e. merupakan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi
barang dan jasa tertentu yang meliputi:

1. makanan dan/ atau minuman;

2. Tenaga Listrik;

3. Jasa Perhotelan;

4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

f. kegiatan pengambilan MBLB

g. pengambilan dan /utau pengusahaan sarang Burung
Walet.

(6) Penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa
keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
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(1) Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau
berdasarkan kewenangan secara jabatan dapat melakukan
perubahan data yang tercantum dalam tanda terdaftar objek
Pajak.

(2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)disampaikan secara:
a. langsung;
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
c. melalui perusahaanjasa ekspedisi ataujasa kurir dengan

bukti pengiriman surat.
(3) Berdasarkan penelitian administrasi, setelah permohonan

diterima secara lengkap, Kepala Bapenda:

Pasal 19

Paragraf2
Perubahan Data Objek Pajak

(1) Setiap orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah
danj atau bangunan dan belum dikenakan PBB-P2 wajib
mendaftarkan diri danj atau objek pajaknya kepada
Bapenda.

(2) Kewajibanmendaftarkan tanah danjatau bangunan sebagai
objek Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan pada Tahun Pajak berjalan berdasarkan bukti
kepemilikan objek Pajak.

Pasal18

Setelah dilakukan penonaktifan atau penghapusan terhadap
NPWPD,nomor registrasi, NOPD,danjataujenis penomoran lain
yang dipersamakan, petugas menyampaikan Surat Keputusan
Penghapusan NPWPDsecara:
a. Langsung;
b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
c. Melalui Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan

bukti pengiriman surat;
d. Surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik

Wajib Pajak.

Pasal 17

(3) Permohonan penghapusan atau penonaktifan yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tidak dianggap sebagai surat pengajuan
penghapusan atau penonaktifan sehingga tidak
dipertimbangkan.

PajakjPenanggung Pajak untuk melengkapi persyaratan
tersebut.
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(1) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (3)huruf a dilakukan dengan cara mengolah data objek
Pajak dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi.

(2) Ruang lingkup Pendataan kantor sebagaimana dimaksud
pada ayat meliputi:
a. pengumpulan data; dan
b. pemetaan.

Pasal21

(1) Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan
objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan
menatausahakan data objek Pajak darr/ atau Wajib Pajak,
termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan
administrasi perpajakan Daerah terhadap:
a. Wajib Pajak dan objek Pajak baru; dan

b. Wajib Pajak dan objek Pajak yang telah memiliki NPWPD
dan Zatau NOPD.

(2) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pendataan.

(3) Jenis Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Pendataan kantor; dan/ atau

b. Pendataan lapangan

(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
oleh petugas pendataan

(5) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Bapenda dapat bekerjasama dengan instansi
pemerintah dan pihak lainnya.

Pasal20

Paragraf 3
Pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak

a. melakukan perubahan terhadap tanda terdaftar objek
Pajak dalam hal permohonan perubahan data diterima;
atau

b. mengirim surat pemberitahuan penolakan perubahan
data dalam hal permohonan perubahan data ditolak.

(4) Perubahan data berdasarkan kewenangan secara jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
berdasarkan hasil penelitian atau verifikasi.

(5) Terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bapenda melakukan pencetakan kembali tanda
terdaftar objek Pajak.
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(1) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (3)huruf b dilakukan dengan cara melakukan
peninjauan pada lokasi fisik objek Pajak dan Iatau lokasi lain
di luar lokasi fisik objek Pajak, atas data objek Pajak

(2) Ruang lingkup Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)meliputi:
a. pengumpulan data; dan
b. pemetaan.

(3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merupakan kegiatan pengumpulan data objek Pajak
yang tidak atau belum dilaporkan, identifikasi Wajib Pajak
dan objek Pajak, penelitian data Wajib Pajak dan objek Pajak,
dan/ atau verifikasi data objek Pajak.

(4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan melalui pengukuran objek Pajak, yang meliputi:
a. pengukuran menggunakan sistem pengukuran berbasis

satelit;
b. pengukuran dengan bantuan data penginderaan jauh;

dan Zatau
c. pengukuran dengan alat ukur manual.

Pasal 22

(3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merupakan kegiatan yang meliputi:
a. penelitian dan pemantauan SPOP dan/ atau LSPOP,

Surat Pendaftaran objek Pajak, Formulir Pendaftaran
dan/ atau dokumen administrasi perpajakan lainnya.

b. pengumpulan data objek Pajak; dan
c. pengolahan data objek Pajak yang bersumber dari

instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang­
undangan tentang pemberian dan penghimpunan data
dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

(4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan melalui pengkonversian peta objek Pajak, yang
meliputi:
a. transformasi antar sistem proyeksi; dan Iatau
b. digitasi peta analog ke peta digital.
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basis data pajak
bekerjasama dengan
ketentuan peraturan

Pembentukan dan/ atau pemeliharaan
dilaksanakan oleh Bapenda dan dapat
instansi atau pihak ketiga sesuai
perundang-undangan.

Pasal25

(1) Basis data Wajib Pajak dan objek Pajak dibentuk dalam
sistem informasi pajak daerah.

(2) Pemeliharaan basis data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dilaksanakan dengan cara:
a. pasif, yaitu pemeliharaan basis data yang dilaksanakan

Bapenda berdasarkan laporan perubahan data Wajib
Pajak dan/ atau objek Pajak yang diterima dari Wajib
Pajak atau melalui pelayanan.

b. aktif, yaitu pemeliharaan basis data yang dilaksanakan
Bapenda dengan cara mengidentifikasi dan
menyesuaikan data Wajib Pajak dan/ atau objek Pajak
yang ada, antara data Sistem Informasi Pajak Daerah
dengan keadaan data sebenarnya di lapangan.

Pasal24

Bagian Kedua
Pemeliharaan Basis Data

(1) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 atas 2 (dua) atau lebih
objek Pajak yang bersebelahan tanpa batas alam atau tanpa
batas yang terterajelas dalam alas bukti (sertifikat) hak dan
dalam satu kepemilikan Z penguasaarr/ pemanfaatan akan
ditetapkan menjadi 1 (satu) objek Pajak.

(2) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud
,pada ayat (1)dapat dilakukan dengan:
a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
b. identifikasi objek Pajak;
c. verifikasi data objek Pajak; atau
d. pengukuran bidang objek Pajak.

(3) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)terhadap:
a. tanah kas desa berdasarkan peraturan desa tentang

tanah kas desa; dan
b. tanah bengkok/titisara desa kepala desa dan/ atau

perangkat desa berdasarkan peraturan desa tentang
penghasilan aparatur pemerintah desa.

Pasal23
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(1) Pemeliharaan basis data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2)dapat digunakan sebagai dasar menentukan
data PBB-P2 aktif atau data PBB-P2 non aktif.

(2) Data PBB-P2non aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Wajib Pajak dan atau objek Pajak tidak ditemukan atau
tidak jelas sete1ah dilakukan verifikasi lapangan

b. Wajib Pajak selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak
pernah melakukan kewajiban pembayaran pajak sejak
terbitnya SPPT.

c. Objek Pajak digunakan sebagai fasilitas umum.
(3) Penonaktifan data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada

ayat (2)dilaksanakan dengan mendapatkan persetujuan dari
Kepala Bapenda.

Pasal27

(1) Pemeliharaan basis data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2)untuk PBB-P2meliputi:
a. pendaftaran objek Pajak baru;
b. perubahan data Wajib Pajak dan Zatau objek PBB-P2:

1. balik nama Wajib Pajak/mutasi penuh;
2. pembetulan data objek Pajak;
3. pemecahan objek Pajakfmutasi sebagian;
4. penggabungan objek Pajak.

c. pembetulan SPPT, SKPD,dan STPD;
d. pembatalan SPPT, SKPD,dan STPD;
e. keberatan terhadap SPPT, SKPD,dan STPD;
f. penyempurnaan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai

Indikasi Rata-Rata (NIR);dan/ atau
g. pemeliharaan basis data Peta Digital.

(2) Pendaftaran objek Pajak baru sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)huruf a dapat dilakukan dari pemecahan objek Pajak
menggunakan SPOP/LSPOP dengan disertai bukti
kepemilikan yang sah.

(3) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pendaftaran, perubahan,
pembetulan, pembatalan dan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e,
Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Bapenda.

(4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan penelitian oleh Petugas dengan disertai berita
acara penelitian

Pasal26
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(1) Terhadap mutasi sebagian at as tanah induk objek PBB-P2,
masing-masing penerima pecahan mendapat NOPD baru,
sedangkan NOPD lama digunakan sebagai NOPD induk.

(2) Terhadap mutasi seluruhnya objek PBB-P2 tidak
menghilangkan NOPDlama.

(3) Terhadap penggabungan beberapa NOPDPBB-P2, salah satu
dari NOPD tersebut digunakan untuk NOPD induk
sedangkan NOPD lainnya dihapus

Pasal29

(1) Atas pengalihan objek PBB-P2, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan mutasi sebagiarr/ seluruh objek
dan subjek PBB-P2.

(2) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikuasakan kepada pejabat pembuat akta
tanab./pejabat pembuat akta tanah sementara.

(3) Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek PBB-P2
meliputi:

a. surat permohonan mutasi;

b. bukti perolehany pengalihan objek Pajak;
c. bukti lunas PBB tahun sebelumnya;

d. mengisi SPOP dan LSPOP;

e. fotokopi SSB/SSPD BPHTByang telah divalidasi;

f. fotokopi identitas kepemilikan KTP/SIM;
g. fotokopi bukti kepemilikari/ penguasaari/ pemanfaatan

tanah (sertifikat/AJB/girik/dokumen lain yang sejenis);
h. surat pengantar dari kuwu/Jurah setempat; dan

1. surat kuasa (apabila dikuasakan).

(4) Penyelesaian mutasi sebagiarr/ seluruh objek dan subjek
PBB-P2 melalui penelitian kantor /lapangan dan penuangan
dalam berita acara melalui proses pemutakhiran data
Geografis / Bidang.

Pasal 28

(4) Penonaktifan data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak tercanturn dalam Daftar Himpunan Ketetapan
Pajak (DHKP)dan tidak diterbitkan SPPf namun data tersebut
masih tercatat dalam basis data PBB-P2.

(5) Data PBB-P2 non aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dapat dilakukan pengaktifan kembali oleh Bapenda apabila
Wajib Pajak melakukan kewajiban pembayaran PBB-P2
terutang dan Zatau sudah melakukan klarifikasi data PBB-P2.
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(1) Objek PBB-P2 dibagi menjadi:

a. objek Pajak umum; dan
b. objek Pajak khusus.

(2) Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan objek Pajak yang memiliki konstruksi
umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria sebagai
berikut:
a. Objek Pajak Standar

Objek Pajak Standar adalah objek-objek Pajak yang
memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: luas tanah
kurang dari atau sama dengan 10.000 (sepuluh ribu)
meter persegi, bangunan jumlah lantai kurang dari
4 (empat) dan luas bangunan kurang dari 1.000 (seribu)
meter persegi.

Pasal31

Bagian Ketiga
Penilaian Objek PBB-P2

(1) Pemeliharaan basis data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2) selain PBB-P2 meliputi:

a. Perubahan data Wajib Pajak darr/ atau objek Pajak:

1. balik nama Wajib Pajak;

2. pembetulan data objek Pajak;

b. pembetulan SKPD, STPD, SKPDKB,SKPDKBT,SKPDN,
SKPDLB

c. pembatalan SKPD, STPD, SKPDKB,SKPDKBT,SKPDN,
SKPDLB

d. keberatan terhadap SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN,SKPDLB

(2) Dalam hal terjadi transaksi perolehan hak atas tanah dan
bangunan, pemeliharaan basis data sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan SSPD
BPHTB.

(3) Dalam hal Wajib Pajak melakukan perubahan data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib
mengajukan permohonan.

(4) Khusus untuk BPHTB,SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

Pasal30
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(1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)
huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas area
objek Pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter
persegl.

(2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan hasil konversi NIR per meter persegi ke
dalam klasifikasi NJOP Bumi.

Pasal33

(1) Penilaian objek PBB-P2 dilakukan oleh Petugas yang
memiliki kemampuan sebagai Penilai PBB-P2 yang ditunjuk
oleh Kepala Bapenda.

(2) Hasil penilaian objek Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)digunakan sebagai dasar penentuan NJOP berupa:

a. NJOP Bumi;

b. NJOP Bangunan Objek Pajak Umum; danj atau

c. NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus.

Pasal32

b. Objek Pajak Non Standar

Objek Pajak Non Standar adalah objek-objek Pajak yang
memenuhi salah satu dari kriteria- kriteria sebagai
berikut: luas tanah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) meter
persegi, bangunan dengan jumlah lantai lebih dari
4 (empat) dan luas bangunan lebih dari 1.000 (seribu)
meter persegi.

(3) Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan objek Pajak yang memiliki
konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang
khusus, seperti:
a. Jalan Tol;

b. Galangan Kapal, Dermaga;

c. Lapangan Golf;

d. Pabrik SemenjPupuk;

e. Tempat Rekreasi;

f. Tempat PenampunganjKilang Minyak, Air dan Gas, Pipa
Minyak;

g. Stasiun Pengisian Bahan Bakar; dan
h. Menara.
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(1) Penilaian besarnya NJOP dapat dilaksanakan melalui
kegiatan sebagai berikut:

a. penilaian massal, yaitu penilaian dimana:
1. NJOP Bumi dihitung berdasarkan Nilai Indikasi rata­

rata (NIR) yang diperoleh dari harga rata-rata
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah
dilakukan penyesuaian yang terdapat pada setiap
zona nilai tanah (ZNT);

2. NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya
Komponen Bangunan (DBKB).

b. Penilaian individual yaitu penilaian yang diterapkan pada:
1. objek Pajak umum yang bernilai tinggi (tertentu);

Pasal35

(1) NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (2) huruf b dan huruf c merupakan hasil perkalian
an tara total luas bangunan dengan NJOP bangunan
per meter persegi.

(2) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai bangunan
per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP.

(3) NJOP Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dihitung baik melalui
Penilaian Massal maupun Penilaian Individual.

(4) NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dihitung melalui
Penilaian Individual.

(5) Penilaian Individual untuk Bangunan Objek Pajak Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal
Penilaian Massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP
secara akurat.

(6) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal34

(3) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (2) huruf a dihitung melalui Penilaian Massal atau
Penilaian Individual.

(4) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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(1) SPPT sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 36 ayat (3)
diterbitkan Bapenda dan ditandatangani oleh Kepala
Bapenda atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas,
penandatanganan SPPTPBB-P2 dapat dilakukan dengan:

Pasal37

(1) Besaran Pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Bupati diberitahukan dengan dan
berdasarkan SPPTatau SKPD.

(2) Besaran Pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut
berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak dihitung
dengan atau berdasarkan SPTPD.

(3) SPPTsebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterbitkan untuk
jenis pajak PBB-P2.

(4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
untukjenis pajak PBB-P2, PATdan Pajak Reklame.

Pasal36

Paragraf 1
Penghitungan Besaran Pokok Pajak Yang Terutang Untuk Jenis

Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati

Bagian Keempat
Penghitungan Pajak YangTerutang

2. objek Pajak khusus atau objek Pajak umum yang telah
dinilai narnun hasilnya tidak mencerminkan nilai yang
sebenarnya dengan cara memperhitungkan seluruh
karakteristik dari objek Pajak tersebut; dan

3. objek Pajak yang mengalarni perubahan karena
adanya transaksi perolehan hak atas tanah dan
bangunan yang memenuhi kriteria sebagai objek
Pajak non standar.

(2) Penilaian dapat dilaksanakan menggunakan sistem aplikasi
atau manual dan dapat bekerja sarna dengan penilai
pemerintah, penilai publik, dan instansi lain yang terkait.

(3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Dalarn hal objek Pajak diajukan pemecahan SPPT, penilaian
dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip optimalisasi
penggalian potensi.
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(I) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (I) dilaksanakan dengan me1aluiproses sebagai berikut:
a. penetapan Daftar Himpunan Objek Pajak (DHOP)
b. data PBB-P2 yang digunakan sebagai dasar ketetapan
PBB-P2.

c. penerbitan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)
(2) Pelaksanaan penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keadaan objek PBB-P2
pada tanggall Januari.

Pasa138

pembetulan;

3. tindak lanjut pendaftaran objek Pajak baru;

4. mutasi objek darr/atau subjek pajak; dan
(4) SPPTsebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a angka 1

dapat diterbitkan kembali apabila WajibPajak telah melunasi
piutang PBB-P2 mulai Tahun 2009 sampai dengan tahun
terakhir SPPTterbit.

(S) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menggunakan
bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRANVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

ataupengurangankeberatan,keputusan

a. cap dan Tanda tangan basah, untuk ketetapan Pajak di
atas Rp2.000.000,- (duajuta rupiah); darr/atau

b. cap dan cetakan tanda tangan, untuk ketetapan Pajak
dibawah Rp2.000.000,- (duajuta rupiah).

(3) SPPTPBB-P2 dapat diterbitkan me1alui:

a. pencetakan massal kecuali:

1. SPPT yang tidak dibayar selama 3 (tiga) tahun
berturu t-turu t;

2. SPPTyang subjek darr/atau objek tidak diketemukan;

3. Objek sudah berupa fasilitas umum dan fasilitas
sosial;

4. Objek merupakan aset Pemerintah Daerah.

b. pencetakan dalam rangka:
1. pembuatan salinan SPPT;

2. penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas
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(1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
diterbitkan:

a. untuk PBB-P2, dalam hal:

1. apabila SPOPtidak disampaikan dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP
dan setelah ditegur secara tertulis oleh Bupati melalui
Kepala Bapenda; atau

2. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang
lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung
berdasarkan SPOPyang disampaikan olehWajibPajak.

b. untuk PATdan Pajak Reklame, sebagai dasar penetapan
Pajak yang terutang berdasarkan SPOPD yang
disampaikan oleh Wajib Pajak.

(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRANVII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal41

(1) Dalam hal Wajib Pajak membutuhkan SPPT, dapat
memperoleh SPPT secara langsung pada Bapenda atau
secara online.

(2) Dalam hal subjek pajak memiliki lebih dari 1 (satu) objek
Pajak, Bapenda dapat menyampaikan rekapitulasi SPPT
kepada subjek pajak.

Pasal40

(1) Kepala Bapenda dapat menerbitan SPPT hasil perubahan
objek darr/utau subjek PBB-P2 yang diajukan sampai
dengan jatuh tempo dalam Tahun Pajak.

(2) Dalam hal pengajuan perubahan objek dan/ atau subjek
PBB-P2 dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran, SPPT
diterbitkan pada Tahun Pajak berikutnya.

(3) Terhadap Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran
BPHTB,Bapenda menerbitkan SPPT sesuai data perolehan
hak atas tanah darr/atau bangunan yang
ditransaksikarr/ dialihkan pada Tahun Pajak berikutnya.

(4) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SPPT berbasis subjek
pajak untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu)
objek Pajak PBB-P2.

Pasal39
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(1) Atas bumi danj'atau bangunan yang berada di kawasan
industri dan real estate yang dipergunakan untuk fasilitas
umum dan sarana sosial tidak dikenakan PBB-P2 apabila
memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. tanah dan/ atau bangunan tersebut nyata-nyata
(de-facto) telah digunakan sebagai fasilitas umum Galan,
berm, saluran air hujan, jalur hijau, dan lain-lain)
dan/ atau sarana sosial (tempat ibadah, kesehatan,
pendidikan, dan lain-lain). Tidak termasuk dalam
pengertian ini tanah dan / atau bangunan yang telah
direncanakan dalam gambar situasi (site plan) sebagai
fasilitas umurrr/ sarana sosial tetapi be1um dibangun
atau belum selesai dibangun, sehingga belum dapat
digunakan sebagai fasilitas umurn/ sarana sosial;

b. tanah darr/atau bangunan tersebut semata-mata
digunakan untuk kepentingan umumj'sosial dan tidak
untuk mencari keuntungan; atau

c. tanah dan Iatau bangunan tersebut dapat berstatus telah
diserahkan oleh pengelola kawasan industri maupun
pengelola real estate kepada Pemerintah Daerah.

(2) Untuk mendapatkan perlakuan pengenaan PBB-P2 atas
fasilitas umum/sarana sosial sebagaimana diatur pada ayat (1),
Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Bupati
melaluiKepalaBapenda dengan disertai bukti surat -surat dan
keterangan gambar situasi (site plan) yang diperlukan.

(3) Berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak yang disertai
dengan bukti surat-surat dan keterangan gambar situasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda
mengadakan penelitian lapangan yang dituangkan dalam
berita acara penelitian lapangan, untuk meneliti dan
memastikan terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)huruf c.

Pasal43

(1) Atas bumi darr/utau bangunan yang dikuasai, dimiliki, atau
dimanfaatkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
dikenakan PBB-P2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Atas bumi dari/ atau bangunan yang dikuasai, dimiliki, atau
dimanfaatkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang
tidak dikenakan PBB-P2 adalah jalur kereta api yang terletak
di luar stasiun kereta api.

Pasal42
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(1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan
perhitungan sendiri olehWajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal2 ayat (2),wajib menghitung, memperhitungkan,
membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
dengan menggunakan SPTPD.

(2) Penghitungan besaran pokok pajak terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengalikan dasar
pengenaan pajak dengan tarif.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi
dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib
Pajak atau Kuasanya serta disampaikan pada saat
pembayaran atau pelaporan pajak terutang.

(4) Petugas dapat melaksanakan klarifikasijpenelitian SPTPD
yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

(5) Bentuk SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada
LAMPIRANVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal45

Paragraf2
Penghitungan Besaran Pokok Pajak Terutang Untuk Jenis Pajak
Yang Dipungut Berdasarkan Perhitungan Sendiri Oleh Wajib

Pajak

(1) Penghitungan besaran pokok pajak yang terutang untuk
jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara
mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif.

(2) Penghitungan besaran pokok pajak yang terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
SPOPD, SPOP danjatau LSPOP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2)huruf a dan huruf b.

(3) Khusus Penghitungan besaran pokok PATdidasarkan pada
isian data Laporan Pencatatan Meter Air oleh Wajib Pajak.

(4) Laporan Pencatatan Meter Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada
LAMPIRANVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal44

(4) Bupati melalui Kepala Bapenda dalam mengadakan
penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dapat membentuk tim Penelitian.
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(I) Khusus SSPD BPHTByang te1ah diisi dan ditandatangani
oleh Wajib Pajak, wajib disampaikan kepada Bapenda untuk
mendapatkan pengesahan.

(2) Penyampaian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) dilampiri:
a. salinan bukti kepemilikan;
b. bukti lunas pembayaran PBB-P2; dan
c. foto lokasi objek Pajak.

(3) Petugas dapat melaksanakan penelitian SSPD BPHTB
dengan penelitian administrasi dan/ atau penelitian
lapangan.

(4) Pene1itian SSPDBPHTBmeliputi:
a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD

BPHTBdengan NOPDyang tercantum:
1. dalam SPPTatau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya;

dan
2. pada basis data PBB-P2;

b. kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang
dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi
per meter persegi pada basis data PBB-P2;

c. kesesuaian NJOP bangunan per meter persegi yang
dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP
bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;

d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai
perolehan objek Pajak, nilai perolehan objek Pajak tidak
kena pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu,
dan BPHTBterutang atau yang harus dibayar;

e. kebenaran penghitungan BPHTByang disetor, termasuk
besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan

f. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang
dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria
pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.

(S) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
hurufmeliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

(6) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat
berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan
kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati yang
diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan
pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal46
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Dasar pengenaan Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal2 ayat (1)terdiri atas:
a. NJOP untuk PBB-P2;
b. Nilai Sewa Reklame untuk Pajak Reklame;
c. Nilai Perolehan AirTanah untuk PAT;

Pasal48

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak Untuk Jenis Pajak YangDipungut

Berdasarkan Penetapan Bupati

(1) Dalam hal SSPD BPHTB telah memenuhi persyaratan dan
penghitungan besaran pokok pajak terutang sudah benar
dilakukan pengesahan oleh Bapenda.

(2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan
melalui:
a. sistem elektronik;
b. pemberian tanda tangan dan tanda stempel Bapenda; atau
c. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang­

undangan.

Pasal47

(7) Proses Penelitian atas SSPDBPHTBsebagaimana dimaksud
pada ayat (4)dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
diterimanya secara lengkap SSPD BPHTBuntuk Penelitian
di tempat.

(8) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jumlah pajak yang
disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib
Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

(9) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dapat menggunakan nilai pasar tanah dan/ atau bangunan
atau data nilai perolehan yang wajar.

(10) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dapat dilaksanakan apabila hasil pelaksanaan penelitian
administrasi belum cukup.

(11) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilaksanakan dengan cara konfirmasi kebenaran harga
terhadap Pihak terkait antara lain Kepala Desa, Perangkat
Desa setempat, penjual atau warga sekitar objek Pajak.

(12) Kepala Bapenda dapat menunjuk tenaga ahli yang
membidangi penilaian tanah dan/ atau bangunan untuk
melaksanakan penelitian lapangan terhadap data objek
Pajak dengan nilai perolehan.

(13) Petugas melaksanakan konfirmasi kebenaran data objek
Pajak dengan Wajib Pajak terhadap SSPD BPHTB yang
dianggap perlu.
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(1) NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c,
dihitung dengan mengalikan Harga Dasar Air (HDA)dengan
volume pengambilan Zpemanfaatan air.

Pasal52

(1) Penyelenggaraan reklame dilaksanakan di dalam maupun
di luar ruangan baik secara permanen maupun insidental.

(2) Jangka waktu penyelenggaraan reklame permanen
dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

(3) Jangka waktu penyelenggaraan reklame insidental
dilaksanakan harian, mingguan, dan bulanan.

Pasal51

(1) Dalam hal diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan
yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri,
nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
huruf b, dihitung dengan memperhatikan:
1. jenis reklame;
2. bahan yang digunakan;
3. lokasi penempatarr/zonasi;
4. jangka waktu penyelenggaraan;
5. jumlah; dan
6. ukuran media reklame.

(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai
sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
huruf b, ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk
suatu masa penyelenggaraan reklame dengan tetap
memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 huruf b tidak diketahui dan/ atau dianggap tidak
wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan
faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal50

(1) Penetapan Besamya NJOP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2
tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan
perkembangan daerah.

Pasal49

d. PKBterutang untuk Opsen PKB;dan
e. BBNKBterutang untuk Opsen BBNKB.
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(1) Penghitungan volume pengambilan darr/utau pemanfaatan
air tanah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
berdasarkan isian data Laporan Pencatatan Meter Air oleh
Wajib Pajak atau hasil penghitungan oleh Petugas Bapenda.

(2) Penghitungan volume pengambilan darr/atau pemanfaatan
air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didasarkan
pada meter air atau alat ukur lain yang dapat dipersamakan
dengan meter air yang terpasang di lokasi pengambilan
darr/atau pemanfaatan air tanah.

(3) Wajib Pajak wajib memasang meter air atau alat ukur lain
yang dapat dipersamakan dengan meter air untuk
mengetahui besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan
air tanah.

(4) Penggunaan meter air atau alat ukur lain yang dapat
dipersamakan dengan meter air sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)dinyatakan sah apabila telah ditera/ disegel oleh
pejabat yang berwenang.

(5) Apabila meter air atau alat ukur lain yang dapat
dipersamakan dengan meter air rusak, besarnya
jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah
berpedoman pada rata-rata pemakaian air selama 3 (tiga)
bulan terakhir.

(6) Dalam hal Wajib Pajak menggunakan alat ukur lain yang
dapat dipersamakan dengan meter air, sekurang-kurangnya
memuat:
a. diameter pipa pengambilan air;
b. jam kerja dalam satu hari; dan
c. hari kerja dalam satu bulan.

Pasal53

(2) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan perkalian antara Faktor Nilai Air (FNA)dengan
Harga Baku Air (HBA).

(3) Volumepengambilan AirTanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah besarnya air yang telah diambil dan
dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter
kubik [m-].

(4) Volumepengambilan AirTanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dibedakan berdasarkan progresifjumlah kubikasi Air
Tanah yang dimanfaatkan setiap bulan.

(5) Volume air diperoleh dari hasil laporan pencatatan oleh
Petugas Bapenda.

(6) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berpedoman pada Nilai Perolehan Air tanah
yang ditetapkan oleh Gubernur.
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(1) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
a. harga transaksi untuk jual beli;
b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat,

waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum
lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,
peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru
atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak,
pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak,
penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran
usaha, dan hadiah; dan

Pasal 56

(1) Penyelenggaraan PBJT atasjasa kesenian dan hiburan dapat
dilaksanakan secara insidental

(2) Jangka waktu penyelenggaraan PBJTatasjasa kesenian dan
hiburan secara insidental dilaksanakan harian atau
mmgguan.

Pasal55

Dasar pengenaan Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri
berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)meliputi:
a. Nilai Perolehan Objek Pajak untuk BPHTB.
b. jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa

tertentu untuk PBJT, meliputi:
1. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia

makanan dan/ atau minuman untuk PBJT atas makanan
dan/ atau minuman;

2. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
3. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan

untuk PBJT atas jasa perhotelan;
4. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir

untuk PBJT atas jasa parkir;
5. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara

jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa
kesenian dan hiburan;

c.. nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan
batuan untuk Pajak MBLB;dan

d. nilai jual sarang burung walet untuk Pajak sarang burung
walet.

Pasal54

Paragraf 4
Dasar Pengenaan Pajak Untuk Jenis Pajak

YangDipungut Berdasarkan Perhitungan Sendiri OlehWajib
Pajak
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(1) Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan
dan/ atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
huruf b angka 1 termasuk:
a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
b. jumlah pembelian dengan menggunakan voucer

makanan dan/ atau minuman.
(2) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima penyedia

makanan darr/atau minuman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)merupakan hargajual makanan atau minuman yang
disediakan, dijual dan/ atau diserahkan, baik secara
langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan.

(3) Setiap Wajib Pajak penyedia makanan dan/ atau minuman
wajib mencatat transaksi pembayaran atas pelayanan
penyedia makanan dan/ atau minuman dengan
menggunakan notaj'bukti pembayaran atau bentuk lainnya
yang dipersamakan.

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah le1ang
untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)hurufb merupakan harga atau nilai yang ditentukan
mendekati harga pasar dengan memperhitungkan
perubahan tanah, bangunan dan tahun perolehan objek
Pajak yang dapat dibuktikan secara administratif.

(3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau lebih rendah
daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak
bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar
pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang
digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan
pada tahun terjadinya perolehan.

(4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak
ditetapkan sebesar Rp80.000.000,OO (delapan puluh juta
rupiah).

(5) Nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk perolehan hak
pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya
BPHTB.

(6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris
yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat
ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah
wasiat atau waris, termasuk suami/ istri, nilai perolehan
objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar
Rp300.000.000,OO(tiga ratus juta rupiah).

Pasal57
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(1) Jumlah pembayaran kepada penyediajasa perhotelan untuk
PBJT atas jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 huruf b angka 3 termasuk:
a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
b. Jumlah pembayaran atas pembelian voucer menginap.

Pasal 59

(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 huruf b angka 2 ditetapkan sebagai berikut:
a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan

pembayaran yang disediakan perusahaan listrik negara
atau bukan perusahaan listrik negara; dan

b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
(2) Nilaijual Tenaga Listrik sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, dihitung berdasarkan:
a. jumlah tagihan biayajbeban tetap ditambah dengan

biaya pemakaian kWhjvariabel yang ditagihkan dalam
rekening listrik, untuk pascabayar; dan

b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
(3) Nilaijual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, dihitung berdasarkan:
a. kapasitas tersedia;
b. tingkat penggunaan listrik;
c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
d. harga satuan listrik yang berlaku di daerah.

(4) Wajib Pajak yang menggunakan Tenaga Listrik yang
dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dengan penggunaan tenaga listrik diatas 10.000
(sepuluh ribu) watt wajib memasang dan menggunakan
KWHmeter.

(5) Penyedia Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain
. dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan
pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan
Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal58

(4) Notajbukti pembayaran atau bentuk lainnya yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
diserahkan kepada subjek pajak dan digunakan sebagai
dasar pengenaan PBJT atas makanan danjatau minuman
sesuai jumlah pembayaran yang diterima atau yang
seharusnya diterima.

(5) Dalam pencatatan transaksi pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Bapenda dapat memasang alat
pencatat transaksi usaha di objek PBJT atas makanan
danj atau minuman.
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(1) Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa
kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan
hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b
angka 5 termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma
yang diberikan kepada penerima jasa kesenian dan hiburan.

(2) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk pembayaran atas penyelenggaraan jasa kesenian
dan hiburan insidental.

Pasal 61

(1) Jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir
untuk PBJT atas jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 huruf b angka 4 termasuk potongan harga parkir
dan parkir gratis /parkir cuma-cuma.

(2) Jumlah pembayaran untuk parkir gratis /parkir cuma-cuma
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang diberikan kepada
penerima jasa parkir didasarkan harga jual barang dan jasa
sejenis yang berlaku di lokasi sekitar.

(3) Setiap Wajlb Pajak yang menyelenggarakan tempat parkir
untuk PBJT atas jasa parkir wajib mencatat transaksi
pembayaran atas pelayanan jasa parkir dengan
menggunakan tiket/karcis /bukti pembayaran atau bentuk
lainnya yang dipersamakan.

(4) Tiketykarcisj bukti pembayaran atau bentuk lainnya yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
diserahkan kepada subjek pajak dan digunakan sebagai
dasar pengenaan PBJT atas jasa parkir sesuai jumlah
pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima.

(5) Dalam pencatatan transaksi pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Bapenda dapat memasang alat
pencatat transaksi usaha di objek PBJT atas jasa parkir.

Pasal60

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada penyedia jasa
perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan sebagaimana .
dimaksud pada ayat (1)merupakan voucer atau bentuk lain
yang diberikan dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga
berlaku.

(3) Setiap Wajib Pajak penyedia jasa perhotelan wajib mencatat
transaksi pembayaran atas pelayanan hotel dengan
menggunakan notaj'bukti pembayaran atau bentuk lainnya
yang dipersamakan.

(4) Notay bukti pembayaran atau bentuk lainnya yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
diserahkan kepada subjek pajak dan digunakan sebagai
dasar pengenaan PBJT atas jasa perhotelan sesuai jumlah
pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima.

-44-



(1) Nilai jual hasil pengambilan MBLB untuk Pajak MBLB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dihitung
berdasarkan perkalian volume /fonase pengambilan MBLB
dengan standar nilaijual tiap-tiap jenis MBLB.

(2) Volumej'tonase pengambilan MBLBsebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dikonversi dalam bentukjumlah ritase tiap-tiap
jenis kendaraan yang mengangkut MBLB dengan jumlah
tonase.

(3) Standar nilai jual tiap-tiap jenis MBLB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dikonversi menjadi harga standar per
jenis kendaraan dari hasil perkalian jumlah tonase per jenis
kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
harga standar yang berpedoman pada harga patokan yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan
batu bara.

(4) Bapenda dapat menempatkan petugas atau pihak lain yang
ditugaskan oleh Kepala Bapenda di lokasi pengambilan
MBLB untuk melaksanakan pencatatan jumlah ritase
pengambilan MBLB.

(5) Pencatatan jumlah ritase pengambilan MBLB dapat
dilakukan menggunakan sistem portal elektronik di jalur
lokasi pengambilan MBLB.

(6) Setiap Wajib Pajak MBLB wajib mencatat jumlah ritase
pengambilan MBLB.

(7) Jumlah tonase tiap-tiap jenis kendaraan yang mengangkut
MBLBsebagaimana dimaksud pada ayat (2), harga standar
tiap-tiap jenis MBLBdan harga standar per jenis kendaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam
Keputusan Bupati.

Pasa162

(3) Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan kesenian dan
hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan wajib
mencatat transaksi pembayaran atas pelayanan jasa
kesenian dan hiburan dengan menggunakan
tiket/Icarcia/bukti pembayaran atau bentuk lainnya yang
dipersamakan.

(4) Tiket/karcis/bukti pembayaran atau bentuk lainnya yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
diserahkan kepada subjek pajak dan digunakan sebagai dasar
pengenaan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan sesuaijumlah
pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima.

(5) Dalam pencatatan transaksi pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Bapenda dapat memasang alat
pencatat transaksi usaha di objek PBJT atas jasa kesenian
dan hiburan.
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: Besaran persentase NJOP sebagai dasar pengenaan%NJOP

Keterangan :
BPPBB-P2 : Besaran Pokok PBB-P2 dalamjangka waktu 1 (satu)

tahun pajak
NJOP Total : Luas Bumi dan Iatau bangunan x NJOP
NKOPTKP : Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

BPPBB-P2= ((NJOPTotal- NJOPTKP)x %NJOP)x
tarif PBB-P2

(2) Besamya pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dihitung dengan formulasi:

(1) Besarnya pokok PBB-P2 dihitung berdasarkan luas bumi
darr/ atau bangunan, NJOP, NJOPTKP, persentase NJOP
sebagai dasar pengenaan PBB-P2 dan tarif PBB-P2 dalam
jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

Pasal65

PBB-P2

Besarnya pokok pajak yang terutang untuk jenis pajak yang
dipungut berdasarkan penetapan Bupati dan Jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajih Pajak
dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar
pengenaan Pajak.

Pasal64

Paragraf 5
Penghitungan pajak

(1) Nilaijual sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 huruf d dihitung berdasarkan perkalian antara
harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di
daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

(2) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan hasil survei harga di daerah yang
ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 63
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(8) Bobot /Bkor Sudut Pandang reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) ditetapkan dalam persentase dari jumlah
seluruh faktor strategis sudut pandang reklame yang
berjumlah 100% (seratus persen) dengan memperhitungkan
skor faktor-faktor strategis reklame dapat dilihat.

NilaiSudut Pandang = (NJOPR)x [Bobot/Bkor Sudut Pandang)

(5) Nilai jual reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dalam rupiah dengan memperhitungkan faktor­
faktor biaya pembuatarr/pemasangan reklame, biaya
pemeliharaan, jangka waktu penyelenggaraan, dan bahan
atau jenis reklame.

(6) Untuk semua jenis reklame yang mempromosikan rokok
dan/ atau minuman beralkohol, NJOP reklame ditambah
sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(7) Nilai Sudut Pandang dihitung dengan mengalikan NJOPR
dan Bobot/Skor Sudut Pandang Reklame, dengan rumus
sebagai berikut:

NJOPR= (Panjang)x (Lebar)x (Sisi)x (NilaiJual Reklame)

(4) NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung
dengan mengalikan ukurarr/jumlah reklame dan nilai jual
reklame, dengan rumus sebagai berikut:

NSR = NJOPR + Nilai Sudut Pandang + Nilai Zonasi

(3) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

BPPRpl= NSRx Tarif I

(1) Besarnya Pokok Pajak Reklame dihitung dengan cara
mengalikan Tarif Pajak dengan Nilai Sewa Reklame

(2) Besarnya pokok pajak reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dihitung dengan formulasi:

Pasal 66

Pajak Reklame
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Keterangan :
BPPAT : Besarnya pokok PAT dalam jangka waktu

l(satu) bulan.
NPA : Nilai Perolehan Air Tanah dalam jangka waktu

1 (satu) bulan.
HDA : Harga Dasar Air.
JV : Jumlah Volume pengambilan air tanah dalam

jangka waktu 1 (satu) bulan.

HAB : Harga Air Baku

FNA : Faktor Nilai Air

HDA =HABx FNA

(3) Cara menghitung Harga Dasar Air (HDA) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah dengan mengalikan Faktor
Nilai Air (FNA) dengan Harga Baku Air (HBA) dengan
menggunakan formulasi sebagai berikut:

NPA= HDAxJV

(2) Besarnya NPAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan mengalikan Harga Dasar Air (HDA)dengan volume
pengambilanj'pemanfaatan air tanah dalam jangka waktu
1 (satu) bulan, menggunakan formulasi:

BPPAT= NPAx Tarif I

(1) Besamya pokok PATdihitung berdasarkan NPAdan tarif PAT
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, menggunakan formulasi:

Pasal67

PAT

: Nilai Sewa Reklame
: Nilai Jual Objek Pajak Reklame

NSR
NJOPR

Keterangan :
BPPRpl : Besamya Pokok Pajak Reklame sesuai jangka

waktu penyelenggaraan.

Nilai Zonasi = (NJOPR)X (Bobct /Bkor Zonasi)

(9) Nilai Zonasi dihitung dengan mengalikan NJOPR dan
Bobor/Bkor Zonasi, dengan rumus sebagai berikut:
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(1) Besarnya pokok PBJT atas penjualan darr/atau penyerahan
makanan darr/atau minuman dihitung berdasarkan jumlah
pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan Iatau
minuman dan tarif PBJT makanan darr/atau minuman
dalamjangka waktu 1 (satu) bulan.

(2) Jumlah pembayaran yang diterima sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk jumlah pembayaran menggunakan
voucer atau bentuk lain yang sejenis.

Pasal69

PBJT Atas Makanan Dan /Atau Minuman

: Nilai Perolehan Objek Pajak
: Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

NPOP
NPOPTKP

Keterangan :

BPBPHTB : Besarnya Pokok BPHTB

BPBPHTB= NPOPx Tarif I

(3) Besarnya pokok BPHTB untuk perolehan hak atas tanah
darr/ atau bangunan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dihitung dengan formulasi:

BPBPHTB= (NPOP-NPOPTKP)x Tarifl

(1) Besarnya pokok BPHTB dihitung berdasarkan NPOP,
NPOPTKPdan tarif BPHTBuntuk setiap perolehan hak atas
tanah dan/ atau bangunan.

(2) Besarnya pokok BPHTB untuk perolehan hak atas tanah
dan Zatau bangunan pertama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dihitung dengan formulasi:

Pasal 68

. BPHTB

(4) HDA sebagai dasar penghitungan NPA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada HDA yang
ditetapkan oleh Gubernur.

(5) Jumlah volume air sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat didasarkan atas catatan meter air yang dipasang pada
setiap tempat pengambilan danj atau pemanfaatan air tanah .
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BPPBJTtl= NJTLx Tarif

(1) Besarnya pokok PBJT atas Tenaga Listrik dihitung
berdasarkan nilai jual tenaga listrik dan tarif PBJT Tenaga
Listrik dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

(2) Nilaijual Tenaga Listrik sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
untuk Tenaga Listrik yang berasal dari surnber lain yang
disediakan perusahaan listrik negara dihitung berdasarkan:

a. jumlah tagihan biayaj'beban tetap ditambah dengan biaya
pernakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening
listrik, untuk pascabayar; dan

b. jurnlah pernbelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

(3) Nilaijual Tenaga Listrik sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagairnana
dirnaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan:

a. kapasitas tersedia;

b. tingkat penggunaan listrik;

c. jangka waktu pernakaian listrik; dan

d. harga satuan listrik yang berlaku di daerah.

(4) Besamya pokok PBJT atas Tenaga Listrik sebagairnana
dirnaksud pada ayat (1) dihitung dengan forrnulasi:

Pasal 70

PBJT Atas Tenaga Listrik

: Jurnlah pernbayaran yang diterirna oleh
penyedia rnakanan dan/ atau rninurnan dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan.

Ornzet

Keterangan :
BPPBJTmm : Besarnya Pokok PBJT rnakanan danj atau

mmuman

I BPPBJTmm= Ornzet x Tarif

(3) Jurnlah pernbayaran yang diterirna sebagairnana dimaksud
pada ayat (1) dapat didasarkan pada sis tern perekam data
transaksi usaha secara online pada objek Pajak.

(4) Besarnya pokok PBJT atas penjualan darr/utau penyerahan
rnakanan darr/atau rninurnan sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) dihitung dengan formulasi:
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BPPBJTtlnonPLN = Kapasitas daya (KVA)x Faktor Daya
(Nilai Tahun Pembuatan Mesin) x
Beban Tarif x Jam Nyala x Tarif
PBJT Tenaga Listrik

b. Apabila Sumber tenaga listrik yang berasal dari
generator, diesel, genset (nonPLN) digunakan sebagai
tenaga utama:

yang dihasilkan sendiri.

Tarif PBJT Tenaga Listrik Tarif PBJT tenaga listrik
NonPLN 1,5% (satu koma
lima persen)

tenagamenghasilkan
listrik.

Beban Tarif Beban Tarif berdasarkan
atas pengelompokan
penggunaan tenaga listrik

Kapasitas Daya

Faktor Daya yakni tolok
ukur dalam bentuk angka
yang digunakan untuk
mengukur tingkat
kemampuan alat
pembangkit Listrik dalam

Keterangan
KVA

FD

BPPBJTtlnonPLN = Kapasitas daya (KVA)x Faktor Daya
(Nilai Tahun Pembuatan Mesin) x
Beban Tarif x Tarif PBJT Tenaga
Listrik

Keterangan :
BPPBJTtl : Besarnya Pokok PBJT Tenaga Listrik
NJTL : Nilai jual tenaga listrik dalam jangka waktu

1[satu] bulan.
(5) Penghitungan Nilai Jual Tenaga Listrik yang dihasilkan

sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan
formulasi:
a. Apabila Sumber tenaga listrik yang berasal dari

generator, diesel, genset (nonPLN) digunakan sebagai
tenaga cadangan:
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Keterangan :
BPPBJTjp : Besarnya Pokok PBJTjasa perhotelan
Omzet : Jumlah pembayaran yang diterima oleh

penyediajasa perhotelan dalamjangka waktu 1
(satu] bulan.

BPPBJTjp=Ornzet x Tarif I

(1) Besarnya pokok PBJT atas jasa perhotelan dihitung
berdasarkan jumlah pembayaran kepada penyedia jasa
perhotelan dan tarif PBJT jasa perhotelan dalam jangka
waktu 1 (satu) bulan.

(2) Jumlah pembayaran yang diterima sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat didasarkan pada sistem perekam data
transaksi usaha secara online pada objek Pajak.

(3) Besamya pokok PBJT atas jasa perhotelan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dihitung dengan formulasi:

. Pasal 71

PBJT Atas Jasa Perhotelan

(6) Besarnya nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Jam Nyala

Beban Tarif

Kapasitas Daya
Faktor Daya yakni tolok
ukur dalam bentuk angka
yang digunakan untuk
mengukur tingkat
kemampuan alat
pembangkit Listrik dalam
menghasilkan tenaga
listrik.
Beban Tarif berdasar kan
atas pengelompokan
penggunaan tenaga listrik
yang dihasilkan sendiri.
Lama Pemakaian Listrik
harian, mingguan atau
bulanan

Tarif PBJTTenaga Listrik Tarif PBJT Tenaga Listrik
NonPLN 1,5% (satu koma
lima persen)

Keterangan :
KVA
FD
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(1) Besarnya pokok PBJT at~s jasa kesenian dan hiburan
dihitung berdasarkanjumlah pembayaran yang diterima oleh
penyelenggarajasa kesenian dan hiburan dan tarifPBJT jasa
kesenian dan hiburan dalamjangka waktu 1 (satu) bulan.

(2) Jumlah pembayaran yang diterima sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk jumlah pembayaran menggunakan
voucer atau bentuk lain yang sejenis.

(3) Jumlah pembayaran yang diterima sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk pembayaran atas penyelenggaraan
jasa kesenian dan hiburan insidental.

(4) Jumlah pembayaran yang diterima sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat didasarkan pada sistem perekam data
transaksi usaha secara online pada objek Pajak.

Pasal73

PBJTAtas Jasa Kesenian Dan Hiburan

Keterangan :
BPPBJTjpr : Besarnya Pokok PBJTjasa parkir
Omzet : Jumlah pembayaran yang diterima oleh

penyelenggara tempat parkir dalam jangka
waktu 1 (satu) bulan.

BPPBJTjpr=Ornzet x Tarif

(1) Besarnya pokok PBJT atas jasa parkir dihitung berdasarkan
jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir
dan tarifPBJT jasa parkir dalamjangka waktu 1 (satu) bulan.

(2) Jumlah pembayaran yang diterima sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk Jumlah pembayaran untuk parkir
gratis /parkir cuma-cuma.

(3) Jumlah pembayaran yang diterima sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat didasarkan pada sistem tiket elektronik
atau perekam data transaksi usaha secara online pada objek
Pajak.

(4) Besarnya pokok PBJT atas jasa parkir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dihitung dengan formulasi:

Pasal 72

PBJTAtas Jasa Parkir
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NJHPMBLBhmb = TJK x HS

Keterangan :
BPPMBLB : Besarnya pokok Pajak MBLB dalam jangka

waktu harlan, mingguan atau bulanan.
NJHPMBLB: nilai jual hasil pengambilan MBLB dalam

jangka waktu harian, mingguan atau bulanan.

(3) Besarnya nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan jumlah
tonase tiap-tiap jenis kendaraan yang ditetapkan dalam
Keputusan Bupati dengan harga standar pengambilan
mineral bukan logam dan batuan yang berpedoman pada
harga patokan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan
mineral dan batu bara, menggunakan formulasi:

BPPMBLB=NJHPMBLBx Tarif

(1) Besarnya pokok Pajak MBLBdihitung berdasarkan nilaijual
hasil pengambilan MBLBdan tarif Pajak MBLBdalam jangka
waktu harlan, mingguan atau bulanan.

(2) Besarnya pokok pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dihitung dengan formulasi:

Pasal 74

Pajak MBLB

Keterangan :
BPPBJTjkh : Besarnya Pokok PBJT jasa kesenian dan

hiburan
Omzets : Jumlah pembayaran yang diterima oleh

penyelenggara jasa kesenian dan hiburan
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

BPPBJTjkh=Omzetb x Tarif I

(5) Besarnya pokok PBJT atas jasa kesenian dan hiburan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
formulasi:
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BPPSBW=NJSBWx Tarif

(1) Besarnya pokok Pajak Sarang Burung Walet dihitung
berdasarkan nilai jual sarang burung walet dan tarif pajak
sarang burung walet dalam jangka waktu 3 (tiga)bulan.

(2) Besarnya pokok pajak sarang burung walet sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dihitung dengan formulasi:

Pasal75

Pajak Sarang Burung Walet

Keterangan :
PJK : Pajak per jenis kendaraan.
TJK :jumlah tonase tiap-tiap jenis kendaraan
HS : harga stan dar pengambilan MBLB.

PJK= (TJKx HS) x Tarifl

(5) Besarnya pajakjjenis kendaraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4)dihitung dengan formulasi:

: Jumlah ritase per jenis kendaraan
: Pajak per jenis kendaraan.

RJK
PJK

Keterangan :
BPPMBLBhmb: Besarnya pokok Pajak MBLB dalam jangka

waktu harian, mingguan atau bulanan.

BPPMBLBhmb=RJK x PJK I

Keterangan :
NJHPMBLBhmb: nilai jual hasil pengambilan MBLB dalam

jangka waktu harian, mmgguan atau
bulanan.

TJK :jumlah tonase tiap-tiap jenis kendaraan
HS : harga standar pengambilan MBLB.

(4) Dalam SPTPDbesarnya pokok pajak MBLBdihitung dengan
mengalikan ritase tiap-tiap jenis kendaraan dengan
pajakjjenis kendaraan dengan formulasi:

-55-



(1) Kepala Bapenda menetapkan pajak terutang berdasarkan
surat pendaftaran objek Pajak daerah atau SPOPD dan
LSPOP menggunakan SKPD atau SPPT untuk jenis pajak
yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

(2) Penetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk PATmenggunakan surat pendaftaran objek
Pajak air tanah yang disampaikan Wajib Pajak untuk setiap
masa pajak kepada Kepala Bapenda paling lambat 3 (tiga)
hari kalender setelah berakhimya masa pajak.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan, keterangan lain
atau hasil penelitian lapangan ternyata jumlah Pajak yang
terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung
berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak yang
disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat
menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 76

Bagian Kelima
Penetapan Pajak

Keterangan :
NJSBW3b : nilaijual sarang burung walet dalamjangka waktu

3 (tiga)bulan.
HPUSBW : harga pasaran umum Sarang Burung Walet
JV3b : Jumlah volume Sarang Burung Walet dalam

jangka waktu 3 (tiga)bulan.

NJSBW3b = HPUSBW x JV3b

(5) Besarnya nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),dihitung menggunakan formulasi

NJSBW : nilai jual sarang burung walet dalam jangka
waktu 3 (tiga)bulan.

(3) Nilaijual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga
pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah
dengan volume Sarang Burung Walet.

(4) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disesuaikan dengan hasil survei harga di Daerah yang
ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Keterangan :
BPPSBW : Besarnya pokok Pajak Sarang Burung Walet

dalam jangka waktu 3 (tiga)bulan.
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(1) SPPTsebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1)paling
sedikit memuat informasi:
a. NOPD;
b. objek Pajak dan subjek pajak;
c. besamya PBB-P2 terutang pada Tahun Pajak berjalan;
d. besarnya tunggakan PBB-P2.

(2) Besarnya PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Buku I untuk ketetapan pajak samp8.1 dengan

Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
b. Buku IIuntuk ketetapan pajak Rp100.001,- (seratus ribu

satu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,-(lima ratus
ribu rupiah);

c. Buku IIIuntuk ketetapan pajak Rp500.001,- (lima ratus
ribu satu rupiah) sampai dengan
Rp2.000.000,- (duajuta rupiah);

d. Buku IVuntuk ketetapan pajak Rp2.000.001,- (duajuta
satu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta
rupiah); dan

e. Buku V untuk ketetapan pajak di atas Rp5.000.000,­
(limajuta rupiah).

(3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan
merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah danj atau
bangunan.

Pasal 77

(4) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDPBB-P2dalam hal:
a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah

Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati melalui
Kepala Bapenda sebagaimana ditentukan dalam surat
teguran; danjatau

b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain temyata jumlah
PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2
yang dihitung berdasarkan SPOPyang disampaikan oleh
Wajib Pajak.

(5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)dan ayat (3)tanpa dikenakan sanksi administratif.

(6) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen
lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan
berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda,
dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran atau
tidak menyampaikan Surat Pendaftaran Objek Pajak atau
SPOP dan LSPOPsetelah Wajib Pajak ditegur sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran;
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(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak
terutangnya pajak Kepala Bapenda dapat menerbitkan
SKPDKB,SKPDKBT,SKPDLBdan SKPDNuntukJenis Pajak
yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib
Pajak.

(2) SKPDKBsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar
berdasarkan:
a. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain
b. penghitungan secarajabatan karena:

1. WajibPajak tidak menyampaikan SPTPDdalam jangka
waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah
berakhirnya masa Pajak dan telah ditegur secara
tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban melakukan
pembukuan atau pencatatan secara elektronik
dan/ atau non-elektronik;

3. kewajiban mengisi SPTPDtidak dipenuhi;
4. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, Wajib Pajak

yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban meliputi:
a) memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku

atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya,
dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek
Pajak yang terutang;

Pasal 79

(1) SPPTdisampaikan kepada Wajib Pajak melalui:
a. Secara elektronik
b. Bapenda, Kecamatari/ Kelurahari/ Desa; atau
c. Pengiriman jasa Kantor Pos atau perusahan ekspedisi;

(2) SPPT Buku I dan Buku II sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c,
disampaikan oleh Bapenda kepada Wajib Pajak melalui
Kecamatan/Keluraharr/Dcsa.

(3) SPPTBuku III, Buku IVdan Buku V sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 ayat (2) huruf d dan huruf e, disampaikan
langsung oleh Bapenda kepada Wajib Pajak.

(4) Dalam hal penyampaian SPPT dilaksanakan melalui jasa
.kantor pos tanda terima penyampaian SPPT berupa
capZstempel pos atau bukti tanda terima lain yang
ditentukan.

Pasal 78
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(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8%
(satu koma delapan persen) per bulan dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya
pajak atau berakhirnya masa pajak, Tahun Pajak berjalan,
atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB,
untukjangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal80

b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat
atau .ruangan yang dianggap perlu dan
memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/ atau

c) memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Penerbitan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2)huruf b didasarkan pada:
a. data yang dimiliki Bapenda dari hasil penghitungan atas

objek Pajak oleh petugas untukjenis pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Bupati.

b. data yang dimiliki Bapenda dari hasil penghitungan
rata-rata pembayaran 3 (tiga) bulan terakhir atau hasil
penghitungan omzet atas objek Pajak oleh petugas untuk
jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan
sendiri oleh Wajib Pajak.

(4) SKPDKBTsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalam hal ditemukan data baru darr/utau data yang semula
belum terungkap dan menyebabkan penambahan pajak yang
terutang.

(5) Penerbitan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (4)dapat dilakukan melalui pemeriksaan.

(6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalam hal jumlah pajak yang terutang sarna besarnya
dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit Pajak.

(7) SKPDLBsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan
pembayaran Pajak.

(8) Penghitungan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dapat dilakukan menggunakan perangkat dan/atau
sistem yang dimiliki/ dikelola oleh Bapenda.

(9) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN sebagaimana
dimaksud ayat (1) menggunakan bentuk sebagaimana
terdapat pada LAMPlRANIX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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(1) Pokok ketetapan Pajak Reklame dibulatkan ke atas menjadi
kelipatan Rp100,00 (seratus rupiah).

(2) Ukuran luas dan ketinggian reklame, dibulatkan ke atas dua
digit dibelakang koma.

(3) Apabila suatu objek Pajak reklame dapat digolongkan lebih
dari satu jenis reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan
menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.

Pasal82

Pokok ketetapan PBB-P2 yang nilai perhitungannya sebesar
Rp1,- (satu rupiah) sampai dengan Rp17.999,- (tujuh be1as ribu
sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dibulatkan
menjadi Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dengan tetap
memperhatikan kondisi dan kemampuan Wajib Pajak.

Pasal81

(2) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKBsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2)huruf b dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua
persen) per bulan dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau
berakhimya masa pajak, Tahun Pajak berjalan, atau
Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB,untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat
terutangnya pajak ditambahkan dengan sanksi administratif
berupa:
a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok

pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a
dan ayat (2)huruf b; atau

b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari
pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis pajak
selain yang dimaksud pada huruf a.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam
SKPDKBT.

(4) SKPDKBsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dan SKPDKBTsebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
dilunasi dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterbitkan.
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(1) Bupati memberikan kewenangan kepada petugas pemungut
(kolektor) untuk mendistribusikan surat pemberitahuan
pajak terutang kepada Wajib Pajak yang ada di wilayah
desanya.

(2) Bupati memberikan kewenangan kepada Petugas Pemungut
(Kolektor) untuk melakukan pemungutan pajak atas
pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ada di
wilayah desanya.

Pasal84

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak
menggunakan formulir SSPD melalui Bank yang ditunjuk
oleh Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak
dengan setoran tunai, transfer darr/ atau menggunakan
fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh
Bank ke rekening kas daerah.

(3) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak
melalui:

a. counterteller/loket teller,
b. anjungan tunai mandiri;

c. internet banking;
d. mobile banking;
e. Cash Management System (CMS);

f. minimarket;

g. kantor pos;

h. jasa lainnya yang sudah kerjasama; dan

1. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank
persepsi.

(4) Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikeluarkan
dan diakui oleh Bank dipersamakan dengan SSPD.

(5) Pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara transfer
darr/ atau menggunakan fasilitas pembayaran dan
penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

Pasal83

Bagian Keenam
Penyetoran Dan Pembayaran Pajak
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(1) Terhadap penyelenggaraan PBJT atas Jasa Kesenian dan
Hiburan secara insidental wajib membayar pajak terutang
disaat berakhimya penyelenggaraan kesenian dan/ atau
hiburan.

(2) Terhadap penyelenggaraan PBJT atas Jasa Kesenian dan
Hiburan secara insidental sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Petugas melakukan penghitungan jumlah
pembayaran yang diterima/omzet secara harian.

Pasal87

(1) Terhadap penyelenggaraan reklame insidental, Wajib Pajak
wajib membayar dimuka pajak yang terutang untuk
mendapatkan pengesahan pembayaran pajak.

(2) Pengesahan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa stiker atau bentuk lain yang diberikan oleh
Bapenda.

(3) Pengesahan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)wajib dipasang pada setiap objek reklame.

Pasal86

(1) Kepala Bapenda menugaskan kepada petugas Bapenda
untuk mendistribusikan surat pemberitahuan pajak
terutang kepada Wajib Pajak yang ada di seluruh wilayah
kerjanya.

(2) Kepala Bapenda memberikan kewenangan kepada petugas
Bapenda untuk mengawasi pemungutan pajak dan
penyetoran pajak yang dilakukan olehWajib Pajak yang ada
di wilayah kerjanya.

(3) Pemungutan Pajak dan penyetoran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah PBB-P2 dengan nilai
ketetapan Rp500.000,- keatas.

Pasal85

(3) Pemungutan pajak yang dilakukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah PBB-P2 dengan nilai ketetapan
Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) sampai dengan
Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

(4) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
akan dituangkan dalam Keputusan Bupati.
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(1) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan hak
atas tanah dan/ atau bangunan dari jual beli berdasarkan
NilaiPerolehan Objek Pajak.

(2) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian
pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual
beli mengakibatkan:

a. jumlah BPHTBlebih dibayar atau tidak terutang, Wajib
Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran BPHTB;atau

b. jumlah BPHTBkurang dibayar, Wajib Pajak melakukan
pembayaran kekurangan dimaksud.

(3) Pembayaran atau penyetoran BPHTBpaling lambat dilunasi
pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal90

Terhadap Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut
berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak yang
menggunakan mesin kas register sebagai alat pencatatan
transaksi usaha, menyimpan rekapitulasi hasil transaksi setiap
bulan yang dapat digunakan sebagai dasar pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah.

Pasal89

(1) Setiap Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan
dan PBJTatas Jasa Parkir harus menggunakan karcis / tanda
masuk atau dokumen pembayaran lainnya sebagai bukti
pembayaran dengan diberi nomor urut dan seri serta
digunakan secara berurutan.

(2) Karcisj tanda masuk atau dokumen pembayaran lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum digunakan
wajib dilegalisasi terlebih dahulu oleh Bapenda.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),kecuali bagi
Wajib Pajak yang melaksanakan sistem pembayaran dan
pelaporan transaksi PBJT atas J asa Kesenian dan Hiburan
serta PBJT atas Jasa Parkir secara elektronik.

(4) Apabila karcia/tanda masuk atau dokumen pembayaran
lainnya tidak dilegalisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal88
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(1) Dalam hal terjadi kesalahan pe1aksanaan pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1)Wajib Pajak
dapat mengajukan permohonan perubahan SPTPD dan atas
sisa lebih pembayaran dipergunakan untuk pembayaran
pajak pada masa pajak berikutnya.

(2) Permohonan perubahan SPTPDsebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh
Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada Kepala Bapenda dalam
Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Permohonan perubahan SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilampiri:
a. SPTPDyang diajukan perubahan;
b. Fotokopi KTPI identitas pemohon;
c. surat pernyataan.

(4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan penelitian oleh Petugas dengan disertai berita
acara penelitian.

Pasal93

(1) Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan surat
keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak at as
tanah dan Iatau bangunan yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang- undangan.

(2) Surat keterangan bukan objek BPHTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan atas permohonan Wajib
Pajak atau secara jabatan.

(3) Permohonan surat keterangan bukan objek BPHTB
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diajukan secara tertulis
dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Wajib
Pajak/Penanggung Pajak kepada Kepala Bapenda dengan
dilampiri:
a. Salinan bukti kepemilikan.
b. Fotokopi KTPI identitas pemohon;
c. Surat keterangan dari instansi terkait.

Pasal 92

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat
menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dari/ atau
bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti
pembayaran pajak.

(2) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat me1akukan
pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak
atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti
pembayaran pajak.

Pasal91
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(1) Bendahara pengeluaran pada perangkat daerah/lnstansi
terkait lainnya dan Bendahara desa wajib memungut PBJT
atas Makanan dan / atau Minuman terhadap belanja
makanan dan minuman yang bersumber dari Angaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, serta Angaran Pendapatan dan Belanja
Desa.

Pasal95

(I) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau
penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (I) huruf a, huruf b, huruf paling lama:
a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPDuntuk Pajak

Reklamedan PAT.
b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT untuk

PBB-P2.
(2) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau

penyetoran pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut
berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf d pembayaran paling lama
10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhimya masa pajak.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat
pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor,
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai
dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan
menggunakan STPD.

(4) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPPT, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal pengiriman.

(5) STPDyang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah harus dilunasi paling lama 14 (empat belas) hari
sejak tanggal pengiriman.

(6) Apabila batas waktu pembayaranjatuh pada hari libur maka
batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal94
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(1) Hasil penelitian SSPDBPHTBdapat berupa :

a. validasi SSPDBPHTBdalam haljumlah pembayaran dan
jumlah pajak terutang dan/ atau antara informasi dan
dokumen pendukung yang tercantum dalam SSPD
BPHTB 'te1ah sesuai dengan keadaan yang
sesungguhnya;

b. permintaan untuk melakukan pembayaran BPHTB
terutang; dan/ atau

c. permintaan kepada Wajib Pajak untuk menyesuaikan
dan/ atau memenuhi atau melengkapi dokumen yang
diperlukan dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara
informasi dan dokumen pendukung yang tercantum
dalam SSPD BPHTB dengan keadaan yang
sesungguhnya.

(2) Hasil keluaran atas penelitian SSPD BPHTBadalah SSPD
BPHTB yang memiliki status telah terverifikasi di dalam
sistem.

Pasal97

Bagian Ketujuh
Penelitian SSPDBPHTB

(1) Bendahara pengeluaran pada perangkat daerab./Instansi
terkait lainnya dan Bendahara Desa wajib memungut PBJT
atas Jasa Perhotelan terhadap belanja jasa perhote1an yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Angaran
Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Bendahara Pengeluaran pada perangkat daerah dan
Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak restoran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetorkan
seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya
ke bank atau tempat pembayaran lainnya.

(3) Dokumen untuk pembayaran PBJT atas Jasa Perhotelan
menggunakan SPTPDdan SKPDKB.

Pasal96

(2) Bendahara pengeluaran pada perangkat daerah dan
Bendahara desa sebagai wajib pungut PBJT atas Makanan
danj'atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak
yang dipungutnya ke bank atau tempat pembayaran lainnya.

(3) Dokumen untuk pembayaran PBJT atas Makanan dan/ atau
Minuman menggunakan SPTPDdan SKPDKB.

-66-



(1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan
perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib rnengisi dengan
benar dan lengkap serta rnelaporkan SPTPDkepada Kepala
Bapenda setelah berakhirnya rnasa pajak.

(2) SPTPD sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rnencakup
seluruh jenis Pajak sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 2
ayat (2)terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

(3) SPTPD sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) paling sedikit
rnernuat data Wajib Pajak, peredaran usahayomzet dan
jurnlah pajak terutang per jenis pajak dalam satu rnasa
pajak.

(4) SPTPD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Kepala Bapenda setelah berakhirnya rnasa pajak
dengan dilarnpiri SSPD atau bukti yang dikeluarkan oleh
bank atau ternpat pernbayaran lainnya sebagai bukti
pelunasan pajak.

(5) SSPDBPHTBsebagairnana dimaksud dalam Pasal97 ayat (1)
dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya
pernbayaran.

(6) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) rnenggunakan
bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPlRANX yang
rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasa198

Bagian Kedelapan
Pelaporan Pajak

(3) Hasil verifikasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2), dapat
digunakan untuk rnelakukan pernutakhiran data objek dan
subjek PBB-P2 pada sistern inforrnasi rnanajernen PBB-P2
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk perolehan hak atas seluruh objek sebagairnana
dirnaksud pada SPPT, rnaka dilakukan pernutakhiran
data objek dan subjek PBB-P2 secara otornatis pada
sistern informasi rnanajernen PBB-P2;

b. untuk perolehan hak atas sebagian objek sebagairnana
dirnaksud pada SPPT yang rnengakibatkan adanya
pernisahan atau pernecahan SPPT PBB-P2, rnaka perlu
dilakukan penelitian terlebih dahulu;

c. untuk perolehan hak atas lebih dari 1 (satu) objek
sebagairnana dirnaksud pada SPPTyang rnengakibatkan
adanya penggabungan SPPT, rnaka perlu dilakukan
pene1itian terlebih dahulu.

(4) Dalarn rangka rnelakukan pernutakhiran sebagairnana
dirnaksud pada ayat (3),petugas rnelengkapi data Lampiran
SPOPdari/utau LSPOPPBB-P2.
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(1) Setiap Wajib Pajak wajib menyampaikan SPTPD kepada
Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 15 (lima
belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

(2) SPTPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilampiri SSPD
sebagai bukti pelunasan pajak

(3) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan untuk BPHTB.

(4) Khusus pelaporan untuk:
a. PBJT atas konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain yang

dilaksanakan oleh Perusahaan Listrik Negara,
disampaikan dalam jangka waktu paling lama
20 (dua puluh hari) kerja setelah berakhimya masa pajak
menggunakan SPTPD yang dilampiri daftar pelanggan
per golongan tarif.

b. Pajak MBLBdapat dilaksanakan secara bulanan dalam
kurun waktu satu masa pajak.

(5) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
sanksi administratif berupa denda yang ditetapkan dengan
STPDsebesar Rpl00.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap
SPTPD.

(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar
(force majeure) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/ atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah ditegur
secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, Bapenda
menerbitkan SKPDKB dan/ atau SKPDKBT untuk
disampaikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

(8) Bentuk Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada
LAMPlRANXIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(9) Bapenda melaksanakan penelitian atas SPTPD yang
disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan dapat melibatkan Perangkat Daerab /Instansi
terkait.

(10) Dalam pelaksanaan penelitian SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (9)petugas dapat meminta Wajib Pajak
memperlihatkan dan/ atau meminjamkan bukti pembayaran
atau rekapitulasi omzet pada masa pajak yang dilaporkan.

Pasal99
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(1) Kepala Bapenda memerintahkan Petugas untuk melakukan
Penelitian atas SPTPDyang disampaikan Wajib Pajak.

(2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)meliputi:
a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/ atau

penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
b. kesesuaian antara SSPDdengan SPTPD;dan
c. kebenaran penulisan, penghitungan, darr/utau

administrasi lainnya.
(3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD

sebagairnana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala
Bapenda menerbitkan STPD.

(4) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian
informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, dapat
melakukan pemeriksaan.

Pasal 102

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan
SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan
pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan
Pemeriksaan.

(2) Dalam hal pembetulan SPTPDsebagaimana dimaksud pada
ayat (1)menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPDharus
disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum
kedaluwarsa penetapan.

(3) Dalam hal pembetulan SPTPDsebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD
dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang
kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang
kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta
bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

(4) Atas kurang bayar sebagairnana dimaksud pada ayat (3),
tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok
Pajak yang kurang dibayar.

Pasal101

Terhadap jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia
makanan dan/ atau minuman untuk PBJT atas makanan
dan/ atau minuman wajib melaporkan sesuai jumlah peredaran
usaha/omzet,

PasallOO
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(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 104 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau
Pemeriksaan Lapangan.

(2) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sepanjang
Pembukuan dan/ atau laporan keuangan Wajib Pajak
untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh akuntan
publik; dan

b. terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar.

Pasal105

Ruang lingkup pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 103 ayat (1) untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau
seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak,
bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun
sebelumnya maupun tahun betjalan.

Pasal 104

(1) Bupati melalui Kepala Bapenda berwenang untuk
melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban pajak dan tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai perpajakan daerah.

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. WajibPajak mengajukan pengembalian atau kompensasi
kelebihan pembayaran Pajak;

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang
menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau
kurang dibayar; atau

c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan
berdasarkan analisis risiko.

Pasal103

Bagian Kesembilan
Pemeriksaan Pajak
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Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar
pelaksanaan pemeriksaan, yaitu :
a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan

yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, yang paling
sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari
data Wajib Pajak, menyusun rencana pemeriksaan
(audit plan), dan menyusun program pemeriksaan (audit
program), serta mendapat pengawasan yang seksama

b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian
berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan
program pemeriksaan (audit program) yang telah disusun

Pasal106

(3) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang menyatakan
lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a;

b. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang menyatakan
rugi;

c. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan
Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu
yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih
untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis
risiko; dan

d. Wajib Pajak menyampaikan SPTPDyang terpilih untuk
dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

(4) Jangka waktu Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan,
terhitung sejak Wajib Pajak atau kuasanya memenuhi
panggilan Pemeriksaan.

(5) Jangka waktu Pemeriksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 8 (delapan)
bulan, terhitung sejak pemberitahuan tentang Pemeriksaan
Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak.

(6) Dalam hal Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi
yang terkait dengan transfer pricing darr/atau transaksi
khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi
keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi
Pemeriksaan Lapangan.
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(1) Standar pelaporan Pemeriksaan dituangkan dalam LHP,
yang disusun secara ringkas dan jelas yang memuat:

a. ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan
tujuan pemeriksaan;

Pasall08

KKPsebagaimana dimaksud dalam Pasall08 hurufi disusun oleh
Pemeriksa dan berfungsi sebagai:

a. bukti bahwa Pemeriksaan te1ah dilaksanakan sesuai standar
pelaksanaan pemeriksaan;

b. bahan dalam melakukan PAHPdengan Wajib Pajak mengenai
temuan hasil pemeriksaan;

c. dasar pembuatan LHP;

d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau
banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan

e. referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

Pasall07

c. temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti
kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang- undangan perpajakan

d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu pemeriksa yang terdiri dari .
seorang pengawas, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih
anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat
merangkap sebagai anggota tim;

e. tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat
dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian
tertentu, baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, maupun
yang berasal dari instansi di luar Pemerintah Daerah yang
telah ditunjuk oleh Kepala Daerah, sebagai tenaga ahli seperti
penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan
pengacara;

f. apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara
bersama-sama dengan Pemeriksa dari instansi lain;

g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor
dan/ atau Pemeriksaan Lapangan;

h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila
diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan

1. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk
KKP.
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senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan

f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang­
undangan di bidang perpajakan.

dari tindakan -tindakan tercela serta

menggunakandalamseksamad. cermat dan
keterampilannya;

e. jujur dan bersih

(1) Standar umum pemeriksaan merupakan standar profesional
yang berkaitan dengan persyaratan pemeriksa dan mutu
pekerjaannya.

(2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berijazah serendah-rendahnya pendidikan sekolah
menengah atasjmadrasah aliyahjsekolah menengah
atas luar biasajpaket Cjbentuk lain yang sederajat;

b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Mudaj
Golongan IIj a;

c. telah mendapat pendidikan danjatau pelatihan teknis
yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai
pemeriksa;

Pasal 109

b. simpulan Pemeriksa yang didukung temuan yang kuat
ten tang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap
peraturan perundang-undangan perpajakan, dan
memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait
dengan Pemeriksaan.

(2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:

a. penugasan pemeriksaan;

b. identitas Wajib Pajak;
c. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak

d. pemenuhan kewajiban perpajakan;

e. dataj informasi yang tersedia;

f. buku dan dokumen yang dipinjam;

g. materi yang diperiksa;

h. uraian hasil Pemeriksaan;

1. ikhtisar hasil Pemeriksaan;

J. penghitungan Pajak terutang; dan

k. simpulan dan usul Pemeriksa.
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(1) Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 105 ayat (1)dilakukan dengan cara:
a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda

pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen
pendukung lainnya termasuk keluaran dari media
komputer dan perangkat elektronik pengolah data
lainnya;

b. memmjam buku-buku catatan dan dokumen
pendukung lainnya termasuk ke1uaran dari media
komputer dan perangkat elektronik pengolah data
lainnya dengan memberikan tanda terima;

c. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen
pendukung lainnya termasuk keluaran dari media
komputer dan perangkat e1ektronik pengolah data
lainnya;

d. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari
Wajib Pajak yang diperiksa; dan Zatau

e. meminta keterangan dan/ atau bukti yang diperlukan
dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan
Wajib Pajak yang diperiksa.

(2) Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 105 ayat (1)dilakukan dengan cara:
a. memeriksa tanda pe1unasan pajak dan keterangan

lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan
daerah;

b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen
pendukung lainnya termasuk ke1uaran dari media
komputer dan perangkat e1ektronik pengolah data
lainnya;

Pasal110

(3) Bupati dapat menunjuk ASN sebagai Pemeriksa untuk
membantu Bupati dalam menjalankan wewenangnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dengan
menerbitkan Keputusan Bupati.

(4) Apabila Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
be1um dapat dipenuhi, Bupati dapat menunjuk tenaga ahli
yang mempunyai kompetensi di bidang pemeriksaan pajak
sebagai Pemeriksa sampai dengan dipenuhinya persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Apabila diperlukan, pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dan meminta
pendampingan dari aparat penegak hukum dan instansi
vertikallainnya.
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(1) Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib:

a. menyampaikan surat pemberitahuan dilakukan
pemeriksaan;

b. memperlihatkan tanda pengenal dan SP2 Pemeriksa
Pajak;

c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim
Pemeriksa kepada Wajib Pajak apabila susunan
keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan;

d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak
memberikan penjelasan mengenai:
1. alas an Pemeriksaan Pajak;
2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah

pelaksanaan Pemeriksaan
3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi

permintaan buku, catatan, akun, usemame,
password, transaksi usaha, dan/ atau dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
dokumen elektronik, dan dokumen lainnya, yang
dipinjam dari Wajib Pajak

e. menuangkan hasil pertemuan dengan Wajib Pajak
dalam berita acara;

Pasal111

c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen
pendukung lainnya termasuk keluaran dari media
komputer dan perangkat elektronik pengolah data
lainnya, dengan memberikan tanda terima;

d. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib
Pajak yang diperiksa;

e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga
merupakan tempat menyimpan dokumen, uang,
barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang
keadaan usaha Wajib Pajak dan/ atau tempat-tempat
lain yang dianggap penting serta melakukan
pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;

f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut
pada huruf apabila Wajib Pajak atau wakil atau
kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk
memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak
ada ditempat pada saat pemeriksaan; danj'atau

g. meminta keterangan danj atau bukti yang diperlukan
dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan
Wajib Pajak yang diperiksa.
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e. mendapatkan berita acara hasil pertemuan dengan
Wajib Pajak;

f. menerima SPHP;

g. menghadiri PAHPpada waktu yang telah ditentukan;

h. mendapatkan laporan hasil pemeriksaan; dan

1. memberikan pendapat atau penilaian atas
pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa melalui
pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

mengalamiPemeriksakeanggotaansusunan
perubahan

d. meminta Pemeriksa Pajak untuk memberikan
penje1asan mengenai alasan dan tujuan Pemeriksaan
Pajak;

f. menyampaikan SPHPkepada Wajib Pajak;
g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak

dalam rangka PAHPpada waktu yang te1ahditentukan;
h. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib

Pajak;
1. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan dengan menyampaikan saran secara
tertulis;

j. mengembalikan buku, catatan dan/ atau dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan
dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak;

k. menyusun laporan hasil pemeriksaan dan
menyampaikannya kepada Wajib Pajak; dan

1. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak
atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan
kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka
pemeriksaan.

(2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:
a. meminta Pemeriksa Pajak untuk menyampaikan surat

pemberitahuan dilakukan pemeriksaan;

b. meminta Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan
tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2;

c. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan
surat yang berisi perubahan Pemeriksa apabila
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(1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan,
Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat,
pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang
mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib
Pajak sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya
pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan
berikutnya.

(2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum
pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan
penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.

(3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah
dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada
ditempati, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih
dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan
untuk mewakili Wajib Pajak guna memhantu kelancaran
pemeriksaan.

(4) Apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak
memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, Wajib
Pajak atau wakil atau kuasanya harus menandatangani
surat pernyataan penolakan membantu kelancaran
pemeriksaan.

(5) Apabila pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)menolak untuk
membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan
harus menandatangani surat pemyataan penolakan
membantu kelancaran pemeriksaan.

(6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5),
Pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan
yang ditandatangani oleh pemeriksa.

(7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan
penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan berita
acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), ayat (5) atau ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk
penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau
dilakukan penyidikan.

Pasal 112
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(1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan
sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLBatau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

(2) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berisi:
a. nama dan alamat Wajib Pajak;
b. dasar penghitungan Pajak yang terutang berdasarkan

hasil Pemeriksaan atau Penelitian;
c. jumlah Pajak yang terutang dan/ atau sanksi

administratif;
d. jumlah danjatuh tempo pembayaran Pajak yang masih

harus dibayar; dan
e. perintah dan tata cara pembayaran Pajak yang masih

harus dibayar.

(3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRANXII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan
pembayaran pajak akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 114

(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 103 ayat (1)dilakukan dalam hal:
a. pemberian NPWPDsecara jabatan;
b. penghapusan NPWPD;
c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
d. pencocokan data dan/ atau alat keterangan;
e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak;
f. Pemeriksaan dalam rangka penghapusan piutang

Pajak; dan/ atau
g. Pemeriksaan dalam rangka pengawasan pemberian

insentif fiskal.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup:
a. penentuan;
b. pencocokan; atau
c. pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan

Pemeriksaan.

Pasal 113

-78-



(1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPDuntuk jenis Pajak
yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)dalam hal:

Pasal 117

(1) Atas utang pajak yang belum kedaluwarsa sebagaimana
diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan daerah, dapat dilakukan tindakan Penagihan
Pajak.

(2) Atas utang pajak yang telah kedaluwarsa sebagaimana
diatur pada peraturan perundang- undangan di bidang
perpajakan daerah, dapat dilakukan tindakan Penghapusan
Piutang Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghapusan Piutang Pajak
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur
dalam Peraturan Bupati.

Pasal 116

Bagian Kesepuluh
Penagihan Pajak

(1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam
waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah
pemeriksaan selesai dilakukan.

(2) Pemberian tanggapan atas hasil Pemeriksaan Lapangan
dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah
Pemeriksaan Lapangan selesai dilakukan.

(3) Hasil Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Pajak
segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak
menunggu tanggapan Wajib Pajak.

(4) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri
pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKPDKB,SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB atau STPD diterbitkan secara jabatan,
berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada
Wajib Pajak.

(5) Pemberitahuan hasil Pemeriksaan Kantor kepada Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan
apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Pasal 115
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Dalam proses penagihan Bapenda setelah dilakukan proses
pemeriksaan sampai dengan penyampaian Surat Tagihan dapat
melakukan pemasangan spanduk, stiker, papan peringatan dan
sejenisnya yang menerangkan bahwa di objek Pajak tersebut
belum memenuhi kewajiban perpajakan.

Pasal 118

a. Pajak terutang dalam SKPDatau SPPTyang tidak atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa
bunga dan Iatau denda.

(2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPDuntuk jenis Pajak
yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)dalam hal:

a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
b. hasil Penelitian SPTPD.sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 99 ayat (9) terdapat kekurangan pembayaran
sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan
administratif lainnya oleh Wajib Pajak;

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang
tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran; atau

d. WajibPajak dikenakan sanksi administratifberupa bunga
dan Zatau denda.

(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa
pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan
pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1%
(satu persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang
dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran
sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat
terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh
1 (satu) bulan.

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c, dikenai sanksi
administratif berupa bunga sebesar 0,6% (noI koma enam
persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar,
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai
dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya
pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
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(1) Apabila setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari
terhitung sejak tanggal Surat Teguran yang pertama
disarnpaikan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang
Pajak, Bupati: melalui Kepala Bapenda menerbitkan Surat
Paksa dan diberitahukan secara langsung oleh Jurusita
Pajak.kepada Penanggung Pajak.

Pasal 121

(3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu
sebagaimana termasuk dalarn Surat Teguran I, Wajib Pajak
belum melunasi pajak yang terutang, Bupati melalui Kepala
Bapenda menerbitkan Surat Teguran II dan pemasangan
Tanda Teguran bahwa objek Pajak tersebut berada dalam
pengawasan Bapenda karena memiliki utang pajak.

(4) Tanda Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada
LAMPlRANXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(1) Bupati melalui Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran
setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo
pembayaran Utang Pajak, dalarn hal Wajib Pajak tidak
melunasi Utang Pajak.

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan sebanyak 3 (tiga)kali dengan jangka waktu yang
sarna.

Pasal 120

(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalarn SPPT, SKPD,
SKPDKB,SKPDKBT,STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
merupakan dasar Penagihan Pajak.

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau
pelunasan, dapat dilakukan himbauan.

(3) Dalarn hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)tidak dilunasi setelahjatuh tempo pembayaran
atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa atau dilakukan tindakan lainnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119
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Penyitaan; d
c. memberitahu an tentang maksud dan tujuan Penyitaan.

(4) Jurusita Pajak m mbuat berita acara pelaksanaan sita atas
setiap pelaksana n Penyitaan.

melaksanakanperintahsuratb.

(3)

empat) jam sej tanggal Surat Paksa diberitahukan,
Penanggung Paj belum melunasi Utang Pajak, Bupati
melalui Kepala Bapenda menerbitkan Surat Perintah
Melaksanakan Pe yitaan dan Jurusita Pajak melaksanakan
Penyitaan terhad p Barang milik Penanggung Pajak.
Surat Penyitaan sebagaimana
dimaksud pada a at (1)menggunakan bentuk sebagaimana
terdapat pada LA~PlRANXVyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari reraturan Bupati ini.
Dalam pelaksana Penyitaan, Jurusita Pajak wajib:

a. memperlihatk kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;

(2)

Pasal 122

(dua) kali 24 (dua puluh(1) Apabila setelah

tidak dapat menjumpai PenanggungJurusita Paj
Pajak;atau

c. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha
Badan yang b rsangkutan dalam hal Jurusita Pajak tidak
dapat menju pai salah seorang Penanggung Pajak.

(3)

(2) Surat Paksa s bagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan entuk sebagaimana terdapat pada
LAMPlRANXIVY ng merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan BUfati ini.
Surat Paksa seba aimana dimaksud pada ayat (1)memuat:
a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan

Penanggung P' jak;
b. dasar penagih Pajak;

c. besamya Ut g Pajak; dan
d. perintah dan t ta cara untuk membayar.

(4) Pemberitahuan S rat Paksa atas Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada a at (1)dilakukan kepada:
a. Penanggung P jak atas Wajib Pajak orang pribadi atau

badan seb gaimana diatur pada peraturan
perundang-un angan di bidang perpajakan;

b. orang dewasa rang bertempat tinggal bersama atau yang
bekerja di te pat usaha Penanggung Pajak dalam hal



(1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Bupati melalui Kepala
Bapenda dapat menetapkan jangka waktu yang berbeda
dengan yang terdapat dalam Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122,
Pasa1123, dan Pasal 124.

Pasal125

(1) Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak
tanggal pengumuman lelang, Penanggung Pajak belum
me1unasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Bupati
melalui KepalaBapenda melakukan penjualan barang sitaan
Penanggung Pajak melalui Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang.

(2) Jurusita Pajak yang menerima hasil penjualan secara le1ang
atau menggunakan, menjual, danj atau memindahbukukan
barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123
ayat (2) dan ayat (3) harus menyetorkan hasil penjualan
ke kas Daerah melalui Bank.

Pasal 124

(1) Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak
tanggal pe1aksanaan Penyitaan, Penanggung Pajak belum
melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Bupati
melalui Kepala Bapenda dapat meminta pejabat yang
berwenang untuk melakukan pengumuman le1ang atas
barang sitaan yang akan dilelang.

(2) Barang sitaan yang akan dilelang meliputi logam mulia,
tanah danj atau bangunan.

(3) Barang sitaan se1ain yang dimaksud pada ayat (2) dapat
langsung digunakan, dijual danj atau dipindahbukukan.

Pasal 123

(5) Objek Sita meliputi barang milik Penanggung Pajak atau
milik istri atau suami dan anak yang masih dalam
tanggungan dari Penanggung Pajak, sepanjang tidak
terdapat perjanjian pemisahan harta.

(6) Penyitaan dilakukan terhadap:

a. barang bergerak, termasuk uang, logam mulia, harta
pada lembaga jasa keuangan perbankan, perasuransian,
dan pasar modal, serta surat berharga; danjatau

b. barang tidak bergerak, termasuk tanah danj atau
bangunan.
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(1) Penyanderaan dilakukan dalam hal Penanggung Pajak:

a. mempunyai Utang Pajak paling sedikit RpIOO.OOO.OOO,OO
(seratus juta rupiah); dan

b. diragukan iktikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.

(2) Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diragukan dalam hal Penanggung Pajak:

a. tidak melunasi Utang Pajak baik sekaligus maupun
angsuran walaupun telah diberitahukan Surat Paksa;
darr/utau

b. menyembunyikan atau memindahtangankan Barang
yang dimiliki atau yang dikuasai, termasuk akan
membubarkan Badan, setelah timbulnya Utang Pajak.

Pasal 127

(1) Pencegahan dilakukan dalam hal Penanggung Pajak:

a. mempunyai Utang Pajak paling sedikit RpIOO.OOO.OOO,OO
(seratus juta rupiah); dan

b. diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.

(2) Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diragukan
dalam hal Penanggung Pajak:

a. tidak melunasi Utang Pajak baik sekaligus maupun
angsuran walaupun telah diberitahukan Surat Paksa;
danj'atau

b. menyembunyikan atau memindahtangankan barang
yang dimiliki atau yang dikuasai, termasuk akan
membubarkan Badan, setelah timbulnya Utang Pajak.

(3) Bupati melalui Kepala Bapenda mengajukan usulan
Pencegahan kepada pejabat yang berwenang di bidang
keimigrasian.

Pasal 126

(2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain:

a. Penanggung Pajak atau pihak-pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 120 ayat (4) tidak dapat ditemui
untuk menyampaikan Surat Teguran, Tanda Teguran,
atau Surat Paksa;

b. Penanggung Pajak mengajukan permohonan
pengurangan atau penundaan pembayaran Utang
Pajak;dan

c. alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
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(1) Hak untuk me1akukan Penagihan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 116 menjadi kedaluwarsa sete1ah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

Pasal 129

Bagian Kesebelas
Kedaluwarsa

(1) Bupati melalui Kepala Bapenda menerbitkan Surat Perintah
Penagihan Seketika dan Sekaligus, dalam hal:
a. Penanggung Pajak memindahtangankan Barang yang

dimiliki atau yang dikuasai untuk menghentikan atau
mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang
dilakukan di daerah;

b. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan,
digabungkan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau
dilakukan perubahan bentuk lainnya;

c. Badan akan dibubarkan atau terdapat tanda-tanda
kepailitan; atau

d. terjadi Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh
pihak ketiga.

(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus berisi:
a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan

Penanggung Pajak;

b. jumlah Utang Pajak;

c. perintah dan tata cara untuk membayar; dan
d. saat pelunasan Pajak.

(3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bentuk
sebagaimana terdapat pada LAMPIRANXVIyang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 128

(3) Bupati me1alui Kepala Bapenda mengajukan usulan
Penyanderaan kepada pejabat yang berwenang di bidang
hukum dan hak asasi manusia.
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(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala
Bapenda terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB,SKPDN,dan pemotongan atau Pemungutan oleh
pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang­
undangan di bidang perpajakan daerah.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah Pajak
yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan
Wajib Pajak, dengan disertai alasan yangjelas.

Pasal 130

Paragraf 1
Keberatan

Bagian Keduabelas
Penyelesaian Keberatan

(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah berbeda
dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (3),
jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dihitung sejak saat penetapan SKPDatau SPPT.

(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
a. diterbitkan Surat Teguran danf atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik

langsung maupun tidak langsung
(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran danfatau Surat Paksa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa
Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat
Teguran danfatau Surat Paksa.

(5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang
Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari
pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

(7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa
Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.
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(1) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan
ayat (6)tidak dianggap sebagai surat keberatan.

(2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenu hi
persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal130 ayat (3), Petugas dapat meminta
Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk melengkapi
persyaratan tersebut.

(3) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengmman
tercatat atau mela1uimedia lainnya, atau tanda penerimaan
surat keberatan yang diberikan Petugas kepada Wajib Pajak,
menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 131

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB,atau SKPDNdikirim atau tanggal pemotongan atau
Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi:
a. bencana alam;
b. bencana non alam
c. kebakaran;
d. kerusuhan massal atau huru-hara;
e. wabah penyakit; darr/ atau
f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(5) Keberatan dapat diajukan untuk satu ketetapan pajak dan
Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau
pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling
sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(6) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib
Pajak/Penanggung Pajak harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib

Pajak/Penanggung Pajak, dan dalam hal permohonan
keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan
melampirkan surat kuasa;

b. Fotokopi dan asli SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan
oleh pihak ketiga;

c. Fotokopi SSPD atau bukti yang dikeluarkan oleh bank
atau tempat pembayaran lainnya.

d. Fotokopi akte pendirian perusahaarr/badan (jika ada);
dan

e. Fotokopi KTPISIMatau identitas lainnya.
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(1) Pengajuan keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau
pemotongan atau Pemungutan untuk jenis PBB-P2 berupa
SPPT, SKPD,dan STPDdapat dilakukan dalarn hal:
a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek Pajak bumi

dan Zatau bangunan atau nilai jual objek Pajak bumi
darr/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya;
dan Zatau

b. Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang­
undangan PBB-P2.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan secara:
a. perseorangan atau kolektif untuk SPPT;
b. perseorangan untuk SKPD;dan
c. perseorangan untuk STPD.

(3) Pengajuan keberatan secara perseorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)harus memenuhi persyaratan:
a. 1 (satu) Surat Permohonan Keberatan untuk 1 (satu)

SPPT/ SKPD/ STPD;
b. diajukan secara tertulis dalarn bahasa Indonesia kepada

Kepala Bapenda dengan mengemukakan jumlah PBB-P2
yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak
disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan
keberatannya;

c. Surat Permohonan Keberatan ditandatangani oleh Wajib
Pajak, dan dalarn hal Surat Keberatan ditandatangani
oleh bukan Wajib Pajak harus dilarnpiri dengan Surat
Kuasa;

d. dilarnpiri asli SPPT/ SKPD/ STPD yang diajukan
keberatan;

e. dilarnpiri bukti pelunasan tunggakan PBB-P2 tahun
sebelumnya;

f. diajukan dalarnjangka waktu 3 (tiga)bulan sejak tanggal
SPPT/SKPD/STPD dikirim, kecuali apabila Wajib Pajak
atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya;dan

(4) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)harus memenuhi persyaratan:
a. 1 (satu) pengajuan untuk beberapa SPPT/SKPD/STPD

Tahun Pajak yang sarna;

Pasal132

(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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(1) Atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 130 ayat (1), dilakukan penelitian administasi
darr/ atau lapangan atas subtansi keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bapenda berwenang untuk:
a. meminta dan/ atau meminjam buku, catatan, data, dan

informasi dalam bentuk salinan cetak dan/ atau digital
kepada Wajib Pajak terkait dengan materi pengajuan
keberatan melalui penyampaian surat permintaan
dan / atau peminjaman buku, catatan, data, dan
informasi;

b. mengonfirmasi Wajib Pajak dan Iatau pihak yang terkait
atas hal-hal yang berkaitan dengan materi keberatan
yang diajukan; dan Iatau

Pasal133

b. diajukan secara tertulis oleh Kepala Desai Lurah
setempat dalam bahasa Indonesia kepada Kepala
Bapenda dengan mengemukakan jumlah PBB-P2 yang
terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai
dengan alasan yang mendukung pengajuan
keberatannya;

c. PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT/SKPD/STPD
untuk buku I dan buku II;

d. dilampiri asli SPPTISKPDISTPD yang diajukan
keberatan;

e. dilampiri bukti pelunasan tunggakan PBB-P2 tahun
sebelumnya;

f. diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak
tanggal SPPT/SKPD/STPD dikirim, kecuali apabila Wajib
Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya.

g. pokok pajak terutang sampai dengan Rp500.000,- (lima
ratus ribu rupiah);

(5) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4)
huruf b, pengajuan keberatan disertai dengan:
a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas

kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
c. fotokopi surat Ijin Mendirikan Bangunan (1MB)atau

Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Zatau
fotokopi bukti pendukung lainnya yang berkaitan
langsung dengan objek Pajak misalnya Rencana
Anggaran Biaya Pembangunan.
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(1) Kepala Bapenda dalarn jangka waktu paling lama
12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan
Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan.

(2) Dalarn memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
a. menerima seluruhnya dalarn hal pajak terutang

berdasarkan hasil penelitian sarna dengan pajak yang
terutang menurut Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalarn hal pajak terutang
berdasarkan hasil penelitian sebagian sarna dengan
pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

c. menolak dalarn hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian sarna dengan pajak yang terutang dalarn surat
keputusarr/Icetetapan yang diajukan keberatan oleh
Wajib Pajak; atau

d. menarnbah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalarn
hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih
besar dari pajak yang terutang dalarn surat
keputusarr/ketetapan yang diajukan keberatan oleh
Wajib Pajak.

(4) Jangka Waktu pemberian keputusan atas keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dihitung berdasarkan:
a. tanggal tanda terima Surat Permohonan Keberatan,

dalarn hal disarnpaikan secara langsung oleh Wajib Pajak
atau kuasanya ke tempat pelayanan atau petugas yang
ditunjuk; atau

b. tanggal tanda terima Surat Permohonan Keberatan,
dalarn hal disarnpaikan melalui Pos atau media lainnya
dengan bukti pengiriman surat.

(5) Apabila dalarn jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi
suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap diterirna.

(6) Keputusan Kepala Bapenda tentang Keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)menggunakan bentuk sebagaimana
terdapat pada LAMPlRANXVIIIyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 134

c. meninjau tempat atau lokasi termasuk tempat lain yang
berkaitan dengan materi keberatan yang diajukan.

(3) Hasil pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dituangkan dalarn berita acara.

(4) Bentuk berita acarajsebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada
LAMPIRANXVIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada Pengadilan Pajak, atas Surat Keputusan Keberatan
yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal134 ayat (1)paling lama 3 (tiga)bulan
sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat
Keputusan Keberatan tersebut.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan
disertai alasan yang jelas.

(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan
1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,
sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh
persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3)
tidak dikenakan.

Pasal 137

Paragraf2
Banding

(1) Dalam hal pengajuan keberatan pajak dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma
enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar
untukjangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 136

(1) Dalam hal WajibPajak mengajukan keberatan, jangka waktu
pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat
pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak termasuk sebagai utang pajak.

Pasal135
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(1) Kepala Bapenda berdasarkan permohonan WajibPajak dapat
membetulkan, atau membatalkan ketetapan pajak yang
tercantum dalam SPPT, SKPD,SKPDKB,SKPDKBT,SKPDN,
SKPDLBSTPDatau hasil pemeriksaan yang tidak benar.

(2) Pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)didasarkan pada:

a. kesalahan tulis;

b. kesalahan hitung; atau

c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam
Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

(3) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)didasarkan pada pertimbangan antara lain:

a. bukan merupakan objek, subjek dan/ atau Wajib Pajak;

b. terkena bencana atau peristiwa yang luar biasa;
darr/atau

c. ketetapan pajak yang tidak benar.

Pasal 139

Bagian Ketigabelas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma
enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar
untukjangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Putusan Banding.

(3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 138
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(I) Pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 139 ayat (I) dapat diberikan atas permohonan
Wajib Pajak meliputi pembetulan atas kesalahan atau
kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung
persengketaan antara petugas dan Wajib Pajak yaitu:
a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan dan

pengisian NPWPDjNOPD, nama Wajib Pajak, alamat
Wajib Pajak, alamat objek Pajak, masa pajak, Tahun
Pajak, jumlah pajak terutang danj atau tanggal jatuh
tempo;

b. kesalahan hitung pajak terutang, antara lain kesalahan
penjumlahan, pengurangan, perkalian danj atau
pembagian suatu bilangan; danj atau

c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam
perundang-undangan pajak daerah, antara lain
kekeliruan dalam tarif, luas objek bumijtanah tidak
sesuai bukti kepemilikan berupa sertifikat, kekeliruan
pengenaan pajak dan kekeliruan penerapan sanksi
administrasi.

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 139 ayat (I) harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai

alasan yang mendukung permohonannya.
b. Setiap permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib

Pajak atau kuasanya secara perorangan untuk 1 (satu)
atau beberapa ketetapan pajak yang berbeda; dan

c. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan
dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan
Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa dari
Wajib Pajak.

d. diajukan paling lama:
1. 1 (satu) bulan setelah SKPD, SKPDKB,SKPDKBT,

STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
dikirimkan.

2. 3 (tiga)bulan setelah SPPTdikirimkan.
(3) Khusus untuk ketetapan SPPTjSKPD PBB-P2 dapat

diajukan secara kolektif oleh pemerintah desa.

Pasal140

Paragraf 1
Pembetulan Ketetapan Pajak
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(1) Atas penyampaian permohonan yang telah dianggap lengkap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Wajib Pajak
diberikan tanda bukti penerimaan surat.

(2) Tanggal penerimaan surat permohonan yang dijadikan dasar
untuk memproses surat permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan

secara langsung oleh Wajib Pajak pada Bapenda; atau
b. Tanggal stempel pos atau tanda terima pengiriman dalam

hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat
atau media lainnya.

c. Tanggal surat elektronik, dalam hal disampaikan secara
elektronik sesuai dengan ketentuan perundang­
undangan.

(3) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 142 ayat (1) berisi mengabulkan atau menolak
permohonan Wajib Pajak.

Pasal142

(1) Permohonan pembetulan secara perorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2)dilampiri:
a. identitas Wajib Pajak (Salinan KTP atau kartu identitas

lainnya);
b. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN

atau SKPDLBasli yang diajukan;
c. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
d. sertifikat atau dokumen peraturan perpajakan.

(2) Permohonan pembetulan secara kolektif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) ditandatangani kepala
desa dan SPPTISKPD PBB-P2 asli.

(3) Petugas yang ditunjuk melaksanakan penelitian persyaratan
terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Petugas dapat meminta data, informasi, darr/ atau
keterangan yang diperlukan.

(5) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap
bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat
dipertimbangkan.

(6) Dalam hal permohonan tidak dapat dipertimbangkan
berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat
permohonan, harus memberitahukan secara tertulis disertai
alas an yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal141
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(1) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 139 ayat (1)dapat diberikan berdasarkan permohonan
Wajib Pajak/kuasanya karena pertimbangan beberapa hal,
an tara lain:
a. objek Pajaknya tidak ada atau SPPTganda; darr/ atau
b. penetapan sebagai WajibPajak atas suatu objek Pajak yang

belum jelas diketahui Wajib Pajaknya atau objek Pajaknya
termasuk objek Pajak yang tidak dikenakan pajak menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Permohonan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. setiap permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD,

SKPDKB,SKPDKBTatau STPD;
b. diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia kepada

Kepala Bapenda disertai dengan alasan yang mendukung
permohonannya;

c. melampirkan fotokopi identitas diri (KTPISIM);
d. diajukan paling lama:

1. 1 (satu) bulan setelah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
dikirimkan.

2. 3 (tiga)bulan setelah SPPTdikirimkan.
e. melampirkan SKPD, SKPDKB,SKPDKBTatau STPD asli

yang dimohonkan pembatalan dan tidak memiliki
tunggakan dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan
perpajakan yang berlaku; dan

f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan
dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib
Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

Pasal143

Paragraf 2
Pembatalan Ketetapan Pajak

(4) Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan pembetulan
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
telah terlampaui dan tidak diterbitkannya keputusan Kepala
Bapenda, maka permohonan pembetulan dianggap diterima.

(6) Keputusan Kepala Bapenda tentang Surat Keputusan
Pembetulan Ketetapan Pajak menggunakan bentuk
sebagaimana terdapat pada LAMPIRANXIXyang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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(1) Petugas yang ditunjuk melaksanakan penelitian persyaratan
terhadap permohonan pembatalan ketetapan pajak
sebagaimana dimaksud dalarn Pasall43.

(2) Dalam melaksanakan pene1itian persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), petugas dapat melakukan
peninjauan ke lokasi kegiatan dengan me1ibatkan perangkat
daerah danj atau instansi terkait serta dapat meminta
dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.

(3) Permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 143, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga
tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau
kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang
mendasari.

Pasal144

(3) Khusus untuk ketetapan SPPTjSKPD PBB-P2 dapat
diajukan secara kolektif oleh pemerintah desa

(4) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenu hi
persyaratan:
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT;
b. diajukan secara tertulis dalarn bahasa Indonesia kepada

Kepala Bapenda dengan mencantumkan alas an yang
mendukung permohonannya;

c. dilarnpiri SPPTasli yang dimohonkan pembatalan; dan
d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajakj

Kuasa Wajib Pajak.
(5) Permohonan pembatalan untuk SPPTyang diajukan secara

kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
memenuhi persyaratan:
a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPTTahun Pajak

yang sarna dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT
paling banyak Rp500.000,OO(lima ratus ribu rupiah);

b. diajukan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dalarn
Bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang
mendukung permohonannya;

c. dilarnpiri SPPTasli yang dimohonkan pembatalan; dan
d. diajukan oleh Pemerintah DesajKelurahan setempat

dengan disertai larnpiran rekapitulasi SPPT yang
diajukan pembatalan.

(6) Surat permohonan pembatalan ketetapan pajak
menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada
LAMPIRANXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 147

Bagian Keempatbelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

(1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144
ayat (1), digunakan sebagai dasar penerbitan Keputusan
Kepala Bapenda untuk menerima atau menolak permohonan
pembatalan ketetapan pajak.

(2) Keputusan Kepala Bapenda atas permohonan pembatalan
ketetapan pajak, diberikan paling lama 6 (enam) bulan
terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka
permohonan pembatalan ketetapan pajak dianggap diterima.

(4) Keputusan Kepala Bapenda tentang pembatalan Ketetapan
Pajak menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada
LAMPlRANXXIyang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 146

(1) Atas penyampaian permohonan yang telah dianggap lengkap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Wajib Pajak
diberikan tanda bukti penerimaan surat.

(2) Tanggal penerimaan surat permohonan yang dijadikan dasar
untuk memproses surat permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)adalah:
a. Tanggal terima surat WajibPajak, dalam hal disampaikan

secara langsung oleh Wajib Pajak pada Bapenda;
b. Tanggal stempel pos atau tanda terima pengiriman dalam

hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat
atau media lainnya; atau

c. Tanggal pengmman surat elektronik, dalam hal
disampaikan secara e1ektronik sesuai ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 145

(4) Atas permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3),Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut
diajukan, harus memberitahukan kepada Wajib Pajak atau
kuasanya dan pemerintah desajkelurahan setempat secara
tertulis disertai alasan yang mendasari.
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(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian
ke1ebihan pembayaran pajak secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan
pembayaran pajak dan mencantumkan alasan pengembalian
ke1ebihan pembayaran pajak.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Bupati dengan tembusan Kepala Bapenda.

(3) Permohonan pengembalian ke1ebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilengkapi persyaratan
administrasi sebagai berikut:
a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
c. fotokopi identitas penerima kuasa;
d. bukti pembayaran pajak (yang ada kelebihan

pembayaran);
e. fotokopi nomor rekening atas nama Wajib Pajak; dan
f. dokumen pendukung pengembalian kelebihan

pembayaran pajak lainnya yang sah sesuai aspek alasan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

(4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf f sebagai persyaratan administrasi pengembalian
kelebihan pembayaran bagi BPHTB dengan alasan batal
transaksi jual beli, berupa:
a. akta pembatalan;
b. surat pernyataan pembatalan jual beli yang dibuat dan

ditandatangani oleh masing-masing penjual dan pembeli
yang dibubuhi materai; dan

c. surat kematian bagi Wajib Pajak dengan alasan batal
transaksi yang disebabkan Wajib Pajak meninggal dunia.

Pasal 148

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dapat diberikan dalam hal:
a. jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah

pajak yang terutang;
b. telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak

seharusnyaterutang;dan
c. telah terjadi pembatalan transaksi jual beli, khusus bagi

BPHTB.
(3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

olehWajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling
lama 5 (lima)tahun sejak saat terutangnya pajak atau sejak
tanggal pembatalan transaksi jual beli bagi BPHTB.

(4) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dilakukan pemeriksaan pajak untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

-98-



(1) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya,
kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan
terlebih dahulu untuk melunasi utang pajak lainnya
tersebut.

(2) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menunjukkan adanya kelebihan pembayaran pajak,
kelebihan pembayaran pajak dicantumkan didalam SKPDLB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal150.

(3) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menunjukkan tidak ada selisih pembayaran pajak,
diterbitkan SKPDN.

(4) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menunjukkan adanya kekurangan pembayaran pajak,
diterbitkan SKPDKB.

(5) Terhadap Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2),dapat diperhitungkan untuk :
a. Restitusi;
b. kompensasi; atau

Pasal 151

Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dikabulkan,
Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.

Pasal 150

(1) Petugas melakukan penelitian berkas permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak paling lama
1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan
dan dapat dibantu oleh tim.

(2) Penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat
dilakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/ atau meminta
dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.

(3) Hasil penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk
mengabulkan atau menolak permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak.

(4) Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak diberikan paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dianggap dikabulkan.

Pasal 149
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(1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak
MBLBterutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan,
pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.

(2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ke kas Pemerintah Provinsi dilakukan
bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas
Pemerintah Daerah dalam SSPD Pajak MBLB.

(3) Pelaporan Opsen Pajak MBLBsebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB
sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (2).

(4) Ketentuan mengenai Penagihan berlaku mutatis mutandis
terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran
Opsen Pajak MBLB.

(5) SSPD Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada
LAMPlRANXXIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal153

Paragraf 1
Pemungutan Opsen Pajak MBLB

Bagian Kelimabelas
Pemungutan Opsen Pajak MBLBdan Bentuk Sinergi antara

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dalam
Implementasi Kebijakan yang Berdampak pada Pemungutan

Pajak MBLBdan Opsen Pajak MBLB

(1) Kepala Bapenda setelah menerbitkan SKPDLB,mengirimkan
surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak beserta berkas pendukung lainnya kepada Kepala
Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk diproses lebih
lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(3) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6%
(nol koma enam persen) perbulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal152

c. disumbangkan kepada Daerah apabila Wajib Pajak
menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran
pajak dihibahkan kepada Daerah.
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(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi,
Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku
usaha di daerah.

Pasal 155

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak Bagi Pelaku Usaha

BABIV
INSENTIFFISKAL

(1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan
Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan
Pemerintah Provinsi.

(2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi
pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan
Pajak MBLB.

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mencakup:

a. biaya-biaya yang timbul dari proses pendataan
terhadap potensi Pajak MBLB di wilayah Daerah
sebagaimana diatur dalam Pasall9; dan

b. biaya Pemeriksaan pada masa-masa Pajak pada Tahun
Pajak sebelum Tahun Pajak pelaksanaan sinergi.

(4) Sinergi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan berdasarkan:

a. persentase tertentu dari total biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3); danjatau

b. besaran uang tertentu yang ditentukan secara
bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah.

(5) Berdasarkan instruksi Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Daerah dapat memberikan laporan realisasi pemungutan
Pajak MBLBsecara berkala.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan
bentuk sebagaimana diatur oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 154

Paragraf2
Bentuk Sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah

Provinsi dalam Implementasi Kebijakan yang Berdampak pada
Pemungutan Pajak MBLBdan Opsen Pajak MBLB
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(1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 155 ayat (2) merupakan kewenangan Bupati sesuai
dengan kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan
daerah.

(2) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) huruf a dan huruf b,
dilakukan dengan memperhatikan faktor:
a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak oleh Wajib

Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak

terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di
daerah; dan/ atau

d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
(3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha

mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 155 ayat (3)huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria
usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang­
undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi.

(4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) huruf d, disesuaikan
dengan prioritas daerah yang tercantum dalam rencana
pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal156

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau
penghapusan atas pokok pajak, dan/ atau sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan
secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena

bencana alam, kebakaran, dan/ atau penyebab lainnya
yang terjadi bukan karen a adanya unsur kesengajaan
yang dilakukan oleh Wajib Pajak darr/atau pihak lain
yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;

c. untuk mendukung dan me1indungi pe1aku usaha mikro
dan ultra mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam
mencapai program prioritas daerah; dan/ atau

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam
mencapai program prioritas nasional.
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(1) Dalam hal pemberian insentif dilakukan secara jabatan oleh
Bupati, Bapenda Wajib melakukan kajian terlebih dahulu
dengan mempertimbangkan:
a. rencana penggunaan insentif fiskal;
b. dampak terhadap penerimaan daerah akibat insentif

fiskal yang diberikan;
c. dampak terhadap penerima insentif fiskal terhadap

kondisi usaha Wajib Pajak;

Pasal158

(1) Dalam hal Pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1),
Wajib Pajak melengkapi dokumen, berupa:
a. permohonan dibuat secara tertulis dengan menggunakan

Bahasa Indonesia;
b. melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c. melampirkan NPWPD;
d. dokumen Pendukung yang relevan, seperti laporan

keuangan terakhir, bukti keterbatasan kemampuan
finansial, atau bukti terjadinya bencana alam atau
kebakaran pada objek Pajak; dan

e. tujuan dan alas an permohonan yang menjelaskan secara
jelas tujuan dari permohonan insentif fiskal serta alas an
Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 156 ayat (2).

(2) Permohonan Wajib. Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan
kepada Bapenda, dengan cara:
a. langsung;
b. melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti

pengiriman surat; atau
c. elektronik.

(3) Sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bapenda dapat melakukan
pemeriksaan dengan tujuan lain terhadap persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Berdasarkan pemeriksaan dengan tujuan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan
keputusan berupa:
a. menerima permohonan dengan menerbitkan Surat

Keputusan Penerima Insentif Pajak; atau
b. menolak permohonan dengan menerbitkan Surat

Penolakan Permohonan Insentif Pajak.

Pasal157

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal155 ayat (3)huruf e dilakukan dalam
rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
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b. kondisi objek Pajak antara lain berupa:
1. lahan pertanian yang sangat terbatas, lahan sawah

yang dilindungi dan lahan sawah
pertanian / perkebunan Iperikanan / perternakan
tidak produktif;

2. tanah dan bangunan yang ditempati WajibPajak dari
golongan tertentu;

3. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu;
4. peruntukan tertentu objek Pajak yang digunakan

sebagai fasilitas umum dan/ atau sarana sosial;
5. objek Pajak yang terdampak bencana alam antara

lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan, atau tanah longsor;

6. bencana non alam antara lain wabah penyakit, dan
wabah hama;

7. peristiwa luar biasa antara lain kebakaran, huru -hara
dan/ atau kerusuhan.

gelar
TNI,
TNI,

1. kemampuan membayar Wajib Pajak;
2. kerugian komersial dan /utau kesulitan likuiditas;
3. Wajib Pajak meninggal dunia; atau
4. Wajib Pajak yang mendapatkan

pahlawanj'tanda kehormatan, veteran, ASN,
POLRI, pensiunan ASN, pumawirangan
purnawirawan POLRI, atau janda/ dudanya.

(1) Permohonan keringanan pajak terutang dapat berupa
pengurangan atau pembebasan atas pokok pajak dan/ atau
sanksi administratif.

(2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan
ke Bupati melalui Kepala Bapenda, dengan cara:
a. langsung;
b. melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti

pengiriman surat; atau
c. elektronik

(3) Dasar pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan karena pertimbangan:
a. kondisi Wajib Pajak antara lain berupa:

Pasal159

d. kesesuaian dengan program prioritas nasional/ daerah;
dan

e. pertimbangan lainnya.
(2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati dan
diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan
Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Bagian Kedua
Keringanan
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(1) Bupati dapat memberikan keringanan kepada Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud Pasal 159 ayat (1) secara jabatan
terhadap jenis Pajak tertentu berdasarkan pertimbangan
tertentu.

(2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berupa:
a. kepentingan daerah dalam rangka:

1. hari ulang tahun daerah dan hari besar Nasional;
2. percepatan target penerimaan;
3. target pajak di tahun berjalan telah tercapai;

darr/atau
4. penggalian potensi piutang pajak;

b. limpahan kementerian yang membidangi urusan pajak;
c. stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan

kesadaran Wajib Pajak dalam hal tertib administrasi
pembayaran;

d. percepatan target penerimaan Pajak Daerah;
e. penggalian potensi penerimaan dari piutang Pajak

Daerah;
f. kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program

prioritas daerah dan nasional; darr/ atau

Pasal 160

c. penyesuaian regulasi dalam masa peralihan penerapan
ketentuan perpajakan yang baru; atau

d. keadaan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
(4) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a angka 2 merupakan kondisi ketidakmampuan Wajib
Pajak dalam membayar utang jangka pendeknya dengan kas
yang diperoleh dari kegiatan usaha.

(5) Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati melalui
Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf d yaitu keadaan diluar kemampuan Wajib Pajak yang
berdasarkan penilaian objektif dinyatakan sebagai suatu
keadaan benar-benar di luar kemampuan Wajib Pajak dan
menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas
waktu pembayaran sesuai ketentuan.

(6) Batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) merupakan batas waktu jatuh tempo pembayaran
pajak teru tang.

(7) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan memperhatikan faktor:
a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib

Pajak se1ama2 (dua) tahun terakhir;
a. dokumen berupa buku dan/ atau catatan dalam proses

penyelesaian permohonan keringanan.
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(1) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 159 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. diajukan secara tertulis kepada Kepala Bapenda

menggunakan Bahasa Indonesia dengan
mencantumkan jenis keringanan alas an yang
mendukung permohonannya dengan melampirkan
fotokopi identitas diri (KTP/ SIM/ identitas lainnya);

b. diajukan satu ketetapan pajak untuk
perseoranganj'badan atau beberapa ketetapan pajak
yang sejenis untuk pengajuan kolektif;

c. diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat
ketetaparr/ keputusarr/ tagihan pajak diterbitkan.

d. tidak diajukan keberatan atau dalam hal diajukan
keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan
dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak
diajukan banding.

Pasal163

(1) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 159 ayat (1)dapat diajukan paling lama:
a. 1 (satu) bulan setelah SKPD,SKPDKB,SKPDKBT,STPD,

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding dikirimkan.

b. 3 (tiga)bulan setelah SPPf dikirimkan.
c. 3 (tiga)bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana

alam atau sebab lain yang luar biasa
(2) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak dapat
membuktikan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Pasal162

(1) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 159 ayat (1) dapat diajukan perseorangarr/badan
danj'atau secara kolektifuntuk PBB-P2.

(2) Permohonan keringanan secara kolektif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala
Desa/Lurah dengan diketahui Camat setempat.

Pasal 161

g. penerapan ketentuan perpajakan daerah yang
berdampak terhadap kenaikan ketetapan pajak yang
signifikan.
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(1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163
ayat (1) Petugas melaksanakan penelitian berkas
permohonan serta dapat melakukan penmjauan
lokasijlapangan dengan melibatkan perangkat daerah
danj atau instansi terkait atas subtansi keringanan oleh
Wajib Pajak.

(2) Dalam hal permohonan keringanan tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diajukan, harus
memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai
alasan yang mendasari permohonan tersebut tidak diterima
kepada Wajib Pajak atau kuasanyajKepala
DesajLurahjpengurus LVRIsetempat.

Pasal164

e. tidak diajukan permohonan pembetulan atau
pembatalan atas SKPD,SKPDKB,SKPDKBTatau STPD
yang diajukan keringanan.

f. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan
belum kedaluarsa menurut ketentuan perpajakan yang
berlaku.

g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan
dalam hal permohonan ditandatangani· oleh bukan
Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

h. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas
kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

1. surat pernyataan Wajib Pajak dan surat keterangan
instansi terkait yang menyatakan bahwa objek Pajak
terkena bencana atau peristiwa yang luar biasa (jika
adanya permohonan keringanan dikarenakan bencana
atau peristiwa luar biasa);

J. mengemukakan besaran persentase keringanan atas
pokok pajak danj atau sanksi administrasi disertai
alasan yang jelas.

(2) Petugas melakukan verifikasi berkas permohonan
keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)telah memenuhi syarat, Bapenda memberikan tanda
penerimaan surat pengajuan keringanan kepada Wajib Pajak

(4) Tanda pengiriman surat pengajuan keringanan melalui
pengiriman tercatat atau melalui media lainnya yang
diberikan Petugas kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti
penerimaan surat pengajuan.

(5) Pengajuan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak dipertimbangkan
sebagai permohonan keringanan.

(6) Surat permohonan keringanan menggunakan bentuk
sebagaimana terdapat pada LAMPlRANXXIIIyang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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(1) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal163 ayat (1)Kepala Bapenda dapat mengabulkan atau
menolak permohonan Wajib Pajak melalui Keputusan
Kepala Bapenda.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan hasil penelitian darr/ atau perunjauan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1).

(3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada
ayat ayat (1),ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

(4) Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3) tentang keringanan atas pokok pajak
terutang darr/atau sanksinya menggunakan bentuk
sebagaimana terdapat pada LAMPlRANXXIVyang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Wajib Pajak yang telah diberikan keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan
permohonan pengurangan untuk ketetapan pajak yang
sama.

Pasal165

(3) Pengajuan keringanan yang be1um memenuhi persyaratan
tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), Kepala Bapenda dapat meminta Wajib
Pajak/Penanggung Pajak untuk melengkapi persyaratan
tersebut.

(4) Pene1itian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bapenda berwenang untuk:

a. meminta dan/ atau meminjam buku, catatan, data, dan
informasi dalam bentuk salinan cetak darr/ atau digital
kepada Wajib Pajak terkait dengan materi pengajuan
keringanan melalui penyampaian surat permintaan
dan / atau pemmjaman buku, catatan, data, dan
informasi;

b. mengonfirmasi Wajib Pajak dan Iatau pihak yang terkait
atas hal-hal yang berkaitan dengan materi keringanan
yang diajukan; dan/ atau

c. meninjau tempat atau lokasi termasuk tempat lain yang
berkaitan dengan materi keringanan yang diajukan.
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(1) Wajib Pajak yang dapat dipertimbangkan untuk mendapat
pengurangan atau pembebasan atas pokok pajak terutang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1)meliputi:
a. untuk BPHTBantara lain:

1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah
darr/ atau bangunan melalui pembelian dari hasil
ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya
di bawah Nilai Jual Objek Pajak;

2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah
dan Zatau bangunan sebagai pengganti atas tanah
darr/ atau bangunan disebabkan oleh pemerintah
untuk kepentingan umum;

3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis
ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada
kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib
Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan
atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan
pemerintah;

4. Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan
usaha (merger1 atau peleburan usaha (konsolidasi)
dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan
likuidasi dan telah memperoleh keputusan
persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka
penggabungan atau peleburan usaha dari Direktorat
Jenderal Pajak;

5. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah
darr/ atau bangunan yang tidak berfungsi Iagi seperti
semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab
lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor,
gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang
terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)bulan
sejak penandatanganan akta;

6. WajibPajak orang pribadi yang memperoleh hak baru
melalui program Pemerintah di bidang pertanahan
(PTSL) dan tidak mempunyai kemampuan secara
ekonomi;

7. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Aparatur Sipil
Negara (ASN),Tentara Nasional Indonesia (TNI),Polisi
Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan ASN,
Pumawirawan TNI, Pumawirawan POLRI atau
janda/ duda-nya yang memperoleh hak atas tanah
dan/ atau bangunan rumah yang disediakan oleh
pihak Pemerintahy Pemerintah Daerah/ Swasta;

Pasal 166

Paragraf 1
Pengurangan atau Pembebasan Atas Pokok Pajak Terutang
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8. Wajib Pajak Korps Pegawai Republik Indonesia
(KORPRI),TNIdan POLRIyang memperoleh hak atas
tanah danjatau bangunan dalam rangka pengadaan
perumahan bagi anggota TNIdan POLRI;

9. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah
danj atau bangunan yang tidak mempunyai
kemampuan secara ekonomis;

10.Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah
danj atau bangunan yang terkena dampak ekonomi
dan moneter sehingga menurunkan kemampuan
bayar Wajib Pajak;

11.Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Aparatur Sipil
Negara (ASN),Tentara Nasional Indonesia (TNI),Polisi
Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan ASN,
Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau
jandaj duda-nya yang memperoleh hak atas tanah
danj atau bangunan rumah yang diperoleh dari
transaksi jual-beli, hibah, hibah wasiat, waris.

b. untuk PBB-P2 antara lain:
1. Wajib Pajak orang pribadi:

a) veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela
kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang
gerilya, atau janda j dudanya;

b) Wajib Pajak yang tidak mempunyai kemampuan
membayar pajak terutang karena:
1) NJOP objek Pajaknya meningkat akibat

perubahan lingkungan dan dampak positif
pembangunan;

2) objek Pajaknya mengalami peningkatan
ketetapan karen a kebijakan penerapan tarif
yang lebih tinggi; atau

3) Mempertimbangkan kemampuan membayar
Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak
sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi.

c) Wajib Pajak pensiunan ASN dan TNIjPoiri serta
jandaj dudanya.

d) Wajib Pajak ditimpa bencana yang diakibatkan
oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi,
tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,
angin topan, atau tanah longsor; atau

e) Wajib Pajak mengalami peristiwa yang luar biasa
antara lain kebakaran, wabah penyakit, wabah
hama, huru-hara, kerusuhan, atau tindakan
anarkis.
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2. Wajib Pajak Badan:
a) Mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada

Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat:
1) memenuhi kewajiban rutin;
2) membayar utang jangka pendeknya.

b) Mengalami kesulitas likuiditas dalam kurun
waktu paling lama 3 (tiga)Tahun Pajak sejak saat
mulai beroperasi;

c) Wajib Pajak badan usaha yang menyediakan
tanah danjatau bangunan yang digunakan
sebagai fasilitas umum dan/ atau saran a sosial
semata-mata digunakan untuk kepentingan
umum / sosial dan tidak untuk menean
keuntungan;

d) Wajib Pajak UMKM yang mengikuti program
prioritas pemerintahjpemerintah daerah;

e) Wajib Pajak ditimpa beneana yang diakibatkan
oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi,
tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,
angin topan, atau tanah longsor; atau

f) Wajib Pajak mengalami peristiwa yang luar biasa
antara lain kebakaran, wabah penyakit, wabah
hama, huru-hara, kerusuhan, atau tindakan
anarkis.

(2) Wajib Pajak yang dapat dipertimbangkan untuk mendapat
pengurangan atau pembebasan atas pokok pajak terutang
karena pertimbangan kondisi tertentu subjek dan objek
Pajak meliputi:
a. untuk PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB,Pajak

Sarang Burung Walet antara lain:
1. Objek Pajak dalam keadaan disita oleh instansi yang

berwenang, yang dibuktikan dengan sur at
penyitaan; atau

2. Objek Pajak tidak beroperasi dalam masa pajak
tertentu darr/atau kegiatan usahanya telah
berhenti.

b. untuk BPHTBantara lain:
1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak

atas tanah dan/ atau bangunan melalui program
pemerintah di bidang pertanahan, program
pemerintah di bidang perumahan yang tidak
mempunyai kemampuan seeara ekonomis;

2. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru
selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah
dan atau bangunan seeara fisik Iebih dari
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(1) Pemberian pengurangan atau pembebasan atas pokok pajak
terutang untuk BPHTB,PBJT, Pajak Reklame, PATdan Pajak
MBLBdapat diberikan sebagai berikut:
a. paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak

terutang untuk:
1. Wajib Pajak orang pribadi atau badan;

Pasal167

20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat
pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat
Pemerintah Daerah;

3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak
atas tanah dan Zatau bangunan Rumah Sangat
Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari
pengembangan dan dibayar secara angsuran;

4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dan
orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke
atas atau satu derajat ke bawah, termasuk
suami/ istri;

5. Tanah dan Zatau bangunan digunakan untuk
kepentingan sosial atau pendidikan yang semata­
mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain
untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim
piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari
keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi
pelayanan sosial masyarakat;

6. Objek Pajak yang digunakan sebagai lahan
pertanian yang sangat terbatas; atau

7. Objek Pajak yang ditempati sendiri yang dikuasai
atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.

c. untukjenis PBB-P2 antara lain:
1. lahan pertanian, perkebunan, perikanan atau

peternakan yang hasilnya sangat terbatas atau tidak
produktif;

2. lahan sawah dilindungi sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan;

3. tanah danj atau bangunan yang nilainya meningkat
akibat perubahan lingkungan dan dampak positif
pembangunan yang ditempati sendiri dan dikuasai
atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak yang tidak
mampu; atau

4. objek Pajak yang terkena bencana alam (gempa
bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan
sebagainya) atau sebab-sebab lain yang luar
biasa/force majeure (kebakaran, kekeringan, wabah
penyakit, hama tanaman dan sebagainya).
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2. penyelenggara reklame insidental yang mendukung
kegiatan sosial, keagamaan dan pendidikan; atau

3. tanah darr/atau bangunan yang nilainya meningkat
akibat perubahan lingkungan dan dampak positif
pembangunan.

b. paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) untuk lahan
pertanian dan peternakan terbatas.

c. paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari pokok
pajak terutang dalam hal objek Pajak terkena bencana
atau peristiwa yang luar biasa.

(2) Pengurangan atau pembebasan atas pokok pajak terutang
untuk PBB-P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak atas
pokok pajak terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD
atau STPDadalah sebagai berikut :
a. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari

pokok pajak yang terutang dalam hal:
1. Kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) huruf b angka 1
hurufb).

2. Kondisi tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 166 ayat (2)huruf c angka 1dan angka 2.

b. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari Pokok
pajak terutang dalam hal kondisi tertentu Objek Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal166 ayat (2)huruf c
angka 3 dan angka 4.

c. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari
PBB-P2yang terutang dalam hal kondisi tertentu dalam
pangkat terendah prajurit dan tertinggi perwira pertama
untuk TNI/POLRI, dalam pangkat terendah golongan I
dan tertinggi golongan III untuk ASN sebagaimana
dimakud dalam Pasal 166 ayat (1) huruf b angka 1
huruf c) dan veteran pejuang kemerdekaan, veteran
pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang
gerilya, atau janda / dudanya sebagaimana dimaksud
Pasal166 ayat (1)hurufb angka 1 hurufc);

d. sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari
PBB-P2yang terutang dalam hal kondisi tertentu dalam
pangkat terendah perwira menengah dan tertinggi
perwira tinggi untuk TNI/POLRI,dalam pangkat golongan
IVke atas untuk ASNsebagaimana dimakud dalam Pasal
166 ayat (1)huruf b angka 1 huruf c);

e. sebesar paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen) dari
PBB-P2 yang terutang untuk rumah sakit swasta;

f. sebesar paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari
PBB-P2yang terutang untuk Perguruan Tinggi Swasta;

g. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari
PBB-P2 yang terutang untuk objek PBB-P2 berupa
kawasan eagar budaya.
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(1) Permohonan pengurangan atau pembebasan atas pokok
pajak terutang secara perseoranganjbadan sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 159 ayat (1) untuk PBJT, pajak
MBLB,pajak reklarne, PATdan Pajak Sarang Burung Walet
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. melarnpirkan fotokopi SKPD, SKPDKB,SKPDKBTatau

STPD yang dimohonkan pengurangan danjatau
pembebasan serta tidak memiliki tunggakan dan belum
kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang
berlaku;

b. fotokopi laporan keuangan yang telah diaudit dan atau
surat keterangan Badan bubarjpailit atau keterangan
lain yang dianggap sarna.

(2) Permohonan pengurangan atau pembebasan atas pokok
pajak terutang secara perseoranganjbadan sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 159 ayat (1) untuk BPHTB harus
memenuhi persyaratan:
a. permohonan didasarkan atas besaran pokok pajak

BPHTBdalarn SSPDyang belum dibayar.
b. melarnpirkan dokumen pendukung meliputi:

1. Fotokopi SSPD j SKPDKBj SKPDKBTj STPD;
2. Fotokopi sertifikat atau dokumen pengganti

sejenisnya (AJB, IJB, dan sejenisnya);
3. Fotokopi SPPTpada Tahun Pajak berjalan; dan
4. bukti pelunasan PBB-P2.

c. Bukti dokumenj surat keterangan yang ditandatangani
oleh pejabat berwenangjputusan pengadilan;

d. Surat keterangan tidak marnpu untuk Wajib Pajak
BPHTBprograrn PTSL.

(3) Permohonan pengurangan atau pembebasan atas pokok
pajak terutang sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 159
ayat (1)untuk PBB-P2 harus memenuhi persyaratan:
a. Permohonan pengurangan atas pokok pajak terutang

danj atau sanksinya yang diajukan secara perseorangan
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPTatau SKPD

PBB-P2;
2. dilarnpiri fotokopi SPPT atau SKPD PBB-P2 yang

dimohonkan Pengurangan;
3. Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak

sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan
pengurangan, kecuali dalarn hal objek Pajak terkena
bencana alarn atau sebab lain yang luar biasa;

Pasal 168
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4. Tidak diajukan keberatan atas SPPTatau SKPDyang
dimohonkan Pengurangan, atau dalarn hal diajukan
keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan
Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan
dimaksud tidak diajukan Banding;

5. Tidak diajukan permohonan pembatalan atau
pembetulan atas SPPT, SKPD atau STPD yang
diajukan pengurangan; dan

6. Surat Keterangan Tidak Marnpu dari Kepala Desa
setempat.

b. Permohonan pengurangan atau pembebasan atas pokok
pajak terutang yang diajukan Badan harus memenuhi
persyaratan pada ayat (3) huruf a dan menarnbah
persyaratan :
1. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Pajak

Penghasilan (PPh)Tahun Pajak sebelumnya;
2. laporan keuangan atau surat keterangan dari

lembaga yang berwenang atau laporan keuangan
hasil audit;

3. anggaran dasar / anggaran rumah tangga badan
untukUMKM;

4. akta pendirian yang seharusnya dimiliki; dan
5. bukti kepemilikan tanah yang dilegalisir.

c. Permohonan pengurangan atau pembebasan atas pokok
pajak terutang yang diajukan Wajib Pajak untuk:
1. orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran

pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang
gerilya, janda/ dudanya harus melarnpirkan:
a) fotokopi SK pensiun, surat keputusan tentang

pengakuan, pengesahan dan penganugerahan
gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;

b) fotokopi KTP/KTA;dan
c) fotokopi struk pensiun bulan terakhir;

2. orang pribadi pensiunan PNS dan TNI/Polri serta
janda/ dudanya harus melampirkan:
a) fotokopi SKpensiun;
b) fotokopi KTP/KTA;dan
c) fotokopi struk pensiun bulan terakhir;

d. Permohonan pengurangan atau pembebasan atas pokok
pajak terutang yang diajukan secara kolektif harus
memenuhi persyaratan:
1. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun

Pajak yang sarna;
2. Diajukan secara tertulis dalarn Bahasa Indonesia

disertai dengan alasan yang jelas;
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karena:
a. kekhilafan Wajib Pajak;

sanksi

dengan
bidang
untuk

Wajib Pajak yang dikenai sanksi pajak sesuai
ketentuan peraturan perundang- undangan di
perpajakan dapat mengajukan permohonan
memperoleh pengurangan atau pembebasan atas
administratif.

(2) Dasar pemberian pengurangan atau pembebasan atas sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan

(1)

Pasal170

Paragraf2
Pengurangan atau Pembebasan Atas Sanksi Administratif

(1) Permohonan Wajib Pajak dalam hal kondisi tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf c
angka 1huruf c)TNI/POLRIdalam pangkat terendah prajurit
dan tertinggi perwira pertama, ASNdalam pangkat terendah
golongan I dan tertinggi golongan III, permohonan diajukan
kepada Kepala Bapenda;

(2) Permohonan Wajib Pajak dalam hal kondisi tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf c
angka 1huruf c}TNI/POLRIdalam pangkat terendah perwira
menengah dan tertinggi perwira tinggi, ASNdalam pangkat
golongan IVke atas, permohonan diajukan kepada Bupati.

Pasal169

3. Diajukan kepada Kepala Bapenda, melalui:
a) Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia

(LVRI)setempat atau pengurus organisasi terkait;
atau

b) Kepala Desa/Lurah setempat.
4. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan

pengurangan atas pokok pajak terutang dan Zatau
sanksinya;

5. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak
sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan
pengurangan atau pembebasan atas pokok pajak
terutang, kecuali dalam hal objek pajak terkena
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;

6. tidak diajukan keberatan atas SPPTyang dimohonkan
pengurangan atau pembebasan atas pokok pajak
terutang; dan

7. dilampiri fotokopi keputusan pejabat berwenang
tentang kejadian objek yang terkena bencana alam
untuk kondisi tertentu objek Pajak.
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(1) Pengajuan permohonan pengurangan atau pembebasan atas
sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170
ayat (1)harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mengemukakan jumlah pokok dan/ atau sanksi pajak

yang dimohonkan pembebasan dengan disertai alasan
yang mendukung permohonannya;

b. Wajib Pajak telah melunasi pokok pajak yang tidak atau
kurang dibayar yang menjadi dasar pengurangan atau
pembebasan atas sanksi administratif yang tercantum
dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
dan Putusan Banding;

c. pengajuan permohonan pengurangan atau pembebasan
atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dengan melampirkan:
1. fotokopi SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD,

SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Pasal171

b. bukan karena kesalahan Wajib Pajak; atau
c. kondisi Wajib Pajak.

(3) KekhilafanWajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dalam hal Wajib Pajak tidak sadar atau lupa atau
pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam
memenuhi kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan
Wajib Pajak dikenakan sanksi pajak.

(4) Bukan karen a kesalahan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b disebabkan hal-hal sebagai
berikut:
a. Wajib Pajak tidak menerima SPPT, SKPD, SKPDKB,

SKPDKBTatau STPD;
b. terdapat kesalahan perhitungan dalam proses penetapan

Pajak; atau
c. terdapat kesalahan tulis, dan Iatau kekeliruan dalam

penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

(5) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c disebabkan hal-hal sebagai berikut:
a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
b. tingkat likuiditas Wajib Pajak;
c. bukan merupakan tanggungan Zkewajiban Wajib Pajak

atas perolehan hak tanah dan / atau bangunan.
(6) Khusus untuk PBB-P2 Buku I dan Buku II pengajuan

permohonan pengurangan atau pembebasan atas sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
dapat dilakukan secara perorangan dan kolektif.
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(1) Kepala Bapenda dapat memberikan kemudahan perpajakan
kepada Wajib Pajak, berupa:
a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pe1aporan

Pajak; darr/ atau
b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan

pembayaran Pajak terutang atau utang pajak.
(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
diberikan Kepala Bapenda secara jabatan atau berdasarkan
permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan
Kepala Bapenda.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a diberikan
kepada WajibPajakyangmengalami keadaan kahar sehingga
Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada
waktunya.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak terutang atau utang pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak
mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib
Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi
kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak terutang atau utang pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dapat diberikan Kepala Bapenda berdasarkan
permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan
Kepala Bapenda.

Pasal172

Bagian Keempat
Kemudahan Perpajakan

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang
dimohonkan pembebasan atas pokok pajak terutang
darr/ atau sanksinya;

2. fotokopi bukti pelunasan SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT,STPD,SKPDLBtahun sebelumnya;

3. dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa
sanksi administrasi dikenakan karen a kekhilafan
wajib pajak ata bukan karena kesalahan wajib pajak;

4. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang
dimintakan pembebasan denda administrasi;

5. fotokopi Surat Izin Usaha untuk Wajib Pajak Badan;
6. surat keterangan tidak mampu Zketerangan kesulitan

likuiditas dari pejabat/Instansi terkait.
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(I) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan
permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran
ketetapan pajak atau pelaporan pajak secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda dengan
mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya.

(2) Permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran
ketetapan pajak atau pelaporan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) ditandatangani olehWajibPajak atau
Penanggung pajak.

(3) Permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran
ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan me1ampirkan:
a. fotokopi KTP;
b. fotokopi SKPD, SPPT',SKPDKB,SKPDKBT,STPD, Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
dan Putusan Banding;

c. surat kuasa bermeterai cukup bagi yang dikuasakan;
d. surat keterangan atau dokumen lain yang menerangkan

terjadinya kesulitan likuiditas danjatau keadaan kahar.

Pasal 174

(1) Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak dapat memberikan perpanjangan batas
waktu pembayaran ketetapan pajak atau pelaporan pajak.

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diberikan paling lama
3 (tiga)bulan sejak tanggal penerbitan ketetapan pajak.

(3) Perpanjangan batas waktu pelaporan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) diberikan paling lama 3 (tiga)bulan
setelah berakhirnya masa Pajak.

Pasal173

Paragraf 1
Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran Atau Pelaporan Pajak

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Kepala Bapenda memperhatikan kepatuhan Wajib
Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(7) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; danj atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
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(1) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 174 telah memenuhi syarat, Bapenda memberikan
tanda penerimaan surat pengajuan permohonan
perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan pajak
atau pelaporan pajak kepada Wajib Pajak.

(2) Tanda pengmman surat pengajuan permohonan
perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan pajak
atau pelaporan pajak melalui pengiriman tercatat atau
melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat yang
diberikan Petugas kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti
penerimaan surat pengajuan perpanjangan batas waktu
pembayaran ketetapan pajak atau pelaporan pajak.

(3) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174
dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak untuk perpanjangan batas waktu
pembayaran ketetapan pajak atau pelaporan pajak yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Pasal 175

(4) Petugas dapat melakukan penelitian administasi dan/ atau
lapangan atas permohonan perpanjangan batas waktu
pembayaran ketetapan pajak atau pelaporan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Hasil pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (4)dituangkan dalam berita acara.

(6) Dalam hal pengajuan perpanjangan batas waktu
pembayaran ketetapan pajak atau pelaporan pajak tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak dipertimbangkan sebagai permohonan perpanjangan
batas waktu pembayaran ketetapan pajak atau pelaporan
pajak.

(7) Dalam hal permohonan perpanjangan batas waktu
pembayaran ketetapan pajak atau pelaporan pajak tidak
dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan terse but
diajukan, harus memberitahukan secara tertulis disertai
alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

(8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada
LAMPlRANXXVyang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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(1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan
permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang atau
utang pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, SPPT,
SKPDKB,SKPDKBT,STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal178

Paragraf2
Pemberian Fasilitas Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak

Terutang Atau Utang Pajak

Kepala Bapenda secara jabatan dapat memberikan perpanjangan
batas waktu pembayaran atau pe1aporan pajak berdasarkan
WajibPajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak
tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 sesuai data darr/utau
informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda dengan
menerbitkan Keputusan Kepala Bapenda.

Pasal177

(1) Keputusan Kepala Bapenda atas permohonan perpanjangan
batas waktu pembayaran ketetapan pajak atau pelaporan
pajak Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175
ayat (3),dapat berupa menyetujui atau menolak permohonan
Wajib Pajak.

(2) Keputusan Kepala Bapenda atas permohonan perpanjangan
batas waktu pembayaran ketetapan pajak atau pelaporan
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diberikan paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterima surat
permohonan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah terlampaui dan tidak diterbitkannya keputusan Kepala
Bapenda, maka permohonan perpanjangan batas waktu
pembayaran ketetapan pajak atau pelaporan pajak dianggap
disetujui.

(4) Keputusan Kepala Bapenda tentang perpanjangan batas
waktu pembayaran ketetapan pajak atau pelaporan pajak
menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada
LAMPIRANXXVIyang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal176
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(3) Hasil pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)dituangkan dalam berita acara.

(4) Pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran pajak terutang atau utang pajak yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dipertimbangkan sebagai permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak.

dokumen lain yang
kesulitan likuiditas

6. surat keterangan atau
menerangkan terjadinya
darr/utau keadaan kahar.

(2) Petugas dapat melakukan penelitian administasi dan/ atau
lapangan atas permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. permohonan harus diajukan secara tertulis yang

ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung pajak,
menggunakan Bahasa Indonesia dan menyebutkan
alasan yang jelas dengan rincian utang pajak;

b. melampirkan persyaratan yang terdiri dari:
1. fotokopi KTP;
2. fotokopi SPTPD, SKPD, SPPT, SKPDKB,SKPDKBT,

STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding;

3. surat kuasa bermeterai cukup bagi yang dikuasakan;
4. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai

kesanggupan untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak terutang atau utang pajak;

5. bukti tidak ada tunggakan pajak daerah; dan

Pasal179

(2) Surat permohonan mengangsur atau menunda pembayaran
pajak terutang atau utang pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Bapenda dengan
mencantumkan alasan dan jumlah pembayaran pajak yang
dimohon untuk diangsur atau ditunda pembayarannya.

(3) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak terutang atau utang pajak yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.
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(1) Keputusan Kepala Bapenda atas permohonan angsuran
pembayaran pajak terutang atau utang pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) dapat diberikan paling
banyak 10 (sepuluh) kali angsuran untuk jangka waktu
paling lama 10 (sepuluh) bulan secara berturut-turut.

(2) Dalam hal tertentu Wajib Pajak dapat diberikan persetujuan
angsuran pembayaran lebih dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)paling lama diberikan untuk jangka
waktu 24 (dua puluh empat) bulan atas pertimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak

(3) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dikenakan bunga sebesar 0,6%
(nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang
masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 181

(1) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 179 pada ayat (1) telah memenuhi syarat Kepala
Bapenda memberikan tanda penerimaan surat pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kepada
Wajib Pajak.

(2) Tanda penerimaan surat pengajuan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikirimkan
melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau
tanda penerimaan surat yang diberikan Petugas kepada
Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat
pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak
terutang atau utang pajak.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 pada
ayat (3) menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada
LAMPIRANXXVIIyangmerupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 180

(5) Dalam hal permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran pajak terutang atau utang pajak tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat
30 (tigapuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut
diajukan, harus memberitahukan secara tertulis disertai
alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
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(1) Keputusan Kepala Bapenda atas permohonan penundaan
pembayaran pajak terutang atau utang pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) dapat diberikan paling
lama untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan:
a. terhitung mulai tanggal pembayaran yang termuat dalam

SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan
Putusan Banding kecuali ditetapkan lain oleh Kepala
Bapenda berdasarkan alas an Wajib Pajak yang dapat
diterima.

b. terhitung mulai tanggal jatuh tempo yang termuat dalam
SPPT.

(2) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma
enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus
dibayar, untukjangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(3) Perhitungan untuk penundaan pembayaran dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut.
a. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh

jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil
perkalian antara bunga 0,6% (n01koma enam persen)
dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan
seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;

Pasal 182

(4) Perhitungan untuk angsuran pembayaran adalah sebagai
berikut.
a. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap

jumlah sisa angsuran;
b. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara

besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur,
dengan pokok pajak angsuran;

c. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara
jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan
jumlah bulan angsuran;

d. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa
angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam
persen);

e. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan
angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah
dengan bunga sebesar 0,6% (nolkoma enam persen).

(5) Terhadap jumlah angsuran pembayaran yang harus dibayar
tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi
harus dilunasi tiap bulan.
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(1) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan Surat
Keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak,
tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajak.

Pasal184

(1) Keputusan Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3),
dapat berupa:
a. menyetujui jumlah angsuran atau penundaan

pembayaran pajak terutang atau utang pajak dan/ atau
masa angsuran pembayaran sesuai dengan
permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran atau penundaan
pembayaran pajak terutang atau utang pajak dan/ atau
masa angsuran pembayaran yang dimohonkan Wajib
Pajak; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.
(2) Keputusan Kepala Bapenda atas permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak
sebagaimana dimaksud dalam 178 ayat (3),diberikan paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterima surat
permohonan.

(3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disertai dengan penyerahan jaminan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah terlampaui dan tidak diterbirkannya keputusan Kepala
Bapenda, maka permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran pajak terutang atau utang pajak dianggap
disetujui.

(5) Keputusan Kepala Bapenda tentang angsuran atau
penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak
menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada
LAMPlRANXXVIIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal183

b. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh
jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan
jumlah bunga 0,6% (nol koma enam persen) sebulan
yang bersifat tetap; dan

c. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus
paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang
telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
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(1) Untuk meningkatkan kepatuhan dan ketertiban pemenuhan
kewajiban perpajakan, Bapenda dapat melakukan pembinaan,
pengawasan dan penertiban terhadap WajibPajak.

(2) Pembinaan, pengawasan dan penertiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Bapenda
dan dapat melibatkan perangkat daerah/instansi terkait.

(3) Pembinaan, pengawasan dan penertiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dapat dibentuk tim yang merupakan
Unsur Perangkat Daerah dan/ atau Instansi terkait
an tara lain:
a. Inspektorat;
b. Satuan Polisi Pamong Praja;
c. Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Pasal187

BABV
PEMBINAAN,PENGAWASANDANPENERTIBAN

Apabila ketentuan mengenai tanggal dan Iatau jumlah yang
tercantum dalam surat keputusan angsuran pembayaran tidak
dipenuhi oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana
mestinya atau setelah berakhirnya masa penundaan pembayaran
pajak sebagaimana dalam surat keputusan penundaan
pembayaran pajak ternyata Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
tidak melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu pengajuan
angsuran atau penundaan pembayaran, maka Kepala Bapenda
melaksanakan tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 186

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang telah mendapat
persetujuan pembayaran secara angsuran atau penundaan
pembayaran pajak terutang atau utang pajak pada saat
melakukan kewajiban perpajakarr/pembayaran pajak ke Bank
yang ditunjuk harus me1ampirkan Keputusan angsuran
pembayaran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau
utang pajak dimaksud.

Pasal185

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditinjau kembali, apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, gugatan
atau banding, atau pengurangan Zpembatalan surat
ketetapan pajak, yang berkaitan dengan utang pajak yang
diizinkan untuk diangsur atau ditunda.
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(1) Pengawasan atas Wajib Pajak dapat dilakukan oleh Bapenda
apabila ditemukan adanya pemenuhan kewajiban
perpajakan tidak sesuai ketentuan perpajakan daerah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dalam bentuk:
a. Penghitungan omzet oleh petugas di tempat usaha Wajib
Pajak;

b. Pemasangan alat perekam transaksi usaha atau
sejenisnya di tempat usaha Wajib Pajak;

c. Pencocokan laporan omzet dengan kondisi riil di lapangan;
d. menempatkan petugas di tempat usaha Wajib Pajak.

Pasal 189

Bagian Kedua
Pengawasan

(1) Bapenda dapat melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak
guna mendorong peningkatan kesadaran pemenuhan
kewajiban perpajakan dan penerimaan pajak daerah
dengan cara:
a. Penyuluhan ketentuan perpajakan;
b. Penggalian potensi di objek Pajak;
c. Penyediaan layanan pendaftaran, pembayaran dan
pe1aporan; dan/ atau

d. Pendampingan dalam pe1aksanaan konsultasi perpajakan
daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan terhadap objek Pajak yang telah menjadi Wajib
Pajak maupun belum menjadi Wajib Pajak.

(3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat
dijadikan acuan dalam penetapan sebagai Wajib Pajak dan
mengukur kemampuan bayar Wajib Pajak.

Pasal188

Bagian Kesatu
Pembinaan

f. Dinas Perhubungan;
g. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sekretariat Daerah; dan
h. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

(4) Apabila diperlukan, pelaksanaan pembinaan, pengawasan
dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
meminta pendampingan dari aparat penegak hukum dan
instansi vertikallainnya.

(5) Pembentukan Tim pembinaan, pengawasan dan penertiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
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(1) Pemasangan peringatan atau menutup objek Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (2) huruf a
dapat dilaksanakan 5 (lima)hari sebelumjatuh tempo STPD.

(2) Khusus untuk objek Pajak reklame pemasangan peringatan
atau penutupan objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 190 ayat (2)huruf a dilaksanakan setelah jatuh tempo
STPD disertai surat pemberitahuan yang mencantumkan
batas waktu pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum
dilaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 190 ayat (2)haruf b dan huruf c.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terhadap penertiban objek Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 190 ayat (2)huruf a dan b, didahului
dengan memberi peringatan sebanyak 2 (dua) kali.

(4) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) me1iputi
peringatan kesatu dengan jangka waktu 5 (lima) hari dan
apabila setelah jangka waktu tersebut tidak dipenuhi akan
diterbitkan peringatan kedua dengan jangka waktu
3 (tiga)hari.

(5) Apabila jatuh tempo surat peringatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur maka
dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal191

(1) Bapenda dapat melaksanakan penertiban atas objek-objek
Pajak yang pajaknya kurang atau tidak dibayar dan dapat
melibatkan perangkat daerah Zinstansi terkait.

(2) Penertiban terhadap objek Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dapat dilaksanakan dengan:
a. memasang peringatan atau menutup objek Pajak

sebagai bentuk keteragan bahwa objek Pajak tersebut
belum membayar pajak berupa spanduk, stiker, papan
peringatan dan sejenisnya;

b. menurunkan; atau
c. rnembongkar.

Pasal190

Bagian Ketiga
Penertiban

(3) Setiap Wajib Pajak wajib memasang, menggunakan dan
menjaga sarana pengawasan secara elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal hasil pengawasan didapatkan ketidaksesuaian
dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan
ketentuan peraturan perpajakan daerah dapat ditindaklanjuti
dengan proses pemeriksaan dau/ atau penertiban.
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(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain
segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan
kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berlaku juga
terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk
membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dan ayat (2)adalah:
a. pejabat danj'atau tenaga ahli yang bertindak sebagai

saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
b. pejabat dan Iatau tenaga ahli yang ditetapkan oleh

Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat
lembaga negara atau instansi Pemerintah yang
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang
Keuangan Daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan
izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan
bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak
yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam
perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai
dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata,
Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan
dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib
Pajak yang ada padanya.

Pasal 193

BABVI
KERAHASlAANDATAWAJIBPAJAK

Terhadap penertiban reklame insidental, dilaksanakan secara
langsung tanpa didahului peringatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 191.

Pasal192

(6) Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tetap tidak dilaksanakan maka akan dilakukan tindakan
penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat dalam
Pasal 190 ayat (2).
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Ruang lingkup perforasi meliputi pengesahan alat bukti
pembayaran berupa tiketykarcis / bill/nota dan benda berharga
sejenisnya atau media reklame jenis tempelan Zselebaran atas
pungutan Pajak.

Pasal 195

BAB VII
PERFORASI

(1) Informasi atau data Wajib Pajak yang dilarang diberitahukan
oleh pejabatj'petugas kepada pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1), antara lain:
a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain
yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;

b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan
pemeriksaan;

c. dokumen dan/ atau data yang diperoleh dari pihak ketiga
yang bersifat rahasia;

d. dokumen dan Zatau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkenaan.

(2) Informasi atau data yang boleh diberitahukan oleh
pejabat / petugas adalah informasi atau data yang bersifat
umum ten tang perpajakan meliputi:
a. nama Wajib Pajak;
b. NPWPD/NOPD;
c. alamat Wajib Pajak;
d. penerimaan pajak per jenis pajak;
e. jumlah Wajib Pajak yang terdaftar

(3) Permintaan Informasi atau data sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mengajukan
permohonan tertulis kepada Kepala Bapenda.

Pasal194

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat,
keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana
atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang
diminta.
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(1) Pungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197,
wajib diperforasi untuk keabsahan penghitungan dan
pengawasan dalam pemungutan pendapatan daerah.

Pasal 198

(1) Pengadaan bukti pembayaran pungutan Pajak dengan
menggunakan tikety karcis / bill/nota dan benda berharga
sejenisnya dilaksanakan oleh:
a. pengusaha usaha makanan /rninuman dan jasa

perhotelan yang bersangkutan;
b. penyelenggara hiburarr/tontonan untuk karcis /fiket

tanda masuk hiburany tontonan, termasuk karcisj tiket
manual tambahan pada wahana permainan di dalam
satu objek permainan;

c. penyelenggara parkir termasuk pengusaha titipan
kendaraan untuk karcis parkir dan penitipan kendaraan;

d. Kepala Bapenda untuk stiker izin penyelenggaraan
reklame komersial atau non komersial; dan

e. penyelenggara/penyedia jasa reklame untuk media
reklame jenis tempelarr/ selebaran.

(2) Jenis tiket./karcia/ bill/nota dan benda berharga sejenisnya
yang dipergunakan harus yang mudah dibaca, dihitung, dan
diawasi serta menggunakan nomerator yang jelas.

Pasal 197

Perforasi alat bukti pembayaran pungutan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 195 meliputi:
a. PBJT berupa:

1. pajak hotel, yaitu bill hotel;
2. pajak restoran, yaitu bill restoran;
3. pajak hiburan, yaitu karcisj' tiket tanda masuk

hiburan Ztontonan, termasuk karcis /fiket manual
tambahan pada wahana permainan di dalam satu objek
permainan;

b. pajak reklame, yaitu stiker izin penyelenggaraan reklame
komersial atau non komersial dan media reklame jenis
tempelan / selebaran; dan

c. pajak parkir, yaitu karcis penyelenggaraan parkir dan
penitipan kendaraan.

Pasal196
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(1) Petugas perforasi mencatat tiketykarcis / bill/nota dan benda
berharga sejenisnya pungutan Pajak yang dimintakan
perforasi.

(2) Wajib Pajak dan Perangkat Daerah setiap bulan wajib
melaporkan tiket Zkarcis/ bill/nota dan benda berharga
sejenisnya yang digunakan kepada Kepala Bapenda.

Pasal 201

(1) Saat Pajak terutang atas penggunaan tiketykarcis/ bill/nota
dan benda berharga sejenisnya yang diperforasi, ditetapkan
1 (satu) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(2) Pada SPTPD wajib dilarnpirkan tiketykarcis / bill/nota dan
benda berharga sejenisnya, yang dituangkan dalarn berita
acara pemeriksaan penghitungan penjualan
tiket Zkarcis/ bill/nota dan benda berharga sejenisnya.

(3) BagiWajib Pajak penyelenggarajasa hiburan insidentil, wajib
menyarnpaikan deposit Pajak sebagai jarninan pembayaran
Pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya
tikety karcis / bill/nota dan benda berharga sejenisnya yang
diajukan untuk diperforasi.

Pasa1200

(1) Dikecualikan dari kewajiban perforasi sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 197 ayat (2) adalah penyelenggaraan
usaha yang penjualan tiketnya mempergunakan tiket
elektronik.

(2) Bagi Wajib Pajak yang dikecualikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), melaksanakan perforasi pada
tiketykarcis/ bill/nota dan benda berharga sejenisnya, harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala
Bapenda dengan perhitungan Pajak terutang berdasarkan
basis data penjualan pada sistem tiket elektronik termasuk
auto debet tap cash.

Pasal199

(2) Terhadap reklarne sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197
huruf d dan huruf e, wajib diserahkan terlebih dahulu
kepada Kepala Bapenda untuk diperforasi.

(3) Perforasi pungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dilaksanakan oleh Bapenda.
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(1) Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah yang meliputi
pendaftaran, pendataan, penilaian, penghitungan pajak,
penetapan pajak, pembayaran, pelaporan, penagihan dan
pengawasan dapat dilaksanakan secara elektronik.

(2) Pemungutan pajak daerah secara elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dalamjaringan (online)
dengan menggunakan aplikasi berbasis web.

(3) Dokumen pemungutan pajak daerah secara elektronik
dibuat dalam bentuk portable document format (.pdf) yang
dapat diakses melalui website Bapenda dengan diberikan
kode bar/barcode dan/ atau kode akses berupa kode
bayar /kode billing.

(4) Pemenuhan persyaratan dalam pemungutan pajak daerah
secara elektronik dibuat dalam bentuk dokumen elektronik
melalui website Bapenda.

(5) Penyampaian dokumen pemungutan pajak daerah secara
elektronik kepada Wajib Pajak dilakukan melalui media
elektronik /media sosial antara lain internet, e-mail,
whatsApp atau sejenisnya dan/ atau dapat diakses melalui
website Bapenda yang dibuktikan dengan notifikasi
pengiriman dan mempunyai kekuatan hukum yang sarna
dengan dokumen pemungutan pajak.

(6) Ketentuan mengenai teknis pengelolaan pajak daerah secara
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

Pasal202

Bagian Kesatu
Pengelolaan Pajak Daerah Secara Elektronik

BABVIII
SISTEMELEKTRONIKPAJAKDAERAH

(3) Kepala Bapenda melakukan rekonsiliasi data
tiketykarcis / bill/nota dan benda berharga sejenisnya
berdasarkan pencatatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali
bersama Wajib Pajak dan Perangkat Daerah.

(4) Kepala Bapenda membuat laporan hasil perforasi tribulanan
berdasarkan basil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3)dan disampaikan kepada Kepala Daerah.
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(1) PPATIPPATS dapat membantu Wajib Pajak untuk
menghitung dan membayar BPHTBsecara elektronik/online
dengan melampirkan surat kuasa.

(2) PPATIPPATS sebagaimanana dimaksud pada ayat (1) harus
mengajukan permohonan kepada Kepala Bapenda untuk
mendapatkan usemame dan password.

(3) Bapenda memberikan fasilitas jaringan elektronik/online
kepada PPAT/PPATS.

(4) PPATIPPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mendapatkan usemame dan password dari Bapenda.

Pasal 205

(1) Pembayaran pajak daerah secara elektronik menggunakan
perangkat dan/ atau sistem yang terhubung secara online
pada bank yang ditunjuk dan tempat pembayaran lainnya
dengan menggunakan kode transaksi./ kode bayarZkode
billingINOPD.

(2) Pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan melalui teller, transfer dan Iatau
menggunakan fasilitas pembayaran lain yang disediakan
bank yang ditunjuk antara lain:
a. alat pembayaran menggunakan kartu debit dan / atau

kartu kredit;
b. cek, bilyet giro, uang elektronik;
c. internet banking;
d. mobile banking;
e. fasilitas pembayaran lain yang disediakan bank yang

ditunjuk selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c,
dand.

(3) Fasilitas pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan
pembayaran pajak daerah secara elektronik;

Pasal204

(1) Pendataan potensi pajak daerah secara elektronik dilakukan
oleh petugas Bapenda dan Iatau petugas pemungut desa.

(2) pendataan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melalui aplikasi pendataan potensi milik Bapenda.

(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan bahan untuk menghitung potensi pendapatan
daerah.

(4) Dalam hal diperlukan tenaga ahli dalam rangka pendataan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda dapat
bekerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak lainnya.

Pasal203
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(1) Pelaporan atau permohonan yang dilakukan oleh Wajib
Pajak secara e1ektronik, dianggap sah apabila mendapatkan
notifikasi penerimaan dari Bapenda.

(2) Terhadap Wajib Pajak yang melaksanakan pelaporan pajak
menggunakan SPTPD online dengan mengisr dan
mengupload data ornzet harian menggunakan sistem
perpajakan daerah melalui website Bapenda.

Pasal208

(1) Dalam hal penggunaan fasilitas untuk menghitung dan
membayar BPHTBsecara online dari Bapenda, PPATIPPATS
mempunyai hak sebagai berikut:
a. mendapatkan dan Iatau mengganti usemame dan

password;
b. mengakses dan mempergunakan website Bapenda;
c. mencetak SSPDBPHTBsecara online; dan
d. mencetak laporan secara online.

(2) PPATIPPATS mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. menjaga kerahasiaan usemame dan password;
b. mencegah penyalahgunaan usemame dan password dari

pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan;
c. membayar atau menyetorkan pajak terutang ke kas

daerah apabila Wajib Pajak memberikan kuasa kepada
PPATIPPATS;

d. mengisi laporan bulan an cetak SSPDBPHTBsebagai dasar
pembuatan Akta Perolehan Hak atas Tanah darr/ atau
Bangunan dan laporan bulanan pembuatan Akta
Perolehan Hak atas Tanah dan Iatau Bangunan secara
online serta menyampaikan print out laporan tersebut
kepada Bupati melalui Bapenda.

e. membayar sanksi administratif berupa denda untuk setiap
pelanggaran yang merupakan penerimaan daerah dan
disetor ke kas daerah.

f. memberitahukan kepada Kepala Bapenda sejak saat
berpindah tempat kedudukan dan daerah kerja dan Zatau
berhenti menjabat.

Pasal 207

Untuk pembayaran BPHTB,Wajib Pajak mengisi SSPD secara
online melalui PPAT/PPATS yang telah mendapatkan usemame
dan password dari Bapenda.

Pasal 206
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(1) Perangkat dan/ atau sistem perekam data transaksi us aha
merekam setiap transaksi penerimaan jumlah pembayaran
usaha (ornzet)dalam masa pajak dan besarnya perhitungan
pajak terutang per hari pada sistem yang dimiliki Wajib
Pajak.

Pasal211

(1) Kepala Bapenda berwenang menghubungkan perangkat dan
sistern data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak
dengan perangkat dan/ atau sistem perekam yang
dimiliki/dikelola oleh Bapenda secara online.

(2) Perekaman data transaksi usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan penempelan darr/utau
pemasangan perangkat darr/ atau sistern perekam data
transaksi usaha pada akses pembayaran dan Zatau tempat
pencatatan transaksi baik pada server, front office maupun
back office.

(3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi keseluruhan data transaksi usaha yang menjadi
dasar pengenaan pajak yaitu data transaksi pembayaran
darr/ atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh
Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.

(4) Data transaksi yang seharusnya dibayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)meliputi pembayaran melalui voucer
atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-cuma
dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.

Pasal210

(1) Dalam rangka pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak,
Kepala Bapenda berwenang mcmasang/rncnghubungkan
perangkat dan Iatau sistem perekam data transaksi usaha
secara online pada objek Pajak.

(2) Perangkat darr/ atau sistem perekam data transaksi usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh
Bapenda atau dapat dikerjasamakan dengan pihak
perbankan yang ditunjuk atau Pihak Ketiga.

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan atau
pemeriksaan pajak daerah.

Pasal209

(3) Untuk memastikan informasi pengmman dokumen
pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diterima oleh Wajib Pajak, Bapenda dapat
memberikan pemberitahuan melalui layanan pesan singkat
(SMS Gateway) kepada Wajib Pajak.
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(1) Dalam pelaksanaan sistem pengawasan secara elektronik,
hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
a. Wajib Pajak berhak:

1) memperoleh fasilitas SPTPDelektronik;
2) memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha

dan informasi terkait perpajakan daerah;
3) menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data

transaksi usaha;
4) menerima jaringan untuk sistem online yang

dilaksanakan oleh Bapenda;
5) memperoleh jaminan pemasangarr/penyambungan/

penempatan sistem e1ektronik tidak mengganggu
perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib
Pajak; dan

6) mendapatkan penggantian perangkat dan sistem
online yang rusak atau tidak berfungsi/ beroperasi
yang disebabkan bukan karena perbuatan atau
kesalahan Wajib Pajak.

b. Wajib Pajak berkewajiban:
1) menggunakan darr/utau mengaktifkan serta

menghubungkan perangkat atau sistem perekam data
transaksi usaha dengan perangkat dan sistem yang
digunakan Wajib Pajak dalam transaksi usaha.

2) menjaga dan memelihara dengan baik perangkat atau
sistem perekam data transaksi usaha yang
ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;

3) menyimpan data transaksi usaha berupa bukti
pembayaran Zbill, tanda masuk/fiket./Icarcis untuk
jangka waktu paling lama 5 (lima)tahun;

4) menyimpan data yang dikelola secara elektronik atau
secara program aplikasi online untuk jangka waktu
paling lama 5 (lima)tahun;

5) melampirkan atau menginput data transaksi usaha
pada SPTPDsecara elektronik;

6) melaporkan dalam jangka waktu paling lama lx24
(satu kali dua puluh empat) jam apabila perangkat
atau sistem perekam data transaksi usaha yang
mengalami kerusakan kepada Bapenda;

Pasal212

(2) Perangkat dan Iatau sistem perekam data transaksi usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberikan informasi
transaksi secara real time ke sistem elektronik yang dimiliki
Bapenda.

(3) Informasi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak
dan Petugas Bapenda.
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7) memberikan kemudahan kepada Bapenda dalam
pelaksanaan sistem elektronik seperti menginstall/
memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem
informasi pengawasan data transaksi pembayaran
pajak di tempat usaha/ outlet Wajib Pajak;

8) memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem
informasi data transaksi, jumlah perangkat dan
sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem
data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.

(2) Dalam pelaksanaan sistem pengawasan secara elektronik,
hak dan kewajiban Bapenda adalah sebagai berikut:
a. Bapenda berhak:

1) memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan
sistem elektronik seperti menginstal/ memasang/
menghubungkan perangkat dan sistem di tempat
us aha Wajib Pajak;

2) memperoleh informasi mengenai merk/tipe, sistem
informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem,
serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi
transaksi pembayaran yang dimilikiWajib Pajak;

3) mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan
laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;

4) memonitoring data transaksi usaha dan pajak
terutang;

5) mengakses hardware darr/utau software sistem
elektronik pelaporan transaksi;

6) melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada
Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam sis tern
online pe1aporan data berbeda dengan laporan SPTPD
atau SPTPD elektronik yang diberikan oleh Wajib
Pajak;

7) melaporkan kepada aparat penegak hukum atas
kealpaan Wajib Pajak yang mengakibatkan kerusakan
dan Zatau hilangnya perangkat dan Zatau sistem
elektronik;

8) memasang alat bantu lainnya untuk penunjang
pelaksanaan pengawasan secara elektronik.

b. Bapenda berkewajiban:
1) menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha

Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

2) membangun dan menyediakan jaringan;
3) mengadakan, menyediakan, menyambung dan

memelihara perangkat sistern pelaporan transaksi
elektronik dengan biaya dari Bank Persepsi atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
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(1) Dalam pelaksanaan sistem pengawasan secara elektronik
dilarang:

a. mengubah danj atau menghapus data dari pembukuan
yang dikelola secara elektronik atau secara program
aplikasi online dengan cara dan dalam bentuk apapun;

b. memindahkan atau membuat tidak berfungsij
beroperasinya perangkat danj atau sistem elektronik
yang telah terpasang; danj atau

c. merusak perangkat danj atau sistem elektronik yang
telah terpasang.

(2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tersebut dilanggar, Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai
ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

a. Pembuatan Berita Acata penolakan, pengubahan
danj atau penghapusan, pemindahan, membuat tidak
berfungsijberoperasi serta perusakan perangkat
danj atau sistem elektronik yang telah terpasang; dan

b. Pemberian surat peringatan secara tertulis kepada Wajib
Pajak.

Pasal213

4) menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya
perangkat dan sistem data transaksi pembayaran
dimiliki oleh Wajib Pajak atas pe1aksanaan sistem
online;

5) melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan
Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada
perangkat danj atau sistem perekam data transaksi
usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya
sistem pelaporan transaksi elektronik;

6) menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada
Database Pajak untuk jangka waktu paling lama
5 (lima)tahun;

7) Perangkat danj atau sistem perekam data transaksi
usaha, merekam setiap transaksi penerimaan jumlah
pembayaran usaha (omzet) dalam masa pajak dan
besarnya perhitungan pajak terutang perhari pada
sistem yang dimilikiWajib Pajak.
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(1) Informasi dan Zatau dokumen perpajakan daerah yang
digunakan dalam pe1aksanaan sistem e1ektronik pajak
daerah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan
informasi dan / atau dokumen perpajakan daerah yang
digunakan menurut ketentuan peraturan perpajakan
daerah.

Pasal 216

Bagian Kedua
Informasi dan Iatau Dokumen Elektronik

(1) Dalam hal penerapan fungsi pembinaan dan pengawasan
terhadap PPATIPPATS yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 diberlakukan
penonaktifan usemame dan password untuk
mengoptimalkan pendapatan daerah serta transparansi bagi
PPATIPPATS dalam melaporkan penghitungan dan / atau
pembayaran pajak.

(2) Pemberlakuan penonaktifan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), setelah me1ampaui waktu 5 (lima) hari kalender
terhitung sejak saat diterimanya surat pemberitahuan
pengenaan denda bagi PPAT/PPATS.

(3) Apabila setelah penonaktifan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PPAT/PPATS memenuhi tanggungjawab
perpajakannya dengan .menyerahkan salinan bukti
pembayaran kepada Petugas Bapenda, usemame dan
password akan diaktifkan kembali.

Pasal215

(1) Dalam rangka pengawasan pe1aksanaan sistem elektronik
pajak daerah, masyarakat dapat ikut berpartisipasi
melakukan pengawasan terhadap transaksi pembayaran dan
dapat melaporkan dugaan bahwa Wajib Pajak tidak
menyetorkan pajak daerah darr/ atau tidak memasang atau
tidak menggunakan alat perekam transaksi usaha yang
dipasang Bapenda.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
disampaikan secara langsung maupun secara elektronik
melalui website Bapenda paling sedikit memuat informasi:
a. identitas pelapor yang memuat informasi nama, alamat,

dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
b. nama dan alamat Wajib Pajak/Iokasi objek Pajak; .
c. bukti transaksi pembayaran atas karcis I tiket / struk I

bon I invoice I kuitansi.

Pasal214
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(1) Bapenda rnelakukan rekonsiliasi dalarn rangka penerirnaan
Pajak yang terdiri atas:
a. rekonsiliasi data transaksi;
b. rekonsiliasi penerirnaan Pajak; dan
c. rekonsiliasi penagihan pajak

Pasal220

Bagian Keernpat
Rekonsiliasi dan Monitoring

Dalarn rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan
sistern elektronik pajak daerah, dapat dilakukan pengintegrasian
sistern yang terdapat pada Perangkat Daerah dan/ atau instansi
terkait.

Pasal219

Dalarn penyediaan sistern elektronik pajak daerah Bapenda dapat
rnelakukan kerjasarna dengan bank umum/Lembaga
pernbayaran (E-commerce) pihak ketiga/ akadernisi sesuai
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal218

Bagian Ketiga
Kerja Sarna dan Integrasi Sistern elektronik

(1) Dalarn pelaksanaan sistern elektronik pajak daerah, Kepala
Bapenda dan Wajib Pajak dapat rnenggunakan tanda tangan
elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan
autentikasi dalarn pelaksanaan pernenuhan kewajiban
perpajakan daerah.

(2) Tanda Tangan Elektronik sebagairnana dirnaksud pada
ayat (1), rnerniliki kekuatan hukurn dan akibat hukurn yang
sah selarna rnernenuhi persyaratan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal217

(2) Untuk kepentingan pernungutan perpajakan daerah,
Bapenda dapat rnerninta kepada Wajib Pajak/kuasa dari
Wajib Pajak untuk rnenunjukkan dokurnen perpajakan
daerah secara elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan
keotentikan dan keutuhannya.
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Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:
a. STPD, SPPT PBB-P2, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau

SKPDNyang terbit sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini
dinyatakan tetap berlaku dan dapat dilakukan upaya
Penagihan sesuai dengan peraturan perundang- undangan
yang berlaku di bidang penagihan pajak dengan surat paksa.

b. Keputusan tentang keringanan /pengurangan, pembebasan,
dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan / atau
sanksinya yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Bupati
ini dinyatakan tetap berlaku hingga jangka waktu yang
tertuang pada keputusan tersebut berakhir.

c. Keputusan tentang pembetulan STPD, SPPTPBB-P2, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang terbit
sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap
berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang perpajakan daerah.

d. Atas keberatan, pembetulan, dan pembatalan atas SKPDLB
dan SKRDLByang diajukan sebelum berlakunya Peraturan
Bupati ini ditatausahakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku pada Peraturan Bupati ini.

Pasal222

BABIX
KETENTUANPERALIHAN

(1) Bapenda melakukan monitoring terhadap data pembayaran
Pajak melalui Sistem Informasi.

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang
pengelolaan keuangan dan aset Daerah dan Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pengawasan
melakukan monitoring pelaksanaan pemungutan Pajak
Daerah melalui Sistem Informasi.

(3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2)menjadi bahan evaluasi.

Pasal221

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai ketentuan peraturan perundang-

Rekonsiliasi
dilaksanakan
undangan.

(2)
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Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

a. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 89 Tahun 2017 ten tang
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)(Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 89);

b. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 14);

c. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Perhitungan Nilai Air dan Penetapan Harga Air
Baku (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019
Nomor 31);

d. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2019 ten tang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 38);

e. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2019 ten tang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 39);

f. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Parkir
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 45);

g. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2019 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019
Nomor 46);

h. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 47);

1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2019 ten tang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2019 Nomor 51);

J. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2019 ten tang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 53 Seri B);

Pasal223

BABX
KETENTUANPENUTUP
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HILMYRIVA'I

BERITADAERAHKABUPATENCIREBONTAHUN2024 NOMOR 1

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 5 Januari 2024

PATENCIREBON,

IMRON

Ttd

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 5 Januari 2024

BUPATICIREBON,

memerintahkan
penempatannya

Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal224

k. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2019 tentang
Sistem Pajak Daerah Berbasis Elektronik (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 56);

1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2019 ten tang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air tanah
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 57);

m. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 55 Tahun 2019 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 58);

n. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 59);

o. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2019 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2019 Nomor 60);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-144-



a. Dalam sarana dan prasarana Kola:
1). Bahujalanl berrnjalan
2). Shetter bus
3). Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)
4). Taman Kota atau jalur hijau
5). Posjaga Polisi
6). Jam KOla
7). Terminal dan pangkalan angkutan
8). Gelanggang olah raga
~ _ •................................

Kodc Pos _.__.._RT RW .

I. Peragaand. Selebaran

a. Papan/BiliboardlMegatronl e. Berjalan termasuk kendaraan
Vidcotron f. Udara

b. Kain g. Apung
c. MelekatiSliker h. FilmlSlide

Kode PosRT RW .

Kode Pos .RT RW .

Kode Pos .....RT RW .

3. AlamatiTempat Pemasangan
a. Nama Tempat
b. Alamat Pemasangan

c. Kelurahan
d. Kecarnatan
c. Kota/Kab. Adm

4. Status Lokasi Pemasangan

2. Jenis Reklame

III. Data Reklame :
1. Teks Reklarne

5. Kelurahan
6. Kecamatan
7. Kota/Kab. Adm
a. Nomor ierepon
9. NIK/NPWP

3. Nama Pemilikl
Pcnanggung Pajak

4. Alamat

3. Kelurahan
4. Kccamatan
5. KotalKab. Adm
6. Nomor Telepon

II. Data Wajib Pajak:
1. Nama Badan Hukum
2. Alarnat Badan Hukum

I.Data Pemilik :
1. Nama pemilik
2. Alamat

Nomor .
Unit Pengelola
(DII~Ioleh petuqas)

SURATPENDAFTARANOBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PAJAK REKLAME

45611

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. Sunan Ampel No. 01 Telp/Fax. : (0231) 321431

SUMBER

Bentuk SPOPD Pajak Reklame

: 5 Januari 2024
: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

: 1 Tahun 2024
LAMPlRAN I PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR
TANGGAL
TENTANG



Kelerangan
Lembar 1Warna Putili unluk Suhu Dinas Pelayanan Pajak I UPPD

2Warna Merah untuk.Wajlb Pajak

Nama Jelas/Tanda tanganNIP.

Wajib PajaklPenanggung Pajak.Petugas Penenma.

Oengan mcnyadari sepenuhnya akan segala akibat terrnasuk sanksi-sanksi sesuai dengan
ketcruuan Porundanqn-undanqan yang berlaku. saya menyatakan bahwa apa yang telan saya ben
tahukan diatas. beserta lampiran-larnpirannya adalah benar dan lengkap.

Cuebon. .

V.KeteranganLain.lain :

tanqqal .
a. Rokok
b. Minuman beralkohol
c. Produk MakananlMinuman
d. Produk Kecantikan

.. s.d. tanggal .
e. Produk Perbankan
!. Produk Automotrl
g .

15. Jangka Waktu Pemasangan
16. Jenis Produk Reklame

lembar

a. PapanlBiliboardlMegalronlVideotron han
b. Kain .. . hari
c. MelckatlSticker cm
d. Selebaran . Icmbar
c. Berjalan lermasuk kcndaraan . hari
f. Udara bulan
g. Apung............. bulan
h. Film/Slide.. . detik
I. Pcragaan harilkali

.. m.... m =............... mX

( )

11. Melcbihi Sempadan Jalan

12. Jumlah Muka

13. Jumlah Pcmasangan

14. Masa Pajak

. .... J

8. Tinggi Rcklamc ( dari lanah sampai dcngan ambang
bawah bidang rcklame ) . . m

9. Ketinqqian reklame ( dari tanah sampai dengan ambang
alas bidanq reklamc J ........•••...•••............ m

10. Jumlah Rencana Anggaran Biaya
(RAB) dan pcmcgang SIBP Rp . . ( .

. m
..m
...m·
.rn'

.. m

..m
m

Pal~ang m x Lebar.
Panjang . . m x Lebar ..
Panjang m x Lebar ".
JUMLAH LUAS REKLAME

........... m·7. Ukuran Reklame

6. Tala Lctak Pcmasangan Reklame: a. Luar Ruang :

1). Menempeldi banqunantidak lebih dari 0.50 rn-
2). Di atas bangunan
3).01persil/Tanah
4). Menempcllmenjorok di bangunan lebih dan 0.50 rrr

b. Dalam ruang.

Panjang m x Lebar m

( diisi olch peiuqas )5. KodclKelas Jalan

b. Luar sarana dan prasarana KOla:
1). Oi atas bangunan
2). Menempel pada bangunan
3). Oi halaman
4). . .

c. Pada Kendaraan No. Pol.: B.



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

J

..z
PATEN ClREBON,

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari
SEKRETARIS DAERA . ~=

IMRON

Ttd

BUPATI CIREBON,

NIP.

Wajib Pajak,
Tgi Tcrima : ..

Petugas Penerima,

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibal termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di alas bescrta lampiran-Iampirannya adalah
benar dan lengkap.

.......................M'/Hari

.......................M3/Hari

.......................M3/Hari

. MJ/Hari

. /.._ .

I. Data Objek Pajak:

a. [enisObjek Pajak
b. [umlah Sumury'Sumber Air
c. [enisKelompok Pcngguna Air

d. Volume PengarnbllanAir (1)
Lokasi Objek

e. Volume Pcngambilan Air (2)
Lokasi Objek

f. Volume Pengambilan Air (3)
Lokasi Objek

g. Volume Pengambilan Air (4)
Lokasi Objek

II. Data Wajib Pajak:

a. Nama Waji!>Pajak

b. Alamat Usaha

c. Pemilik/Penanggung Iawab

d. Alamat

e. NPWPD

f. NIK/NPWP

g. Email/Telp/WhatsApp

III Keterangan Lain-lain:

SURAT PENDAFTARAN OBJEKPAJAK DAERAH (SPOPD)
PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. Sunan Ampel No. 01 Telp/Fax.: (0231) 321431
SUMBER - 45611

~rw··'". '­. .-;:. "::

Bentuk SPOPD Pajak Air Tanah



KC1 §.POP bttolts. d.ilt4 SfJO l~mdH:lOan dlta ob!« P..~~ (llt\oahl Gatt un.:u..: ~ 'r)ncltotd.lp.at tu"'unM tjJ Jt,,~ .. hMu!. o. l.ampa,)Q.n LSPOP
.ana:bel ~~ d.ul ~V1\¥\ 0 ~"'bal ~tt_utI't,;)

03 ranah
0"'"802K.1.linc

SlapSangu"

Os lamnya

Os SengketaU. STATUS 01 Pern,'" 02 P~nyew. 03.Pengelola Oa Pema"",

.& PEMI!IUNTAH KABUPAftN CIIlDOII I'"r..-DJOJ ITIJ
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JI.Sunan ~I No. 01 hlp/Fax: (0231,321431 I ~"...,(bnl$$.~~.....
SURAT PEllIlElUTAHUAII OBJEK PAJAK (SPOP)

1. IENISTRANSAKSI D 1.Pe<eblNll0~t.1 D 2."_talIl"rlll ~ta D 3. Pen~an Data

PR OT.II K£C ltEl./llES BlOI( NOURut KODE
2.NOP ITIIT1ITIJITD ITIJI II II 0
3. NOP8tRSAMA ITIDJITIJITD mmn 0
3, NOPASIIl{ INOVK rnrnITIJITD ITIJIIIII 0

A. DATA SUB.lEK PAJAK

Bentuk SPOP

: 1 Tahun 2024
: 5 Januari 2024
: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

LAMPlRAN II PERATURAN BUPATI CIREBON



1

IMRON

Ttd

BUPATI CIREBON,

JI.1<elinci

Gambarkan sket/denah lokas. obJek pajak (tanpa skala),
yang d.hubungkan dengan )alan raya / )alan protokol,
jatan Itngkungan dan lain-tam, yang mudah d.ketahu.
oteh umum. Sebutkan batas-batas kepem,ltkan sebelah
utara, selatan, timur dan barat.

Contoh Pcnggamba[jo logsi Objek Pi!ilk
KET£RANGAN:

SKETIDENAIt LOKASI OBJEK PAJAK

37. NAMA )ELAS

3a.NIP

33. NAMA JELAS

34. NIP

36. TANDATANGAN32. TANoA TANGAN

MENGETAHUIP~ABAT YANGB£RWENANGPETUGASP£NDATA

1/11/135. TANGGAl {TGl/BtN/THNI31. TANGGAlITGl/BtN/THN) L.I.J1--I,;17_1L-L--L:.II..JII....-L....l-

F. IDENTITAB PENDATAIPIUABAT YANG BERWENANG

oalam hal berttndak selaku kuasa, surat kuasa harap ddamp,rkan
oalam hal subJek pajak mendaftarkan send.ri ObJekPajak, supaya menggambarkan Sket/oenah Lokas.Objek Pa,a .
Batas waktu pengambJlan SPOP30 (t.ga puluh) han selak dnenrna oleh Sub,ek Pasal71 avat (1) dan (2) Perda No.2 rahun 2011

Sayamenyatakan bahwa mforrnas: yang telah sava benkan dalam formuhr rm termasuk lamplfannya adalah benar, jetas dan lengkap
menu rut eadaan yang sebenarnva. sesua. dengan Pasal7l avar (1) dan (2) Perda No.2 Tahun 2011

30. TANoA fA GA29.TA GGAL28. NAMA SUBJEKPAJAK
KUASANYA



B. FASILITAS
17. JUMLAH AC CD Split CD \'Jindow 18. AC SENTRAL o I.Ada CJ 2. T dak Ada

19. LUAS KOLAt-.4 WJJ 20. lUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)
RENANG(M2) I I I I IIRmgan I ! I I I Berat

01. D.plester o 2. Dengan I I I III Sedang I I ; I I I Oengen Penu1up
Pelapis Lantai

21.JUMLAH DGN LAMPU 7NP LAMPU 22. JUMLAH LIFT 23 JUMLAH TANGGA
LAPANGAN [I CJ [JJ PenJfl1pang

BERJAlLAN
TENIS Beton

[I Aspal 0 OJ Kapsul cbr < 0.80 M CD
[I Tanan LlaU IT] IT! Barang [IJRumput .br > 0.80rn

24. PANJANG PAGAR 25 PEMADAM ~ 1. Hydranl U1. Ada 02. TIdak AdaI I I I I(M) KEBAKARAN 0 0
BAHANPAGAR o 1. Baja I Besi 0

:J 2 Sprnkter I.Ada 2. TlClakAda
2 Batal

BataKo :J 3.F.reAI o 1. Ada 02. Tidak Ada

26. JML SAlURAN 27. KEDALAII<tAN SUMURL I I I I [J I I IPES. PABX ARTESIStMJ

U 6 Tidak ada

15.LANTAI 0 1. Marmer ~ 2 Keramk 0 3. Teraso =:J 4. Ubin PCI0 5. Semen
Papan

16. LANGIT-LANGIT 0 1 A,ustik I 0 2. Tnplek! Moos 0 3 Tidak ada
Jati Bambu

6 UAS BANGUNAN I I I I I I I I I 7. JUMLAH LANTAI CJ(M2)
8 THN DIBANGUN I I I I I
9. THN DIRENOVASI I I I I I 10. DAYAUSTRI'< I I I I I I I I I I ITERPASANG (WAn)

11. KONDISI PADA 0 1. Sangal 0 2 Baik C 3. Sedang CJ 4. Jelek
UMUMNYA Baik

12. KONSTRUKSI D 1 Baja 0 2 Beton 0 3. Batu Bata =:J 4. Kayu

C
1. Deerabon!

0
2. Gtg Beton! 0

3. Gtg Biasa I =:J 013. ATAP Beton Alumunium SifSP 4.Asbak 5. Seng
GlgGlazuf

14. DINDING 0 1. Kacal 0 2 Beton 0 3. Batu Bata I =:J 4. Kayu 0 5. Seng
Alumun~m Conblok

0 4. Toko! Apotlk/ Pasarl Ruko [J 5. Rumah Sak,V KliOik [J 6. Olah Ragal Reiaeasl

0 7. Hole'l Wisma 0 8. Bengkell Guda'9 Pertanian o 9. Gedung Pemerintah

0 10 t.am-lain C II. Bng TIdak Kena Pajak o 12. Bangunan Parl<ir

0 13 Apartemen 0 14. Pompa Bensin o 15. Tangki Minyak

16. Gedung Sekolah

2. NOP

3. JUMLAH BNG [ill
4. BANGUNAN KE [ill

KEC KEU DES BLOKPR OTII

t. JENIS TRANSAKSI 0 t. Perekaman Data 0 2. Pemutakhlran Data 0 3. Penghapusan Dalao 4. Penilaian Individual

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

Bentuk LSPOP

1Tahun 2024
5 Januari 2024
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

LAMPIRAN III PERATURAN SUPATI CIRESON



1

IMRON

Ttd

BUPATI CIREBON,

61 AMAJELAS
62 NIP

57. MMAJELAS
58 IP

59 TGl PEl arr N
£() TAI<DA1';'\G/;N

ME 'GETAHUI PE ABAT YANG SER'M: <lANG
5.1 TGl KU JU GAN

KH.BAll
55 TGl PENDAI
56 T ,OA T' GAN

PETUGAS PENDATA

02 !)Bawaf1
Tana

0' DIAtas
Tanah

50 ETAl<TANGKI

o 3 Kelas 3 0 4 Keas 4

I I I I 411. S RUANG LA1N 010;'0
AC SENTRAL 1M2)

45. KELAS BANGU AN 0 1 KeiaS 1 0 2 Kelas 2

46 JMlAPAR E ,IE I I I I I I 47 AS APT G
AC SE TRA( (l.!2J

o 4T.pe1o 3 Tope2

4
PATEN CIREBON,

o 2 iipe31 r",,4

I " II
O 5Non

B (ling

o 2 Reson
038 lang) 046 lang1·2

I I I I 43 is RUA GONG
AC SENTRAL I .121

o 2 Str;ang4

42 UAS KMR D:-IG
AC SE :TRAl (M2)

o HOTELIWISATAIJPB: 7)

39 E IS HOTE 0 1 Reser.

40.JML8 G 0 1 8<mang 5

41 JUMLAH AAMAR I I I I I

o 2 Ke'.as 2

o OLAH RAGAI REKREASI (JPB: 61

38 KELAS BANGUNAI< 0 1 Ke.as I

0 PERKANTOAA"I SWPSTA 'GEDU ·G PEMElt TAH (JPB=2'9)
33 KELAS BANGUN o 1 Kelas1 02 Ke<.as2 03. Ke!as3 o "'Ke!as4

0 OKO APOTIK' PASAR RUKO (JPS = .!

Kola. 1 02 Keiws2 03 Ke!as3

0 RUMAH SAKIT ' KLINIK (JPB = ,J

35.KELAS BANGUNAN 0 Kelas 1 o 2 Ke!as2 o 3. Ke!as3 o 4 Kelas4

D. DATATAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

32 WAS '.'EUAN''lE
(11121

rn
o PABRIK BENGKEL G DANG PERTAI. NA (JFS='3.'8)

28 TlNGGI KOI.A'. \ l) rn 29 LEBAR BENTAJ G (1.1)

30 AVAD KU~lG I I I I I 31 KEL ~'lG
TAl(Kg'M2) DI 01 G (1.1)

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 I 8



~

PEMERINTAHAN KABUPATEN CIREBON
BAOANPENOAPATANOAERAH-

JL SUNANAMPEl NO 1TELP (0231)321431

.~
SUMBER

FORMUUR PENOAFTARANWAJIB PAJAK ORANG PRIBAOI

Kepada Yth

...

Nomor Formullr
0000000 <Ii

PERHATlAN:

1 H'I't) d'~1(UI.", tilngt&f1 dol-J 2: "_ <knOll'! hJ,;TUfC:TAK
1 Sttet.,h fcrm\iM Pendal1.f,,, r:# t!lISldM dtan4. I.r:qalll h'flP dlseflhkian
ke''l101b tepid. B,lI" Ptndlpat.n Daenh h~ C.t!bon Iargs:J.r!g at,..I
chkrm mell:la.Il PI).SPIII'I~lambal fano~aJ
l Ben lanaI V pada kotak 0 y.ng te.l'RCitI antt.i: ).naban .,ilng albt,il.n

OllSI 0 EH WAJI8 PAJAKO'lANG PR'BAOI

1 N,Jl'fIllenotao
1 KeHI'9,neglr •• n OWNI 0 WNA
l tllI,m,l lti'npal bn01JJt

- J,lan No
·R; RW qK
- Keh.I"",n
· Keam'lan
· K.bup,:en KotJ
· No Teitpon
- Kode DOS

, Tand. ~tbCl:"1 ~TP 5'''' PA5POR
I No een \01 Tan!!iJ Buk. 010

PhcloooPY adamllilkan
S No dan !gl Y.artu~lua,g.a

Phct!l'ccPY ~4amPf1t.JlI
; Pekerjliln UuhJ Pe;nu,i Negen Peg.n/JI Snnl~ TN'nP.mii1<U .. h. 0

S HJtna tnsbnsi tt'1l;Wpeteflun
iltn: usaha
AJ4ImalIdan no S

,0
Ua-mljelas
Tanda Iingan

01151OlEH PETVGASPE~ER(MA 011SfOlEHPETUGASPEflCATATDATA
O~eA,"TIiIingoal N?\';PO yang tffbenkln
NamlltllS ' ~ ,p
land. ta'lgan

Swat Pen;u\ul'lan WP 19l No
SlIrat Ptngukuhan WR Tgi . ~o

N.naJriu NP
T.anj'tang,n

MODEL OPD"·OI I Formunr Grall$ I Tidak Otpel}Ual Be-Ilka" I

Bentuk Surat atau Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi

5 Januari 2024
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

1Tahun 2024

LAM PIRAN IV PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR
TANGGAL
TENTANG



DllanJut paoa natarnan 2
Formulir Gratis! Tidak Diperjual Belikan

....•*...'.... Nomor Formuln.',.~:. ( ... PEMERINTAHAN KABUPATEN CIREBON~;;:L BADAN PENDAPATAN DAERAH 00000000
JL SUNAN AMPEL NO.1 TELP. (0231) 321431

~
SUMBER

FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK BADAN

Kepada Yth .

. .._ ....

-. -_ . .." ... ...
di. ........ .. ..

PERHA TlAN :
1 Harap dliSI oatarn rangkap oua (2) oltulis dengan nurur CETAK
2. Sen tanca V paca kotak n yang tersedia untuk jawaban yang dibenkan
3 Setelan Formulir Pendaftaran uu dliSI dan mtanca Langan! narap orseranxan

Kemball xepaoa saoan Pendapatan oaeran Kab cirenon
Langsung atau dlklrm meiaun Pos paling lambat langgal

01151OLEH SELURUH WAJIB PAJAK BAOAN

1 Nama Badan I Merk usana
2 Alamal (Pllolo copy Surat Keterangan Domlslll dilampirkan)

· Jaian I No
-RT IRW IRK
· Kelurallan
· xecamatan
· xaouoaten I Kola
· Nomor reieoon
· Kode Pos II niL

3. Sural Illn yang dlmlllki (plloto copy Sura! IllO narap dUampll1<an)
• Sural lzm Tempat usana No. Tgi.
· Sural izm . .-. No. Tgi
· Sural tzm No Tgi
· Sural Izin ... No Tgi

4. Bldang usana ( Harap sesuai dengan oldang usahanya )

n Biro Reklamen Pengambllan dan Pengolahan ( Minerai BuKan logam dan Satuan (MBlB)
n PemantaatanAir Sawall Tanah
n PBJT ~Jasa ~dan Hiburan
n PBJT ~Jasa eeffiRJelan
ri PBJT et.~~dan/~MIllI,!ll@lA
n PBJT ~Jasa Parkir
n Sarang Burung Walel n PBJT aI&ls renaca Ustnk

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

5 Nama Pemilik I Penneiota

6 Jaoatan

7 Alamat Tempat Tmggal
· Jalan I No
· RT I RW I RK
· Kelural1an
· Kecamatan
· KaoupatenI Kola
· Nomor tetepon
· Kode Pos nnnnn

Bentuk Surat atau Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan



MODEL OPO II 02

8. Kewajiban Pajak

[]PBJT atas Jasa Perhotelan [1 PBJT alas Makanan dan/atau Minuman
[] PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan [] Pajak Sarang Burung Walel

0 Pajak Reklame 0 PBJT alas Jasa Parkir
[]PBJT alas Tenaga Listrik
0 Pajak MBLB
0 Pajak Air Bawah Tanah

Nama Jelas
Tanda Tangan

OIlSI OLEH PETUGAS PENERIMA OIiSI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Oiterima tanggal NPWPO yang diberikan
rsama jeias I Nil-' 0 OLJllIJ1J UJ II I I
Tanda langan

NPWPO yang diberikan
0 01 I I 1 I 1I I 00000

Nama Jelas / NIP
Tanda Tangan

- 2 -



r/ YRIVA'I
}2BUPATEN ClREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

2024
ATEN CIREBON,

IMRON

Ttd

BUPATICIREBON,

( )

Meterai

Sumber, 20
Yang membuat Pernyataan

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada
tekanan atau paksaan dari pihak lain.

1. Nama

2. No. KTP

3. Alamat

dengan ini menyatakan bersedia mengurus izin atas usaha yang berlokasi di :

1. Alamat

2. Jenis Usaha

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

SURATPERNYATAAN
KESEDIAANMENGURUS IZIN

Bentuk Surat Pemyataan Kesediaan Mengurus Izin



-I
HJ,kMY RIVA'Irv _ u

A DAB~H~KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5· Januari 2024
SEKRETAgrs 15AEAAH KA ATEN CIREBON,-"/

IMRON

Ttd

BUPATI CIREBON,

NPWPD

ALAMAT

JENIS PAJAK : .

NAMA

Bentuk Kartu NPWPD

LAMPlRAN V PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH



1

HIIJMY RIVA'I
_//

A ~~fI:.K\ABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARlS"DAERAH L~~IJPATEN CIREBON,

IMRON

Ttd

BUPATI CIREBON,

Nama Teranq
NOP
SPPT Tahun/Rp,

. )( .

D~erimat91
Tanda Tangan: Kecamatan

Oesa/Kelurahan

NAMAWP
Letak Objek Pajak

Informas. Pembayaran PBB Unduk Aphkasl.PBB Kab. C.rebon
••••••••••••••••• d •••••••••••• )(.

KEPALABADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

PBB TERUTANGMASAPAJAK

lET AK OBJEK PAJAK NAMA DANAlIWA T WAJIB PAJAK

NPWP :

OBJEKPAJAK LUAS(M2) KElAS N.IOPPER m' (Rp) TOTAL NJOP (Rp)

NJOP sebagai dasar penganaan PBe =
NJOPTKP (NJOP TodakKeno Pajak) =
NJOP untuk penghitungan PBS =
Tari! =
PBB Terutang =
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS 01 BAYAR.(Rp)

TGL JATUH TEMPO

NOP

AKUN:SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMlLlKAN HAl<

SPPT PBB

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADANPENDAPATANDAERAH

Bentuk SPPT PBB-P2

: 1 Tahun 2024
: 5 Januari 2024
: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI CIREBON



- PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

.,J;/!I._ ~ ~"X JL. SUNANAMPEL NO 1 SUMBER

SKPD
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)

TAHUN ........
No. Kohir

Nama : No. Sayar:

Alamat :

NPWPD :

.iatuh Tempo :

URAIAN JUMLAH(Rp.)

4.1.0.10. REKLAME I Pajak Reklame Papan/BilboardNideotron/Megatron
PAPAN/BILLBOARD/SHOP SIGN/BALIHO PERMANEN I BERCAHAYA
DITANAM/DITEMPEL 11 BULAN
Naskah ......................................................... Pasang .............
Masa Pajak
Alamat Pemasangan
Zona ....................... 1SELAIN ............DAN

Ukuran: .................................
Muka
NJOP ........................................................ -
NILAI SUDUT PASANG ........................... = ...................
NILAI ZONASI .......................................... = ...................
NSR Rp.

25%x Rp .................... = ...................
Produk Rokok (+25%) .................... = ...................

Rp.

Banyak ........... x ....................... x Rp .......... = ...................

JUMLAH KESELURUHAN .............................
Dengan Huruf ...................................................

PERHATIAN:
1. Harap penyeloran dllakukan melalui lempal pembayaran lerdekal (Bank BJB) dengan menggunakan Sural

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
2. Apabila SKPD ini tidak atau Kurang Dibayar selelah jaluh tempo pembayaran dikenakan sanksi

administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan

Cirebon, ...................

Ttd

Bentuk SKPD Pajak Reklame

1 Tahun :'.r024
5 Januari 2024

: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

LAMPlRAN VII PERATURAN BUPATI CIREBON



IQt-:
~ !jIIe.$W RIVA 'I

Dit.\~1I-f:;Ki\'BUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

20 4
PATEN CIREBON,

Diundangkan di Sumber
pada tangga\ \5 Januari
SEKRETAAIS DAERAH, .

IMRON

Ttd

BUPATI CIREBON,

TId

Cirebon, .

PERHATIAN:
1. Harap penyetoran dilakukan melalui tempat pembayaran terdekat (Bank BJB) dengan menggunakan Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
2. Apablla SKPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi

administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan

DENGAN HURUF

JUMlAH KESElURUHAN

URAIAN JUMLAH (Rp.)

4.1.0.11.20. PAJAK AIR TANAH

Masa Pajak:
Volume Air:
Tarif: 20 %
NPA: Rp.

Tanggal Jatuh Tempo:

NPWPD :

Alamat :

No. Kohir:
No. Bayar:

Nama

SKPD
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)

TAHUN .

JL. SUNAN AMPEl NO 1 SUMBER

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bentuk SKPD Pajak Air Tanah



I'E IliGAS PENCA1AI

TANGGAL Al"GKA METER JUMLAII I)EMAKAIA:-I
PARAFNO PI~NCACAT'\N BULA" LALU BULAN INI (4-3)

I 2 3 4 5 6

... - - ...

NAMAWP
NO~PWPD
ALAMAT

LAI'ORAN PENCATATAN METER AIR

BULAN 2024

45611

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Sunan Ampel No. 01 Telp/Fax. : (0231) 321431
SUMBER

Bentuk Laporan Pencatatan Meteran Air

: 1 Tahun 2024
: 5 Januari 2024
: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

LAMPlRAN VIII PERATURAN BUPATI CIREBON



MODEL OPOII ·07

( _ _ )

Tata eara perhitungan dan penetapan yang dikehendaki

o I. Official Assessment (dihitung dan ditctapkan olah Pejabat Badan PendapalanDaerah)
02. Self Assessment ( menghhung dan menotapkan pajak sendiri )
Oiterima tanggal :
HamaPetuqas
NIP.

O. OIiSI OLEH PETUGAS PENERIMA BAOAN PENOAPATAN OAERAH

Nama Jetas

. _ , Tahun .
Wajib Pajak

Oengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi"sanksl sesuai dengan ketentuan perundang­
undangan yang berlaku, sa~a atau yang saya beri kuasa menyatakin bahwa spa yang telah kami beritahukan tersebut
dlalas beserta tarnpiran-Iamptrannva adalah benar, lengkap, dan jelas.

C.PERNYATAAN

t. Jumlah Ornzel dan Pajak Tmnang untuk masa Pajak sebelurmya (alwmU3si dart awaI Masa Pajak daIam
Tahun Pajak Tertentu ].
a. Masa Pajak :Tgl sidTgi._ ...... ... .__ ._._
b. Dasar Pongenaan (Omzet Pajak) : Rp. ..
c. Tanf Pajak (sesuai Penda) ; %
d. Pajak tenrtang (b xc) ;Rp. . ...

2. Jumlah 0mzeI dan Pajak TenAiW\guntuk.masa Pajak sel<arang ("""'*"" 1010 oopy dokumen) :
a. Masa Pajak :Tgl. .._. sidTgi. ... ...._. .
b. Dasar Pengenaan(Omzet Pajak) : Rp. ..
c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : _._. .._._ ..__ ._ _ _._..b °/.
e. Pajak tenutang (b xc) :Rp. _

B. OMZET YANG HARUS OIlSI OLEH PENGUSAHA

3. Mengadakan perrbUkuanIpenca_n

2. Meng~kan kas regis1Dr 1. Ya
2. Tidak
1. Va

2. TIdak

B
8

I I I I

t. Restoran
r----.----~~~--~---r--------------_,----~----~--------~--__4I No. I Mojoyang tersedia I Jurnlab kursl I JmI. pongunjungrata-ratasohart·han

A. OIiSI OLEH PENGUSAHA RESTORAN

1. Nama perusahaan ~
2. AfJmat perusanaan
3. NamaWajib pajak
4. Alamatwajib palak
DATA OBYEK PAJAK :

OIiSI OLEH WAJIB PAJAK

PERHATIAN;
I Ha",p d"., d.l>m rang'", dua (2) d,'uI-sdeng." hutuf CETAK
2 Ben nomor pad. kotal<0 yang IO.. ed" unlU!< !.WOban yang ¢befIl<an
3 Se,_ <I", dan d,1anda tangan, nora;> dlSerah an embali kepada _ Pendapa:an Daer'"

Kabopalen c.roooo palong r>moalO3!Ia""'9981 '5 bulan l><tolMnya(Sell Assessment)
4 K.,Of1ambatan ponyeranan SPTPO_I> !anggall.rsebul "'alaS akarl <IiI<O! an denda .ebesar Rp 100000 . (seratvs rw.. ruPIah)"otuk .... PSPTPD
5 ~e!ertambatanpefl'l>ayaranPaJOkP1JJTatas MaMnandan ,",ond.kenaka. ",,*$1ad..... stras. il«\.;la Bung.! se!leOar" iSOlv person)pet bulan

IIIIIIIIITJOTI00
Kepada Yth.
Kopala Badan Pandapatan OaerahKab.Cirebon
diSumber

H.P.W.P.D.

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PBJT ATAS MAKANAN DAN I ATAU MINUMAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. SUNANAMPEl NO. I TELP. (0231) 321431

SUMBER

No.SPTPO
MasaPajak

YahunPajak

Bentuk SPTPD PBJT atas Makanan dan Minuman



Petugas
Tanggal:

Petugas

Tanggal:
Petugas
Tanggal:

TIdTIdTId
DirekamDieatatDiterima

E. 01151OLEH DINAS

Cirebon, __.... __
Penyetor

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perunoanq­
undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut
diatas beserta lampiran-larnpirannya adalah benar, lengkap. jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

O. PERNYATAAN

1. DRekapitulasi pendapatanlomset harlan

2. DSural Kuasa Khusus Pengurus

3. D Lainnya

C.lAMPIRAN

: 10% (sepuluh persen)

: Rp.

: Jumlah Omset Pajak dan Pajak Terutang

: PBJT ATAS JASA PERHOTELAN

sId

Omset dan Pajak Terutang

1. Jenis Pajak

2. Masa Pajak

3.0mset

4. Tari! Pajak

5. Pajak Terutang : (3 x 4)

6. Terbilang

B. OMZET DAN PAJAK TERUTANG

1. NPWPD

2. NAMA PEMILIK :

3.ALAMAT :

4. NAMA I MERK USAHA :

A.IDENTITAS WAJIB PAJAK

PERHATIAN:
1 Harap dust dalam rangkap dua (2) d.tuhs dengan hurut CEl AI<
2 Ben nomOI pada kalak CJ yang tersedia uruuk lawaban yang d.berikan
3. Setelah dust dan dltanda tangam. harap diserah an kembah kepada Badan Pendapatan Oaerah

Kabupaten Cuebon paling lambat pada tanggal 15 bulan beflkutnya (Self Asseement)
4 Ketenambatan penyerahan SPTPO meteblrn tanggal tersebut d,atas akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000 • (seratus 1100rupiah)untuk seuap SPTPO
5.Kelertambatan pembayaran Pa ak PBJl alas Jasa Pemotelan dlkenakan sanks. adfl1lntstras. beruoa BUnQa seoesar 1% (sate persen) per bulan

·'1':" PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

~

: ~~ BA.DANPENDAPATAN DAERAH
• JL SUNAN AMPELNO.1 SUMBER PBJT ATAS JASA PERHOTELAN to'" O~"se""as~~.l~~~:::~;::; 1----------_:_-_:__:__:_=_:_----4-------l

~ Wobslto : http://clrebonkab.dapdaJd--
NO SPTPD

MASA PAJAK: .

Bentuk SPTPDPBJT atas Jasa Perhotelan



Formuhr GratIs I Tldak DlperJual BehkanMOOEL OPO II • 07

fiJ PEMERINTAH KA8UPATEN CIRE80N NO.SPTPD : .•.................. .........". ...................
BADAN PENDAPATAN DAERAH Masa Pajak ..................... .............. ......•...._ ....{~!.~,.JL. SUNANAMPEL NO.1 TELP. (0231) 321431 Tahun Pajak ........................... _ ...-... ..._ ... .-..... ~c..IICJI\~~..\ SUMBER

S PT P D
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)

PBJTATAS JASA PARKIR
N.P.W.P.D. Kepada Yth.

CD ITIJ
Kopala Badon Pendapalan Daorah Kab. Cifebon

00 I I I I I I I I di 50mber

PERHATtAN:
I Harapd".. dalamrangkllpduB (2,d,luh.denganhurufCETA!<
2 Se" nomor pad3 kOla,t:J yanglersed" "'Ill< JOm,banY""9 d,be an
3 Selelah dusl dan cltanda tangana, N!rap di~ra an__ kepedaOadanPendapotanD.erah

Kabttpale!\ C,rebonpai"'9 laru!>atpada:ang9Ol,5 bulan ben,utn~alSe!f~men!l

• Kale amballln(leflye:ahanSPTPO"",",bihl :anggallersebu1diales aklIod_.andenda sebesarRp 100000· tseatlls nI>u rup13h)unlUkseuapSPTPO
5 Keretlam!>atao(lefllbaya.anPaj"" PBJTatasJesaP",IIotel3nd.kena<aosanks< _ •• as,berupa Bung.set>esaoI~ (satupesen) pel bulan

1. Nama perusahaan : 01151 OLEH WAJIB PAJAK PARKIR
2. Alamal perusanaan :
3. Nama Wajib pajak :
4. Alamal wajib pajak :

:

DATA 08YEK PAJAK

A. 01151 OLEH PENGUSAHA PA R K 1R,. Parklr
No. tuasArea Parl<ir(M ) Jenis Kendaraan Tarif(Rp.) Jumlah Kendaraan

-Sepeda
-RodaDua
- Roda Empat
• RocIa .______

2- Menggunalcan lias register tj "Va
2. lkJ;ak

3. Mengadakan pemIJukuanIpencaIatan 8 \ Yo
z, now.

B. OMZET YANG HARUS 01151 OLEH PENGUSAHA

1. Jumlah Omzet dan Pajak Terutang untuk masa Pajak sebekJmnya (aI<umulasi dari awaI Masa Pajak dalam
Tahun Pajak Tertentu).
a. Mas. Pajak : Tgl _____ .______ . sid Tgl. ___________ ._.
b. Dasar Pengenaan (Omzet Pajak) : Rp. ---------
C- Tanl Pajak (sesua! Perdo) : ....._....~ ...._._......____.._._~......__..__.._.0,
d. Pajak terutang (b x c] : Rp. -----------_.-

2- Jumlah Omzet dan Pajak Terutang untuk masa Pajak sekarang (~n 1010copy dokumen) :
a. Masa Pajak : Tgl_. ___ •______ ._. sid Tgl _______ .__ .___

b. Oasar Pengenaan (Omzet Pajak) : Rp. --.-----.---
c. Tam Pajak (5eSuai Perda) : ...... , ................ _.... _ ••. , ............... _ ...... _ ••0,4
d. Pajak terutang (b xc) : Rp. _._----------

C.PERNYATAAN

Oengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat 1ermasuksanksi·s_anksisesuai dengan ketentuan perundang.
undaDgan yang bertaku. saya atau yang s.yo beri kuas. menyatakan bahwa apa yang telah kami berilohukan tersebut
diatas beserta larnplran-larnpirannya adalah benar, lengkap, dan [etas, •.••••..••...•....•.•........, Tahun ••.......

Wajib Pajak

Nama Jelas

0.01151 OlEH PETUGAS PENERIMA BADAN PENOAPATAN OAERAH
Tota cor. perhitungan dan penetapan yang dikehendaki
o 1. Offcial Assessment ( dihllung dan ditetapkan oleh Pejabat aadan Pendapatan Durah )
02. Self Assessmenl ( menghitung dan manatapkan pajak sendin )
Dlterima tangga' :
Nama Petugas : ( .......................... _ .............................. )
NIP. :

Bentuk SPTPDPBJT atas Jasa Parkir



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH NOSPTPO
BADAN PENDAPATAN DAERAH PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN (dIS! olen pell.JfpS)

r:(&) JL.SUNAN AMPEL NO 1 SUMBER
Telp. (0231)321431
Fax: (0231)321431 MASA PAJAK: ..........•.•...•........

.................
Website : http~'cirebonkab.dapda.id

Email: •

~.
PERHAT)AN: 1) Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK.

2) Beri nomor pada kOlak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3) Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah paling lambat tanggal 15 setelah berakhimya masa pajak.
4) Keterlambatan penyerahan SPTPD melebihi tanggallersebut diatas akan dikenakan denda.

A.IOENTITAS WAJIB PAJAK

1. NPWPD

2. NAMA PEMILIK
3. ALAMAT
4. NAMA I MERK USAHA

B. OMZET DAN PAJAK TERUTANG

Omset dan Pajak Terutang Jumlah Omset Pajak dan Pajak Terutang

1. Jenis Pajak

2. Masa Pajak

3.0mset

4. Tarif Pajak

5. Pajak Terutang : (3 x 4)

6. Terbilang :

C.LAMPIRAN

1. D Rekapitulasi pendapatan/omset harian

2. D Surat Kuasa Khusus Pengurus

3. Dlainnya:

O.PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut
diatas beserta lampiran-Iampirannya adalah benar, lengkap. jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

Cirebon, .................
Penyetor

........... _ ..................................................

E. 01151OLEH DINAS

Oiterima Oicatal Direkam

Ttd Ttd Tid
Petugas Petugas Petugas

Tanggal: . ............ Tanggal: ............ Tan99al: ..............

Bentuk SPTPD PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan



Formullr Gratis I Tidak Dlperjual Belikan

Dilanjutkan pada halaman 2

Masa BerfakuJumlahNO. KeteranganData Keterangan
Reklame

1. a. Ukuran
b. Lokasi
c. Kelas Jalan
d. Sudul Pandang

2. a. Ukuran
b. Lokasi
c. Kela.s Jalan
d. Sudut Pandang

3. a. Ukuran
b. Lokasi
c. Kelas Jalan
d. Sudul Pandang

4. a. Ukuran
b. Lokasi
c. Kelas Jatan
d.SudutPandang

5. a. Ukuran
b. Lokasi
c. Kelas Jalan
d. Sudul Pandang

Jenis Reklame
dan Judui

1. Nama perusahaan
2. Alamat perusahaan
3. Nama wajib pajak
4. Alamat wajib pajak
DATA OBYEK PAJAK

A. OIiSI OLEH WAJIB PAJAK

1. Harap dllsi dalam rangkap 2'(dua) dilulis dengan huruf CETAK.

2. Ben nomor pada kolak 0 yang terseoia untuk jawaban yang dibenkan.
3 Setelah diisi dan ditandatangani. harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapalan Daerah Kabupaten Ctrebon.

4. WaJib pajak reKiame memenuhr kewajiban perpajakan dengan penetapan Bupau berdasarkan SKPD

5. SKPD yang udak dibayar setelah jatuh tempo dikenakan sanksi aornmistrasr berupa denda 1 0/0
perbulan (Perda No.1 Tahun 2024)

PERHATIAN:

di ..

Kepada Yth.

WI j ~ I I I I ICD I I I I

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUANPAJAK DAERAH)

PAJAK REKLAME

Tahun Pajak

NO.SPTPD

Masa Pajak
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL SUNAN AMPEL NO.1 TELP. (0231)321431

SUMBER

Bentuk SPTPD Pajak Reklame



Formulir Gratis I Tidak Diperjual Belikan

- Pembayaran dapal dilakukan melalui rekening kas Daerah Kab. Cirebon BJB Cabang Sumber
No. Rekening : 00 312 60 208 360 dengan melampirkan nomor bayar dari Bapenda Kab. Cirebon

MODEL DPD II - 06

B.PERNYATAAN

Dengan menyadan sepenuhnya akan segala akibal lermasuk sanksi - sanksi sesuai dengan kelenluan
perundang - undangan yang berlaku. saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah
kami berilahukan tersebut dl alas beserta lampiran - lampiran adalah benar, lengkap dan jelas .

............................... ......... . Tahun . .........
Wajib Pajak

........... ......... " .............. ............
Nama Jelas

C. 01151OLEH PETUGAS PENERIMA BAOAN PENOAPATAN OAERAH

Tala cara perhilungan dan penetapan yang dikendaki

0 1. Ollcial Assesmenl ( dihilung dan diletapkan oleh Pejabat Badan Pendapal Oaerah )

2. Sell Assesment ( menghitung dan menetapkan pajak sendiri )

Oiterima tanggat

Nama petugas

NIP

( ............................... ..... )



Pelugas

Tanggal:

Petugas

Tang9al:

Petugas

Tanggal:

TtdTId Ttd

DirekamCicatatDiterima

E. OIlSI OLEH OINAS

Cirebon .
Penyetor

Dengan menyadarr sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundanq­
undangan yang berlaku. saya atau yang saya ben kuasa menyalakan bahwa apa yang teiah karm bentahukan tersebut
dialas beserta tarnprran-tampuannya adalah benar. lengkap. jelas dan bisa dipertanqqunqjawabkan

O.PERNYATAAN

1. DRekapitulasi pendapatan/omset harlan

2. D Sural Kuasa Khusus Pengurus

3. D Lainnya

C.LAMPIRAN

: 20% (dua puluh persen)

: Rp.

sId

: Jumlah Omset Pajak dan Pajak Terutang

. PAJAK AIR TANAH

Omset dan Pajak Terutang

1. Jerus Pajak

2. Masa Pajak

3.0mse!

4. Tanl Pajak

5. Pajak Terutang . (3 x 4)

6. Terbilang

B. OMZETDAN PAJAK TERUTANG

1. NPWPD :

2. NAMAPEMILIK :

3. ALA MAT

4. NAMAI MERKUSAHA

A.IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Harap diisl dalam rangkap 2 (dua) dituhs dengan huru! CETAK.
2. Ben nomor pada kotak 0 yang lersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Selelah diisl dan ditandalangani. harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Oaerah Kabupalen Cirebon.
4. Wajib pajak air tanah memenuhi kewapban perpajakan dengan penetapan Bupau berdasarkan SKPD
5. SKPD yang tidak dibayar setelah jatuh lempo dikenakan sanksi adrnlnistrasi berupa denda 1 % perbulan

(Perda No.1 Tahun 2024)

PERHATIAN

JL SUNAN AMPEL NO.1 SUMBER
Tulp.(0231)321431
Fax: (0231)321431

Webslto : http://cirebonkab.dapdaJd
Email :

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BAOAN PENOAPATAN OAERAH

NO SPTPDSURAT PEMBERITAHUANPAJAK DAERAH
PAJAK AIR TANAH

MASA PAJAK: .

Bentuk SPTPD Pajak Air Tanah



( )

Dilerima langgal
Nama Pelugas
NIP

01151OLEH PETUGAS PENERIMAI BAOAN PENOAPATAN OAERAH

Nama Jelas
.... . )

Wajib Pajak .

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama :

menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) iru kami I saya isi dengan benar, tentang dan tidak bersyarat

PERNYATAAN

KeleranganJumlah VolumeBulanNo. Jenis Bahan Galian

1. Nama Perusahaan
2. Alamal Perusahaan
3. Nama WaJib Pajak
4. Alamat Wajib Pajak
5. JENISBAHANGALIAN

OIiSI OLEH ~~.JIf!~~J_AK

PERHATlAN:
1 Harap"iS< <Salamrangkap dua (2) dUN' <lengall ""'illGETAA
2 Sell non1OI pada 'Ola~Dyang le"edia ur.:uk ]3."""" yang <1ben"",
3 Setelah d"", dan <11i11lCalangatll harao dJserahkan kemba" kepada Badan ?~ Daemh Kabupa:eo Cire!loo pa;lIl9 lambal pad. langgal 15 bulan

benku!n)Ia (Se!f Assessment)
d Keterlambatan DeIl,er,,"an SPTPO m_'langgal le"ebut d.aIas aI<an d. enai<andendasebesar Rp 100 000 ·'.elaIUS nbu rup:ahl un' set.ap SPTPD

5 Kete11ambalanpen'bayaran PiIjO' ~ nera' & Logam d3., Ba:uan~ • ..,.""' ........ admrnr./I3S. beNpa&"93 seoesar 1'" (salJ persen) per bulan

i II I I I

Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Cirebon
d, Sumber

N.P.W.P.D.

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Masa Pajak

Tahun Pajak

No. SPTPDPEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. SUNAN AMPEL NO.1 TELP. (0231) 321431

SUMBER

Bentuk SPI'PD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan



1

HILMY RIVA'I
;-

. ERAH~BUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR;::-..._ ~ ,__ ./- ~

Diundangkan di Sumber
padatanggal 5 Januari 2024
SEKRET1:\~JS.;'19A,E.RAHKAB ~TEN CIREBON,

IMRON

Tid

BUPATI CIREBON,

( )

Diterima tanggal
Nama Petugas
NIP.

Tata Cara Perhilungan dan penetapan yang dikehendaki

B 1. Offcial Assessment ( dihrtung dan dnetapkan oleh Pejabal Badan Pendapatan Daerah
2. Self Assessment ( menghitung dan menelapkan Pajak sendtri 1

C. 01151OLEH PETUGAS PENERIMABAOAN PENOAPATANOAERAH

Nama Jelas

. Tahun .
WaJ,b Pajak

Dengan menyadan sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksr-sanksi sesuai dengan ketentuan perundanq­
undangan yang berlaku. saya atau yang saya ben kuasa menyatakan bahwa apa yang leJah karru bentahukan tersebut
dratas beserta lampiran-lamprrarmya adatah benar . lengkap, dan [etas.

B. PERNYATAAN

kg
DATAOBYEK PAJAK
1. Pengembahan / panen dalam 1 (satu) tahun:
2. Harga rata - rata penjualan tiap kg = Rp.

1. Nama perusahaan
2. Alamat perusahaan
3. Nama wajib pajak
4. Alamat wajib pajak
5. Luas Tempat usaha : M2

A. 01151OLEHWAJIB PAJAK

PERHATIAN:
1 Harap _ daJam rangkap dua (2) diMs cenc.. n nurufCETAK
2 Beu nomo, pada l<otakc:::J yang teeeoa unllA< ",waban yang dibenkan.
3 Setelah dUSJdat) tit anda langaN harap drserahj(an Kemba!l kepada Badan Pendapa1an Daerah Kabupaten C.rebon paftng lambat pada tallggal 15bulan

beokulIlya (Self Assessment)
4 Kelertambalan penyerahan SPTPD me(eblht tanggal tersebiJl dlatas akan dil<enakatI denda sebesar Rp 100 000 • rserares nbu ruptahl unlu seuac S?TPD.

5 ~terl.mba!an pe<rbayaran P"JOk Sarang 8urung Wale. dlkenakJin san admd1lStrasl benspa Bong. seoe sar 1% (•• tu per",") per bulan

d, .I I II I I I I 1m I
,lL.,P..-1(. P 0
uu I J

Kepada Yth.

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUANPAJAK DAERAH)

PAJAK SARANGBURUNGWALET

PEMERINTAHKABUPATENCIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL SUNANAMPEL NO.1 TELP. (0231)321431

SUMSER

No. SPTPD

Masa Pajak

Tahun Pajak

Bentuk SPTPD Pajak Sarang Burung Walet



Cirebon.
Yang menenma.

No.SKPDKB.

NPWPD'
Nama
Alamal

TANOA TERIMA

Model DPD· 10D

NIP

Cirebon.
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN CIREBON

PERHATIAN
1. Harap penyetoran dilakukan mclalui tempat pembayaran terdckat (Bank BJe) dengan menggunakan Sural Kctetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar {SKPDKB}.
2. Apablla SKPDKB Ini tidak atau Kurang Dibayar sotelah lowat paling lama 30 hari scjak SKPOKB ini dltotapkan dikenakan

sank:si adminlstrasi bcrupa bunga sebesar 1'&·. ('\":lIU kom.- dt'i.:Ipan (lcnen) perbulan.

Dengan Huruf

Berdasarkan Undang·undang No 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Perda No.1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retnbusl Daerah telah dtlakukan pemenksaan atau ketetapan laltl alas pelaksanaan kewajiban .

Ayat Pajak
Nama Pajak
Dan pemenksaan atau ketetapan ialntersebut d/3tas. perhitungan jumlah yang maslh harus dibayar adalah sebaqam
berikut:

Dasar Pengenaan
Pajak yang terutang

3 Kredlt PaJak'
a. Kampensasi kelebihan dari tahun sebelumnya
b Setoran yang dllakukan
c. Lam-lam

d. Jumlah yang dapat dlkredllkan (a-b-c)
4 Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2·3d)
5 Sanks! AdmtnlstraSl

a Bunga
b Kenalkan Pasal
c Jumlah Sanks: AdmlnlstraSl (4+5c)

Jumlah yang masih harus dlbayar (4+5c)

NPWPD
Tgl. Jatuh Tempo

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

R
Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Masa Pajak
Tahun

(Sun' Ke""p.1n Pajak oa",.h Kur.ng Bayar)
NO.SKPOKB:

Nama
Alama!

No. Bayar:

SKPDKBPEMERINTAH KABUPATEN
CIREBON

BAOAN PENOAPATAN DAERAH
JL SUNANAMPEL NO.1 SUMBER

Telp. (0231) 321431

Bentuk SKPDKB

5 Januari 2024
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

1 Tahun 2024

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR
TANGGAL
TENTANG



Cirebon.
Yang menenma.

NPWPD:
Nama
AJamat .

TANOATERIMA
No SKPDKBT'

Model DPD - 100

NIP.
(---------'

Cirebon. ...
KEPAlA BAOANPENOAPATANDAERAH

KABUPATENCIREBON

PERHATIAN
1. Harap ponyetcran dilakukan molalui tempal pcmbayaran lordokal (Bank BJB) dongan monggunakan Sural K.ololapan

Pajak Daorah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
2. Apabila SKPDKBT Inl tldak atau Kurang Dlbayar setetan lowal paling lama 30 hart solak SKPDKBT Inl

dltetapkan dlkonakan sanksl admlnistrasi berupa konalkan 100""(sorBlus persen) dari jumlah
kekurangan pajak lerulang dalam SKPOKBT.

Dengan Huruf I
~------------------------------------------------------~

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

I

I BerdasarkanUndang-undang No.1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Perda No.1 Tahun 2024tentang Pajak Daerah dan
Retnbusi Daerah telah dllakukan pemenksaan atau xetetapan lain atas pelaksanaan kewajiban:

Aya( Pajak
Nama Pajak

II Dari pemenksaan atau ketetapan laintersebut diatas, perMungan jumlah yang rnasih harus dibayar adalah sebagain
berikut:
1. Dasar Pengenaan
2. Pajak yang terutanq
J. Kredn PaJak'

a Kornpensasr kelebihan dan tanun sebelumnya
b. Setoran yang duakukan
c. Lam-lain
d. Jumlah yang dapat dlkredltkan (a-b-c)

4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)
5. SankSl AdmlnlstraSl

a. Bunga
b. Kenaikan Pasal
c. Jumlah Sanksi AdmlntstraSl (4+5c)

6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)

NPWPD :
Tgl. Jatuh Tempo :

Na rna :
AI amat :

(Sural K.I.~pan PajakOa.rah Kurang BayarTombohan)
No. SKPDKST:

PEMERINTAHKABUPATEN
CIREBON

BADAN PENDAPATANDAERAH
Jl. SUNANAMPEl NO.1 SUMBER

~ Telp. (0231) 321431

SKPDKBT
No. Sayar:

MasaPajak :
Tahun :

Bentuk SKPDKBT



cneooo,
Yang menerima,

NPWPO:
Nama
Atamal :

TANDATERIMA
NO.SKPO:

ModelOPO -100

NiP.

( _J..l

Clfebon..... ......
KEPALABADAN PENOAPATANDAERAH

KABUPATEN CIREBON

PERHATtAN
Harap penyetoran dilakukan molalui tempat pembayaran !ordokat (Bank 8J8) dengan menggunakan Sura! Kotctapan
Pajak Dacrah Lcblh Bayar (SKPDLB).

Oengan Huruf I
L- ___

6.

Dasar Pengenaan Rp.
Pajak yang lerutang Rp.
Kredu Pajak'
a Kcmpensasi kelebinan dan tahun sebelumnya Rp.
b. Setoran yang dilakukan Rp.
c. Lain-lain Rp.
d Jumtah yang dapat dikreditkan (a-b-c) Rp.
Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d) Rp.
Sankst Administrasl
e.8unga Rp.
I. Kenaikan Pasal Rp.
g Jumlah Sankst Adrmmstrasr (4+5c) Rp.
Jumlah yang rnasih harus d,bayar (4+5c) Rp. Nihil

4.

5.

I. Serdasarkan Undanq-undanq No.1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Perda No.1 Tahun 2024 lentang Pajak Daerah dan
Retribusi Oaerah telah dllakukan pemeriksaan atau ketetapanlain alas pelaksanaan kewajiban:

Ayat Pajak
Nama Pajak

II. Oaf! pemenksaan atau ketetapan tamtersebut ciatas. perhitungan jumlah yang rnasrh harus oibayar adatah sebagain
berikut:

1
2.
3.

NPWPD :
Tgl. Jatuh Tempo :

Na rna :
Alamat

No.SKPLS:SKPDLBPEMERINTAH KA8UPATEN
CIREBON

BADAN PENOAPATAN OAERAH Jl.
SUNAN AMPEl NO.1 SUM8ERTelp.

_ (0231) 321431
"-:"~~~ili"'V'i'iu~...f!.!JII"'--~

No. Sayar:
(SUfit KetetapanPajakDaerah lebih Sayar)

MasaPajak :
Tahun :

Bentuk SKPDLB



HI~YRNA'I
(

DAEJRtiffiKABUPATEN ClREBON TAHUN 2024 NOMOR 1
r I \ \.-

...::--

- ,

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARJ$'DAERAH KAB TEN ClREBON,

IMRON

Ttd

BUPATI CIREBON,

Cirebon,
Yang menenma.

No SKPDN:

NPWPD·
Nama
AJama! .

TANDA TERIMA

Model DPD - 10D

NIP
(-------------

Cirebon.
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN CIREBON

PERHATIAN
Harap penyetoran dilakukan molatui tempat pembayaran tordokat (Bank BJ8) dengan menggunakan Surat Kototapan
Pajak OaerahNihil (SKPON).

Dengan Huruf I
L- -J

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp_

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp. Nihil

I

I Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 2022 tenlang HKPO dan Perda No.1 Tahun 2024 tenlang Pajak Oaerah dan
Retrlbusi Oaerah telah dllakukan pemeriksaan atau keletapan lain alas pelaksanaan kewapban:

Ayal Pajak
Nama Pajak

II. Dan pemeriksaan atau ketetapan tamtersebot diatas, perhitungan jumJah yang masih harus dibayar adalah sebagam
berikut:

1. Oasar Pengenaan
2. Pajak yang terutang
3. Kredll Pajak'

a. Kcrnpensast kelebman dan tahun sebetumnya
b. Setoran yang dJiakukan
c. Lain-tam
d Jumtah yang dapat dlkred.tkan (a+b+c)

4. Jumtah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)
5. Sanks. Admmislrasr :

a. Bunga
b Kenaikan Pasat
c Jumlah Sanks. Adm.ntStras. (4TSC)

6. Jumlah yang rnasm harus dibayar (4+Sc)

NPWPD :
Tgl. Jatuh Tempo :

Nama :
Alamat :

Masa Pajak :
Tahun :

(Surat KCttetapan Pajak Oaor.h Nihil)
No. SKPDN:

No. 8ayar:

SKPDN
[

~ PEMERINTAH KA8UPATEN

~I 8ADAN PE~6~~~~~N DAERAH
~~~~~., JL SUNAN AMPEL NO.1 SUM8ER

~ Telp. (0231) 321431

Bentuk SKPDN



1

Diundangkan di Sumber
padatanggru 5 Januari 2024
SEKRETARr~ DAERAH KA PATEN CIREBON,

IMRON

Ttd

BUPATI CIREBON,

ORM. SSPO 8.PH 8

~

SURATSETORAN PAJAK DAERAH LEMBAR 1
SEA PEROLEHAN HAK ATASTANAH DAN SANGUNAN

( SSPD BPHTB ) Un' W~jtbP~
wb.-gal BuMl

~~p BERfUNGSI SEBAGAl SURAl PEMBERITAHUAH OBJEK PAJAK
P.mb.yltan

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

BAOAN PENOAPATAN OAERAH KABUPATEN CIREBON No. SSPO: .......................
P£.RHATlAN BK_lan J'CIlurtjvlt.P"'9IIr~" pW,s fl,abm.an ~ 1em1lJ. If'IIl«Rbat dlahutu Nomor.VA:

A • N41maWapbFi••,i.... I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
2 .p..\:P I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
3 Al,,-na:\\apPa;alr

-4 Ke-t.otahan 5 Rf4M 6~.M'

7~~n.l(ota 8 N:JOB Po~

B ~ Ncmof <:lD,e PiIJa'" (t-.iQP, P88 CO CO CIJ:J CIJ:J CIJ:J I I I I I 0
leta-. 1.0 ~an,j!au

1 at't,]l\oOi!w. .. RTR'II

S~Qn ,~~
p""",....,.., NJOf> P68

Lua' NJOPPSB m
Utawn ... )b'".....¢Jr>_..~.., ~~=,.=~~;s l~. "4J()PPSS rr

Y.l"9f1Oa'."I,4~

T8'f\BI'1tButrlt 1 9 Rp " Rt>
.......1.-'9"''''' It

8""9"'" 8 10 "" I, Rt>
.vnl~ 4 ~.".~ to

NJOPPBe 13 Rt>
at'qu '! .""''';'~1~

1S J~ pel'o<&ha;nna .. aIM tat'l.llt'l QMl at.lu lID ,4 H.cYl}litrM'.s.J >I...... ""16. ~\flt.a1

C PERHITUNCA.."l8PHT8 (harrya dHf,1bI!:~ ~aung.at'l '....s,o Pa~_,
H_ PeroiehenOb,€ .. ~.l~ (t•.POPJJ.~mat"'>ll" n.tIiD8Cla 9 ~1QM19 ~ '4
~... _,_ 0I>t" p... , r".. _. Pa;"'" ."OPT"" I , ..
N... p~ 0t,G. Polfat.IV-f'l,i Piitji' ',PQPt<.P) ....."...ilI.~. , ..
8dn Perofehan H3", .sitS T¥rah OAr:" 8aroqlA¥" rW19 ~uta!'.g 10000Y~:i , ..,

"Sea Pd'Olehan~"!II Ta.,,~ dan 88nqunan ~ haN" Obey_ ""
"'" d:~~"l_~"''''~ C"~mo.!lol,:; o..:.r+.8J&C4ew!!'ber

0 Jurrian Se:ota1"lf*cU I I I I I I I I I I I I I I
~. P""",-""W",,,p,,

b SlB SKBteS' SI'(8~BT • NOtTIOI' rarggal
c PeJ'I9U!iclf'Io!}M ~ wnd~, Kol1'erwl 0'"a

Den9i!\~ •.a Oengan touruf

[Rp I ", .... FWpt.ltl

" ~ ~~I"II;"""'" c-\>

C>rtR I.IIIO\.[H ~I{_~.G£~"HU'
TCt.t+>A.T pt\!UAy.I,R,Ms~m ~ "'-OTAR6 PAlA ","",'.TOR: l£v."~T..- ~.eAOA" ~ELA""G "A4.A~It."_i"~

P£R'rA.""'",-"'I
~T[.·,"'''''''A·

... ~-(!~ ....,.~~~ -- " .., ,.,.d"lIVQ·~
•t~..,... " .... ~~ ... .. IT] IT] I I [ I I I I I I i OIJ
~~~Oal"'at'

...~P98e.-.. IT] IT] ITIJ ITO ITIJ I [ I I I 0~,';:lIltoW\"l'dXIoI

F r

Bentuk SSPD

1 Tahun 2024
5 J anuari 2024
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

LAMPlRAN X PERATURAN BUPATI CIREBON
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HILMY RIVA'I
A DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

Diundangkan di Sumber
padatangga15 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KAB ATEN CIREBON,

IMRON

Ttd

BUPATI CIREBON,

( )

Sumber,...(Tgl).....(Bulan).....(Tahun)
KEPALA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Untuk mencegah Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar melunasi
jumlah utang pajak dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak disampaikannya Surat Teguran ini.

( )

aJa engan nncian s
Jenis Pajak Tahun Pajak Nomor & Tanggal Tanggal Jatuh Jumlah (Rp)

SPPTPBB/SKPD/SKPDKB/SKPDT Tempo

Jumlah

Menurut Data pada Sistem Informasi Pajak Daerah, hingga saat ini Saudara masih mempunyai Utang
P . kd bb

Yth
Nama
NOP I NPWPD
Alamat Subjek
Alamat Objek

SURAT TEGURAN
NOMOR .

PEMERINTAH KABUPATEN ClREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon TelplFax. : (0231) 321431

https:/lbappenda.cirebonkab.go.id
SUMBER

Bentuk Surat Teguran

: 1Tahun 2024
: 5 Januari 2024
: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

LAMPlRAN XI PERATURAN BUPATI CIREBON



HILMY RIVA'I

ITA DA£;RAI:J.KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

Diundangkan di Sumber
padatanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KA ATEN CIREBON,

IMRON

Ttd

BUPATI CIREBON,

( )

Sumber,...(Tgl).....(Bulan).....(Tahun)
KEPALA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

1. Pajak Pokok : Rp .
2. Denda : Rp .
3. Pajak Kurang Bayar : Rp .
Jumlah yang masih harus dibayar Rp .
( )

Belum Me/akukan Pembayaran
II. Dari Data tersebut Pembayaran yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

I. Berdasarkan Data pada Sistem Informasi Pajak Daerah, terhadap rincian sebagai berikut :
Nama
NOP I NPWPD
Alamat Subjek
Alamat Objek

Tanggal Jatuh Tempo:Nomor
Tanggal Penerbitan

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
PAJAK .

PEMERINTAH KABUPATEN ClREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431

https:/lbappenda.cirebonkab.go.id
SUM B E R 45611

Bentuk STPD

: 1 Tahun 2024
: 5 J anuari 2024
: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI CIREBON



HILMY RIVA'I

DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

Diundangkan di Sumber
padatanggals Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KA TEN ClREBON,

IMRON

Ttd

BUPATI CIREBON,

SESUAt PERDA KABUPATEN CIREBON NO.1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PERHATIAN!
WAllS PAlAK INI

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBO
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bentuk Tanda Teguran

: 1Tahun 2024
: 5 Januari 2024
: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

LAMPlRAN XIII PERATURAN BUPATI CIREBON



HILMY RIVA'I
BRITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

4
PATEN ClREBON,

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari
SEKRETARIS DAERAH

IMRON

Ttd

BUPATI CIREBON,

( )

Ditetapkan di. .
Pada Tanggal. .

KEPALA
BAOAN PENOAPATAN DAERAH

KABUPATEN CIREBON

Dengan ini:

1. Memerinlahkan kepada Penanggung Pajak untuk membayar jumlah ulang pajak dilambah dengan Biaya Penagihan Pajak ke Kas
Daerah dalam jangka waklu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empal) jam sesudah pemberitahuan Sural Paksa ini;

2. Memerinlahkan kepada Juru Sila Pajak yang melaksanakan Sural Paksa ini atau Juru Sila lain yang dilunjuk untuk melanjutkan
pelaksanaan Sural Paksa, untuk melaksanakan Penyitaan alas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu
2 x 24 jam (dua kali dua puluh empal) jam Sural Paksa ini lidak dipenuhi;

3. Alas pemberitahuan Sural Paksa ini dikenakan Biaya Penagihan Pajak yang akan dilagih sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

( )

Jenis Pajak Tahun Pajak Nomor & Tanggal Tanggal Jatuh Jumlah (Rp)
SPPTPBB/SKPO/SKPOKB/SKPOT Tempo

Jumlah

NOP/NPWPD

Alamat Subjek

Alamat Objek

Bertanggung jawab atas pembayaran pajak dari utang pajak yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana tercantum sbb :

Menimbang bahwa Penanggung Pajak atas Wajib Pajak:

Nama

SURATPAKSA

NOMOR......•.................•...............

OEMI KEAOILAN BEROASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PEMERINTAH KABUPATEN ClREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431

https://bappenda.cirebonkab.qo.id
SUM B E R 45611

: 1Tahun 2024
: 5 Januari 2024
: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk Surat Paksa

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

LAMPlRAN XIV PERATURAN BUPATI CIREBON



.-
RITA DAE'RAH kABUPATEN ClREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

HILMY RIVA'I,- ,

2024
ATEN CIREBON,

IMRONDiundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari
SEKRETARIS DAERAH .I."""'~

Ttd

BUPATI CIREBON,

............... )( .

Sumber, ...(Tgl) .....(Bulan) .....(Tahun)

KEPALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN CIREBON

Untuk melakukan penyitaan barang-barang (baik barang bergerak danlatau barang tidak bergerak) milik Penanggung Pajak/Wajib Pajak termasuk milik
istri atau suami dan anak yang masih dalam tanggungan dari Penanggung Pajak sepanjang tidak ada pe~anjian pemisahan harta baik yang berada
pada tempat tinggal, tempa! usaha atau tempat kedudukannya atau tempat lain Penanggung Pajak/Wajib Pajak termasuk yang penguasaannya berada
di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, penduduk indonesia.dikenal juru sita pajak dan dapat
dipercaya.

Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan kepada Penanggung Pajak/Wajib Pajak dan pihak terkait dalam waktu paling lambat 5
(lima) hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Jabatan : Juru Sita Pajak pada .

Nama

Namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayamya, maka sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang­
undangan, dengan ini diperintahkan kepada :

TANGGAL PEMBERITAHUANTANGGAL PENERBITANNOMOR

NOP/NPWPD

Alamat Subjek

Alamat Objek

Telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa:

Oleh karena Penanggung Pajak atas Wajib Pajak:

Nama

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

NOMOR ........................................•.........

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431

https:llbappenda.cirebonkab.go.id
5 U M B E R 45611

Bentuk Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

: 1Tahun 2024
: 5 Januari 2024
: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

LAMPlRAN xv PERATURAN BUPATI CIREBON
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__ /(" HILMY RIVA'I
~ • 0 ,;

RITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

ATEN ClREBON,

Diundangkan di Sumber
padatangg~-6 Januari
SEKRET~S DAERAH .""""~

! '

IMRON

Ttd

BUPATI CIREBON,

( )

Sumber,...(Tgl).....(Bulan).....(Tahun)

KEPALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN CIREBON

( )

Paling lambat hari tanggal bulan tahun .

Jenis Pajak Tahun Pajak Nomor & Tanggal Tanggal Jatuh Jumlah (Rp)
SPPTPBB/SKPD/SKPDKB/SKPDT Tempo

Jumlah

NOP/NPWPD

Alamat Subjek

Alamat Objek

Untuk melunasi sekaligus Utang Pajak sejumlah Rp (. ) menurut perincian sebagai berikut

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan ini diperintahkan kepada Penanggung Pajak atas Wajib
Pajak:

Nama

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

NOMOR .

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431

https:/lbappenda.cirebonkab.go.id
SUMBER

Bentuk Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

1 Tahun 2024
5 Januari 2024

: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI CIREBON



Petugas Veriflkasi KantorMengetahui
JF AKPD SUB KOORDINATOR PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Demikian Berita Acara Ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kesimpulan

f. Hasil Pemeriksaan Kantor
e Dst... .

Ada I Tidak Adad Neraca Laba/Rugi
Ada I Tidak Adac Surat Permohonan
Ada I Tidak Adab SPPT
Ada I Tidak Adaa. Fotocopy identitas wajib pajak

KesesuaianUnsur yang diteliti

Ada I Tidak Ada

2 Dokumen Pendukung terdiri dari

Keterangan
Sesuai I Tidak Sesuai1 Kebenaran Data dalam SPPT/STPD/SKPD

Pada hari ini tanggal tahun telah dilaksanakan Verifikasi Kantor terhadap Pengajuan
Keberatan Jenis Pajak Tahun Pajak dengan data sebagai berikut :
Nama Wajib Pajak
Alamat
NOP/NOPDINPWPD
Nilai yang terutang
Alasan keberatan
Hasil verifikasi Kantor Sebagai berikut :

BERITA ACARA PENELITIAN KANTOR ATAS PENGAJUAN KEBERATAN

Bentuk Berita Acara Penelitian atas Pengajuan Keberatan

: 1 Tahun 2024
: 5 Januari 2024
: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

LAMPlRAN XVII PERATURAN BUPATI ClREBON



2. Petugas Verlap 2...........................................

1. Petugas Verlap 1

Penetapan .

Petugas Verifikasi LapanganMengetahui

Kepala Subbidang Penilaian dan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenamya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN:

Data yang diverifikasi Kesesuaian Keterangan

1. a. ldentitas wajib pajak Sesuai I Tidak Sesuai

b. SPPTISTPD/SKPD Sesuai I Tidak Sesuai I
c. Surat Permohonan Ada I Tidak Ada

d. dst ................ .................................

2. Kesimpulan :

Hasil Verifikasi Lapangan sebagai berikut :

Alasan keberatan

Nilai yang terutang

NOP/NOPD/NPWPD

Alamat

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan verifikasi lapangan
terhadap Pengajuan Keberatan Jenis Pajak Tahun Pajak dengan data sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak

BERITA ACARA PENELITIAN LAPANGAN ATAS PENGAJUAN KEBERATAN



45611

HILMY RIVA'I

A DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1B

IMRONDiundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KA PATEN CIREBON,

Ttd

BUPATI CIREBON,

4 .

3 .

2 .

1. . .

Sumber, , .

Demikian Berita Acara lni dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana

mestinya.

Dengan hasil sebagai berikut :

NOPjNOPDjNPWPD

Alamat Wajib Pajak

Letak Objek Pajak

Telah bersama - sama menindaklanjuti hasil veriftkasi lapangan terhadap :
Nama Wajib Pajak .

Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Selaku Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan .

Selaku Petugas Verifikasi Lapangan

Selaku Petugas Verifikasi Lapangan

KantorPada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, kami yang hadir:

BASIL PENELITIAN LAPANGAN ATAS PENGAJUAN KEBERATAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431

https:/lbappenda.cirebonkab.go.id
SUMBER



HILMY RIVA'I
RITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH PATEN CIREBON,

IMRON

Ttd

BUPATI CIREBON,

.......................................

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah inimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada Tanggal .

KEPALA BADAIf PENDAPATAIf DAERAH
KABUPATEN ClREBON

MEMUTUSKAN:

: a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;

: a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;

: a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;

(jika diperlukan)

TENTANG
KEPUTUSAN KEBERATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN CIREBON
: / / ..
: ( ) Lembar

NOMOR
LAMPIRAN

Menetapkan

KESATU:
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

Mengingat

Mengingat

Menimbang

45611

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431

https:/lbappenda.cirebonkab.go.id
SUMBER

Bentuk Surat Keputusan tentang Keberatan

: 1 Tahun 2024
: 5 Januari 2024
: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

LAMPIRAN XVIn PERATURAN BUPATI CIREBON



Keputusan Pembetulan atas ketetapan pajak dimaksud Tahun Pajak :

MEMUTUSKAN :

Ost .

Dst .

1.

2.

3
1.
2.
3.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
d. huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang

Pembetulan atas ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan;

c.
b.

a. Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Pembetulan atas ketetapan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB-P2) atas nama Wajib Pajak .
tanggal tahun..... yang diterima di Kantor Pelayanan Pajak Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan tanda terima
nomor tanggal tahun.... atas SPPT/SKP-PBB*) nomor
.................. Tahun Pajak ;
Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi dan penelitian lapangan;
Bahwa sesuai dengan Pasal ayat huruf dan Pasal huruf Peraturan
Bupati Nomor....Tahun ....tentang Pembetulan atas ketetapan Pajak Bumi
dan Bangunan;

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

PEMBETULAN ATAS KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

NOMOR: / KEP - / SKP / /202 .

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

KESATU

Menetapkan

Mempertimbangkan

Mengingat

Menimbang

45611

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431

https:lfbappenda.cirebonkab.go.id
SUMBER

Bentuk Surat Keputusan tentang Pembetulan Ketetapan Pajak

: 1Tahun 2024
: 5 Januari 2024
: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

LAMPlRAN XIX PERATURAN BUPATI CIREBON



HILMY RIVA'I

DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

IMRON

Ttd

BUPATI CIREBON,

Tembusan :
1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth.Bank BJB;
4. Yth. Wajib Pajak.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN ClREBON

: SumberDitetapkan di
Pada Tanggal

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

KETIGA

Terhadap Pembetulan Yang Diputuskan akan dilakukan penyesuaian sesuai
ditetapkannya Keputusan ini.

KEDUA

Rp .

Jl. .

Objek Pajak

NOP

PBB Yang Terutang

Alamat

Desai Kelurahan

Kecamatan

Kabupaterr/ Keta

Ds Kec Kab. Cirebon

NPWP

Alamat

Wajib Pajak

Nama



ebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:

No Jenis Dokumen Set./Lembar I
1. Fotocopy Surat Tagihan Pajak

2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

4. D11. ......................

S

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini dimohon pembatalan atas ketetapan pajak dimaksud sebesar
Rp .

Alasan permohonan pembatalan adalah sbb :

Nomor dan Tanggal
Jenis Pajak
Masa/Tahun") Pajak

bersama ini mengajukan pembatalan atas ketetapan pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB),Surat Ketet.apan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Surat.
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)/Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)*):

Nama
NOP/NPWPD
Alamat

Nomor telepon .
Bertindak selaku: 0Wajib pajak

oWakil 0Kuasa dari Wajib Pajak

NOP/NPWPD
Alamat

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama: .

Yth. Kepala Bapenda Kabupaten Cirebon
di Kabupaten Cirebon

Lampiran: .
Hal : Permohonan pembatalan atas ketetapan pajak

......... , Tahun .Nomor

Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak

: 1Tahun 2024
: 5 Januari 2024
: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

LAMPlRAN xx PERATURAN BUPATI ClREBON



HILMY RNA'!
AERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KAB TEN ClREBON,

IMRON

Ttd

BUPATI CIREBON,

Keterangan:

1. Beri tanda Xpada 0 yang sesuai;
2. *)Diisi salah satu yang sesuai;

**)Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus
dilampiri Surat Kuasa Khusus.

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib PajakjWakiljKuasa**)



Tahun Pajak .Keputusan Pembatalan atas ketetapan pajak dimaksud

MEMUTUSKAN :

3. Dst .

Dst .

l.

2.
3

l.
2.

a. Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Pembatalan atas ketetapan Pajak .
atas nama Wajib Pajak .
tanggal tahun yang diterima di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan tanda terima nomor .
tanggal tahun atas SPTPD/SKPD*)nomor Tahun Pajak ;

b. Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi dan penelitian lapangan;

c. Bahwa sesuai dengan Pasal ayat huruf...dan Pasal huruf Peraturan Bupati
Nomor Tahun tentang Pembata1an atas Ketetapan Pajak ;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b
dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan ten tang Pembatalan atas
Ketetapan Pajak ;

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

PEMBATALAN ATAS KETETAPAN PAJAK ••••.••••••••••••••••.•••••••••

NOMOR: 900.1.13.1/ KEP- / SKP / /202 .

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

KESATU

Menetapkan

Mempertim bangkan

Mengingat

Menimbang

45611

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431

https:/Ibappenda.cirebonkab.go.id
SUMBER

Bentuk Surat Keputusan Kepala Badan tentang Pembatalan Ketetapan Pajak

LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH



HILMY RIVA'I
ITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

2024
ATEN CIREBON,

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari
SEKRETARIS DAERAH .I.:u.o!1...I~

IMRON

Ttd

BUPATI CIREBON,

Tembusan :
1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Bank BJB;
5. Yth. Wajib Pajak.

.........................................

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN CIREBON

: SumberDitetapkan di

Pada Tanggal

Keputusan inimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan
dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

KETIGA

Terhadap Hak dan Kewajiban Yang Bersangkutan Hapus sesuai ditetapkannya Keputusan ini.KEDUA

Rp .

Jl. .

Objek Pajak

NOPD

Nilai Yang Terutang

Alamat

Desa/ Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/ Kei;a

Ds Kec Kab. Cirebon

NPWPD

Alamat

Wajib Pajak

Nama



HILMY RIVA'I

ERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari
SEKRETARIS DAERA

IMRON

Ttd

BUPATI CIREBON,

MODEL: DPD- 12

NamaTerang

TandaTangan

Corebon, .

Penyetor.
Diterimaoteh,
PetugasTempatPembayaran

Tanggal:

RuangUmukTeraan
KasRegister' TandaTangan

PelugasPenenma,

DenganHuruf :

Jumlah Seloran Pajak Rp.

MASAPAJAK: .
OMSET .
TARIF: ..

No. KodeRekening Uraian Jumlah(Rp.)

PajakMineralBukanLogamdan Batuan

o STPD 0 Lain lain

OSPTPDo SKPembelulan

o SKKeberalan

No.SPTPD:

OSKPD

OSKPDT

OSKPDKS

o SKPDKST

MasaPajak:

Menyelorberdasarkan

NPWPD

Nama
Alamal

JLSUNAN AMPEL NO I SUMBER
Tolp. (0231)321431
Fax: (0231)321431

Website: http://cirobonbb.dapd •. kI
Email:-

(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)

TAHUN: .

SSPDPEMERINTAHKABUPATENCIREBON
BADANPENDAPATANDAERAH

Bentuk SSPD Pajak MBLB

: 1 Tahun 2024
: 5 Januari 2024
: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI CIREBON



ebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:
No Jenis Ookumen Set/Lembar-
1. Fotocopy Surat Tagihan Pajak

2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

4. 011....................... I
I

S

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini dimohon keringanan berupa dimaksud sebesar
Rp .

Alasan permohonan keringanan adalah sbb :

Nomor danTanggal
Jenis Pajak
Masa/Tahun"] Pajak

bersama ini mengajukan keringanan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
dan Bangunan (SPPT PBB),Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan (SKPKBT)/Surat Tagihan Pajak Oaerah (STPO)*):

Nama
NOP/NPWPO
Alamat

Nomor te1epon .
Bertindak se1aku: 0Wajib pajak

oWakil 0Kuasa dari Wajib Pajak

NOP/NPWPO
Alamat

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama: .

Yth. Kepala Bapenda Kabupaten Cirebon
di Kabupaten Cirebon

Lampiran: .
Hal : Permohonan keringanan

......... , Tahun .Nomor

Bentuk Surat Permohonan Keringanan

: 1Tahun 2024
: 5 Januari 2024
: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

LAMPlRAN XXIII PERATURAN BUPATI CIREBON



HILMY RIVA'I

DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KAB EN CIREBON,

IMRON

Ttd

BUPATI CIREBON,

Keterangan:

1. Beri tanda Xpada D yang sesuai;
2. *) Diisi salah satu yang sesuai;

**) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus
dilampiri Surat Kuasa Khusus.

Wajib PajakjWakiljKuasa**)

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.



HILMY RIVA'I
B ITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

Diundangkan di Sumber
padatanggru 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KAB TEN CIREBON,

IMRON

Ttd

BUPATI CIREBON,

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan eli Sumber
Pada Tanggal .
KEPALA BADAN PENDAPATANDAERAH

KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN:

: a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;

: a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;

: a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;

(jika diperlukan)

TENTANG
SURATKEPUTUSANPEMBERIANKERINGANANBERUPA ••••••••••••••••••••••••

KEPALA BADANPENDAPATANDAERAH,

KEPUTUSANKEPALA BADANPENDAPATANDAERAH

KABUPATENCIREBON
: / / .
: ( ) Lembar

NOMOR

LAMPIRAN

Menetapkan

KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

Mengingat

Mengingat

Menimbang

45611

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431

https:llbappenda.cirebonkab.go.id
SUMBER

Bentuk Surat Keputusan Tentang Keringanan atas Pokok Pajak Terutang

: 1 Tahun 2024
: 5 Januari 2024
: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

LAMPlRAN XXIV PERATURAN BUPATI CIREBON



Petugas Verifikasi KantorMengetahui
JF AKPD SUB KOORDINATOR PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Demikian Berita Aeara Ini dibuat dengan sebenamya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kesimpulan

Hasil Pemeriksaan Kantorf.
Ada I Tidak Adae Dst... .
Ada I Tidak Adad Neraea LabalRugi
Ada I Tidak Adae Surat Permohonan

Ada I Tid_a_k_A_d_a.
I

__

Ada I Tidak Ada
a. Fotoeopy identitas wajib pajak
b SPPT

2 Dokumen Pendukung terdiri dan
Sesuai I Tidak SesuaiKebenaran Data dalam SPPT/STPD/SKPD

Kesesuaian

Pada hari ini tanggal tahun telah dilaksanakan Verifikasi Kantor terhadap Permohonan
Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran Ketetapan Pajak Jenis Pajak Tahun Pajak dengan data sebagai
berikut:
Nama Wajib Pajak
Alamat
NOP/NOPD/NPWPD
Nilai yang terutang
Alasan keberatan
Hasil verifikasi Kantor Sebagai berikut :

BERITA ACARA PENELITIAN KANTOR ATAS PERMOHONAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN
KETETAPAN PAJAK

KeteranganUnsur yang diteliti

Bentuk Berita Acara Penelitian atas Permohonan Perpanjangan Batas Waktu
Pembayaran Ketetapan Pajak

: 1 Tahun 2024
: 5 Januari 2024
: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI CIREBON



2. Petugas Verlap 2...........................................

1. Petugas Verlap 1

Penetapan .

Petugas Verifikasi LapanganMengetahui

Kepala Subbidang Penilaian dan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN:

Data yang diverifikasi Kesesuaian Keterangan

1. a. Identitas wajib pajak Sesuai / Tidak Sesuai

b. SPPT/STPD/SKPD Sesuai / Tidak Sesuai

c. Surat Permohonan Ada / Tidak Ada

d. dst ................ .................................

2. Kesimpulan :

Hasil Verifikasi Lapangan sebagai berikut :

Alasan keberatan

Nilai yang terutang

NOP / NOPD / NPWPD

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan verifikasi lapangan
terhadap Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran Ketetapan Pajak Jenis Pajak .
Tahun Pajak dengan data sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak

Alamat

BERITA ACARA PENELITIAN LAPANGAN ATAS PERMO HONAN PERPANJANGAN BATAS
WAKTU PEMBAYARAN KETETAPAN PAJAK



45611

HILMY RIVA'I
TA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

IMRON
Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KAB PATEN CIREBON,

Ttd

BUPATI CIREBON,

4 .

3 .

2 .

1 .

Sumber, , ..

Demikian Berita Acara Ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana

mestinya.

Dengan hasil sebagai berikut :

NOP jNOPD jNPWPD

Alamat Wajib Pajak

Letak Objek Pajak

Telah bersama - sama menindaklanjuti hasil verifikasi lapangan terhadap :
Nama Wajib Pajak ..

Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Selaku Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan ..

Selaku Petugas Verifikasi Lapangan

Selaku Petugas Verifikasi Lapangan

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kantor Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, kami yang hadir :

HASIL PENELITIAN LAPANGAN ATAS PERMOHONAN PERPANJANGAN BATAS
WAKTU PEMBAYARAN KETETAPAN PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431

https:/lbappenda.cirebonkab.go.id
SUMBER



Ds Kec Kab. Cirebon
Alamat

NPWPD

Wajib Pajak

Nama

Keputusan dikabulkan/ditolak sebagianj'sepenuhnyauntuk Permohonan perpanjangan
batas waktu pembayaran atas ketetapan pajak Tahun Pajak :

MEMUTUSKAN :

Dst .3

2.

1.

d.

b.
c.

Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atas
ketetapan pajak atas nama Wajib Pajak .
tanggal tahun..... yang diterima eli Kantor Pelayanan Pajak Daerah Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan tanda terima nomor tanggal
........ tahun.... atas SPPr-PBB/ SPTPD/SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD*) nomor
.................. Tahun Pajak ;
Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi dan penelitian kantor dan lapangan;
Bahwa sesuai deogan Pasal. ..... ayat ..... huruf ...dan Pasal...huruf.... Peraturao Bupati
Nomor ....Tahun .... tentang Permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atas
ketetapan pajak;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan
huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pennohonan perpanjangan
batas waktu pembayaran atas ketetapan pajak;

a.

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

TENTANG

PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN ATAS KETETAPAN PAJAK

NOMOR : / KEP - / SKP / / 202 .

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

KESATU

Menetapkan

Mengingat

Menimbang

45611

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431

https:Jlbappenda.cirebonkab.go.id
SUMBER

Bentuk Surat Keputusan tentang Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran
Ketetapan Pajak dan Pelaporan Pajak

: 1Tahun 2024
: 5 Januari 2024
: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI CIREBON



HILMY RIVA'I
TA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

Diundangkan di Sumber
padatanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KAB TEN CIREBON,

IMRON

Ttd

BUPATI CIREBON,

Tembusan :
1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. yth. Bank BJB;
3. Yth, Wajib Pajak.

.........................................

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN ClREBON

: SumberDitetapkan di
Pada Tanggal

Keputusan inimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan
dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

KETIGA

c. Total Pembayaran
( .)

+-----2 % x ....Bln
a. Nilai yang terhutang menurut SPPr PBB/ SPrPD/SKPD/SKPKB/SKPKBT/STP~) :
b. Denda Per/Bulan 2 %

Memberikan Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran Atas Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU selama Bulan, dengan rincian besarnya pembayaran setelah
ditambah denda per/bulan dengan rincian sbb :

KEDUA

Rp .

Jl .

Objek Pajak

NOP/NOPD

NilaiYang Terutang

AJamat

Desa/ Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Keta



Petugas Verifikasi KanlorMengetahui
JF AKPD SUB KOORDINATOR PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Demikian Berita Acara Ini dibuat dengan sebenamya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kesimpulan

f. Hasil Pemeriksaan Kantor
Ada I Tidak Adae Dst... .
Ada I Tidak Adad Neraca Laba/Rugi
Ada I Tidak Adac Sural Permohonan
Ada I Tidak Adab SPPT
Ada I Tidak Adaa. Fotocopy identitas wajib pajak

2 Dokumen Pendukung terdiri dari

KesesuaianUnsur yang diteliti Keterangan
Sesuai I Tidak Sesuai1 Kebenaran Data dalam SPPT/STPD/SKPD

Pada hari ini tanggal tahun telah dilaksanakan Verifikasi Kantor terhadap Permohonan
Angsuran/Penundaan Pembayaran Jenis Pajak Tahun Pajak dengan data sebagai berikut :
Nama Wajib Pajak
Alamat
NOP/NOPDINPWPD
Nilai yang terutang
Alasan keberatan
Hasil verifikasi Kantor Sebagai berikut :

BERITA ACARA PENELITIAN KANTOR ATAS PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bentuk Berita Acara Penelitian atas Permohonan AngsuranjPenundaan
Pembayaran

LAMPlRAN XXVII PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH



2. Petugas Verlap 2..........................................

1. Petugas Verlap 1

Petugas Verifikasi LapanganMengetahui

Kepala Subbidang Penilaian dan

Penetapan .

Dernikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN:

Data yang diverifikasi Kesesuaian Keterangan

1. a. Identitas wajih pajak Sesuai / Tidak Sesuai

b. SPPT/STPD/SKPD Sesuai / Tidak Sesuai

c. Surat Permohonan Ada / Tidak Ada

d. dst ................ .................................

2. Kesimpulan :

Hasil Verifikasi Lapangan sebagai berikut :

Alasan keberatan

Nilai yang terutang

NOP/ NOPD/ NPWPD

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan verifikasi lapangan
terhadap Permohonan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Jenis Pajak Tahun Pajak dengan \
data sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak

Alamat

BERITA ACARA PENELITIAN LAPANGAN ATAS PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN
PEMBAYARAN



45611

HILMY RIVA'I
ITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

IMRON
Diundangkan di Sumber
padatanggais Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH ATEN CIREBON,

Ttd

BUPATI CIREBON,

4 .

3 .

2 .

1 ..

Sumber, , ..

Demikian Berita Acara Ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana

mestinya.

Dengan hasil sebagai berikut :

NOPjNOPDjNPWPD

Letak Objek Pajak

Telah bersama - sama menindaklanjuti hasil verifikasi lapangan terhadap :

Nama Wajib Pajak .

Alamat Wajib Pajak ..

Selaku Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan .

Selaku Petugas Verifikasi Lapangan

Selaku Petugas Verifikasi Lapangan

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kantor Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, kami yang hadir :

Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

HASIL PENELITIAN LAPANGAN ATAS PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN
PEMBAYARAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431

https:/lbappenda.cirebonkab.go.id
SUMBER



Ds Kec Kab. Cirebon

NPWPD

Alamat

Wajib Pajak

Nama

Keputusan cUkabulkan/cIitolak sebagian/sepenuhnya untuk Perrnohonan pengangsuran
pembayaran pajak Tahun Pajak ........ :

MEMUTUSKAN :

Dst .

2.

3

1.

a. Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Permohonan pengangsuran pembayaran pajak
atas nama Wajib Pajak .
tanggal ...... tahun ..... yang diterima di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan tanda terima nomor tanggal
........ tahun atas SPPr-PBB/ SPrPD/SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD") nomoI' .
Tahun Pajak. ;

b. Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi dan penelitian kantor dan lapangan;
c. Bahwa sesuai dengan Pasal.. ....ayat.. ... huruf...dan Pasal ... huruf.. .. Peraturan Bupati

Nomor ....Tahun .... tentang Pennohonan pengangsuran pembayaran pajak;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan

huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Permohonan pengangsuran
pembayaran pajak;

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

TENTANG

PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

NOMOR: / KEP - / SKP / /202 ..

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

KESATU

Menetapkan

Mengingat

Menimbang

45611

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431

https:/Ibappenda.cirebonkab.go.id
SUMBER

Bentuk Surat Keputusan Kepala Badan tentang AngsuranjPenundaan
Pembayaran Pajak TerutangjUtang Pajak

: 1 Tahun 2024
: 5 Januari 2024
: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

LAMPlRAN XXVIII PERATURAN BUPATI CIREBON



1

2024
J:V\.l>tlr:.YJ\TEN CIREBO N ,

IMRON

Ttd

BUPATI CIREBON,

Tembusan ;
1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. yth. Bank BJB;
3. yth. Wajib Pajak.

.........................................

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ClREBON

; SumberDitetapkan di
Pada Tanggal

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

KETIGA

c. Total Angsuran Per/Bulan
{ }

+----

b. Besarnya Angsuran Per/Bulan

Denda Per /Bulan 2 %

a. Nilai yang terhutang menurut SPPf PBB/ SPTPD/SKPD/SKPKB/SKPKBT /STP~) :

Besarnya Nilai yang harus dibayar atas Penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
adalah sebagai berikut ;

Kedua

Kabupaten /Keta

Rp ..

JI. ..

Objek Pajak

NOP/NOPD

Nilai Yang Terutang

Alamat

Desa/Kelurahan

Kecamatan


